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ABSTRAK 
 
Rizal ( B111 11 074), Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat 
Positive Legislature (Suatu Kajian Putusan MK No.102/PUU-VII/2009) 
dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Kasman Abdullah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pertimbangan 
hukum hakim yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang 
bersifat Positive Legislature,dan Untuk mengetahui legalitas dan legitimasi 
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature. 
Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) pengumpulan 
data dilakukan dengan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang 
berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis 
secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1) 
Dasar pertimbangan hukum hakim yang menjadi landasan Mahkamah  
Konstitusi dalam memutus Putusan yang bersifat Positive legislature  adalah 
sebebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara 
yang berpotensi  kehilangan hak pilihnya dalam Pilpres 2009, juga sebagai 
bentuk perlindungan terhadap demokrasi, untuk menghindari chaos saat 
pilpres 2009 perlu juga dipahami bahwa Mahkamah  Konstitusi tidak hanya 
menegakkan hukum tetapi juga menegakkan keadilan, pun kita pahami 
bersama bahwa hakim dalam menjalankan kewenangannya dilengkapi 
dengan diskresi (kebebasan) yang dijamin dalam  oleh undang-undang. 
Selain jaminan kebebasan, hakim juga di berikan jaminan independensi, 
yang dijadikan sebagai dasar untuk mengeyampingkan undang-undang 
ketika akan membelenggu hakim dalam menegakkan keadilan. Putusan 
tersebut jua lahir karena mendesaknya waktu, yang mustahil bagi cabang 
kekuasaan lain untuk mebuat aturan, karena pada saat itu sudah terjadi 
kekosongan hukum, sehinnga putusan ini lahir dengan mengedepankan 
unsurkeadilan subtantif 2) Legitimasi putusan MK No.102/PUU-VII/2009 
dapat dilihat dengan sambutan masyarakat yang mengapresiasi putusan 
tersebut, karena putusan tersebut telah menyelamatkan hak-hak rakyat, 
yakni hak untuk memilih yang telah dijamin oleh Konstitusi dan dunia 
internasional, pundalam hal ini tidak ada chaos yang terjadi pada 
pemungutan suara Pilpres 2009, selain masyarakat, organ pelaksana pemilu 
lain juga mendukung putusan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
dikeluarkannya surat edaran KPU yang berisi criteria dan persyaratan 
pemilih, serta kandidat presiden dan wakil presiden Pilpres 2009, artinya 
segenap warga negara patuh terghadap putusan tersebut. Legalitas putusan 
ini disebabkan karena adanya kebebsan interpretasi oleh hakim dalam 
memutus suatu perkara, serta adanya jaminan kebebasan yang dimiliki oleh 
hakim  untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
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DAFTAR PUSTAKA  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
 Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus tahun 2003, 
Mahkamah Konstitusi telah menangani/memutus perkara yang berkaitan 
dengan kewenangan konstitusional yang secara atributif diberikan oleh UUD 
NRI 1945. 
 Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah 
menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi ( the 
guardian of demokrasi) dan juga sebagai pengawal hak konstitusional warga 
negara ( the guardian of constitusional right) yang menjunjung prinsip 
peradilan yang menegakkan keadilan dalam setiap putusannya. Mahkamah 
Konstitusi selalu menegakkan keadilan dalam setiap pelaksanaan 
kewenangannya. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap putusan Mahkamah 
Konstitusi yang dapat diterima oleh semua kalangan. 
 Dalam kerangka menegakkan hukum dan keadilan melalui pelaksanan 
kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersandarkan kepada 
semangat legalitas formal undang-undang semata, tetapi juga bertanggung 
jawab untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, sebagaimana yang 
telah diuraikan oleh Gustav Radburch yang terdiri dari tiga (3) nilai 
mendasar dari hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan, maka dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi sangat 
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memperhatikan ketiga nilai tersebut. Jamak kita akui bahwa kendati ketiga 
nilai mendasar tersebut sangat penting namun sangat mungkin terjadi 
pertentangan  antara satu nilai dengan nilai yang lainya Karena satu dengan 
yang lainnya memiliki potensi untuk saling bertentangan.  
 Keadaan demikian bisa kita pahami karena ketiga nilai tersebut berisi 
tuntutan yang berlainan. Karena itu pula dalam setiap pengambilan 
keputusan Mahkamah Konstitusi selalu mempertimbangkan ketiga nilai dasar 
hukum itu dengan sangat cermat, dalam arti disesuaikan atau tergantung 
karakteristik kasus. Dalam suatu kasus, sangat mungkin prinsip kepastian 
hukum diabaikan manakala itu dipilih tetapi tidak meimbulkan kemanfaatan 
dan keadilan.  
 Begitu pula, jika keadilan dipandang harus lebih dikedepankan, 
kemanfaatan dapat ditinggalkan. Atau bahkan Mahkamah Kosntitusi dapat 
mengkombinasikannya secara proporsional dengan argumentasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Hal tersebutlah yang terimplementaskan dalam 
putusan MK No 102/PUU-VII/2009, untuk menetukan syarat dan kriteria yang 
dapat dipakai dalam pemilu tahun 2009 bukanlah merupakan kompetensi dari 
Mahkamah Konstitusi sebab ada lembaga yang kemudian lebih berkompeten 
dalam hal tersebut. 
 Namun atas dalih perlindungan terhadap hak konstitusional 
warganegara yang memang merupakan salah satu dari nafas pembentukan 
Mahkamah Konstitusi di Indonesia maka langkah tersebut diatur oleh 
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Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Ada beberapa dasar pertimbangan 
yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut 
salah satunya adalah perlindungan terhadap hak konstitusional warga 
negara, sebab ketika Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan hal demikian 
maka kestabilan demokrasi akan terancam dalam Pilpres tahun 2009.  
 Namun meskipun langkah tersebut tidak termasuk dalam kewenangan 
dari Mahkamah Konstitusi namun pada kenyataanya putusan tersebut dapat 
diterima oleh semua kalangan, baik itumasyarakat, penyelenggara pemilu 
maupun para kandidat Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.  
 
B. Rumusan Masalah  
 Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang digunakan 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang bersifat Positive 
Legislature? 
2. Bagaimanakah legalitas dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi 
yang bersifat Positive Legislature ? 
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C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang digunakan 
Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang bersifat Positive 
Legislature. 
2. Untuk mengetahui legalitas dan legitimasi putusan Mahkamah 
Konstitusi yang bersifat positive legislature.  
 
D. Kegunaan Penulisan 
1. Diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pertimbangan 
hukum hakim dalam Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang 
bersifat Positive Legislature.  
2. Diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai legalitas dan 
legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive 
Legislature.  
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Negara  Hukum 
1. Prinsip Negara  Hukum  
 Di Indonesia istilah negara  hukum merupakan terjemahan dari istilah 
Belanda yaitu rechtstaat. Namun istilah negara  hukum juga dikenal dengan 
istilah asing rule of law.   
 Konsep negara  hukum tak terlepas dari perjalanan sejarah yang 
begitu panjang sehingga untuk mengetahui mengenai konsep negara  hukum 
kita perlu mengetahui sejarah dan evolusi negara  hukum itu sendiri, awal 
dari konsep negara  hukum adalah dimulai dari keprihatinan seorang filsuf 
ternama dunia yaitu Plato yang pada saat itu sangat prihatin melihat 
penguasa yang secara sewenang-wenang menjalankan pemerintahan, 
sebagai seorang filsuf kemudian keprihatinan Plato tersebut dituangkan 
dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk buku yang diberi judul Politea.  
 Dalam buku tersebut Plato menyampaikan bahwa agar negara  
menjadi baik maka penyelenggaraan negara  haruslah diserahkan kepada 
filsuf sebab hanya filsuflah yang biasanya bijaksana menghargai kesusilaan 
dan terutama berpengetahuan tinggi, maka atas dasar tersebut Plato 
berkeyakinan bahwa hanya filsuf yang mampu memimpin negara .  
 Namun dalam tataran realitasnya pencarian kriteria yang disebutkan 
tidak pernah didapatkan sebab kriteria manusia yang disebutkan Plato untuk  
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menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara  tidak dapat ditemukan 
dalam dunia nyata, maka Plato kemudian memunculkan buku keduanya yang 
diberi judul Politicos dalam buku yang kedua ini Plato mulai menggagas 
negara  seharusnya 1diselenggarakan berdasarkan pada aturan agar 
pemerintah menpunyai landasan bertidak dan menyelenggarakan 
pemerintahan  sesuai aturan yang telah disepakati atau tidak secara 
sewenang-wenang. 
 Konsep negara  hukum kemudian berlanjut melalui gagasan Plato 
yang kemudian dituangkan dalam buku ketiganya yang diberi judul nomoi di 
mana dalam buku yang ketiganya Plato menuliskan bahwa penyelenggaraan 
negara  harus berdasarkan pada hukum.  
 Konsep negara  hukum tidak terlepas dari gagasan seorang Plato 
semata akan tetapi pemikiran dan ide mengenai negara  hukum juga digagas 
oleh Aristoteles murid dari Plato ini kemudian melanjutkan ide brilian dari 
sang guru, menurut Aristoteles pemerintahan yang baik adalah pemerintahan 
yang berdasarkan pada Konstitusi dan berkedaulatan.  
 Layaknya sang guru, Aristotelespun menuangkan gagasan mengenai 
negara  hukum yang dituangkan ke dalam buku yang diberi judul Politica. 
Dalam bukunya tersebut sang filsuf kemudian menjabarkan bahwa ada tiga 
unsur pemerintahan yang berKonstitusi yaitu, pemerintahan yang 
                                                             
1 Romi Librayanto,Trias politika dalam struktur ketataNegara an Indonesia.pukap Makassar 2008 hal. 
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dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum, Pemerintahan yang 
berdasarkan hukum, dan pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak 
rakyat. Ketiga unsur negara  hukum tersebut yang dijadikan syarat untuk 
menyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara .  
 Namun ide cemerlang yang digagas oleh kedua filsuf tersebut 
ditinggalkan oleh orang-orang pada zaman tersebut. 
Abad XVII ide mengenai negara  hukum kembali  mencuat di negara -negara  
eropa yang pada saat itu juga mengalami hal serupa yang dirasakan oleh 
kedua filsuf Yunani, maraknya pemerintahan yang sewenang-wenang dan 
tidak pro terhadap kepentingan umum menjadi pemantik memanasnya 
kembali gagasan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum dan 
pemerintahan yang dibatasi.  
 Para cedekiawan pada saat itu mulai  menentang  tindakan yang  
dilakukan oleh para raja yang menindas  rakyat, salah satu dalil termasyur 
dari seorang ahli sejarah inggris Lord Acton mengemukakan dalil yang di 
kenal dengan “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 
menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai 
kekuasaan tak terbatas cenderung untuk menyalahgunakannya secara tak 
terbatas pula (power tends corrupt, but absoluarte power corrupts absoluttly). 
 Sebelum abad pertengahan berakhir dan memasuki permulaan abad 
XVI di eropa  muncul negara  national state dalam bentuk yang modern, di 
eropa barat mengalami perubahan yang sangat mencolok yakni dari bidang 
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social dan cultural di mana akal dapat memerdekakan diri dari 2pembatasan-
pembatasannya, kemudian perubahan sosial itu berpengaruh di eropa 
selatan dan juga mendapatkan banyak pengikut di eropa utara.  
 
 Dari pemikiran  tersebut mengatarkan manusia pada saat itu 
menyalami masa aufklarung atau yang biasa dikenal dengan masa 
pencerahan dan juga abad rasionalisme suatu aliran yang berusaha untuk 
memerdekakan pemikiran manusia dari pembatasan- pembatasan yang  
dilakukan oleh raja yang menindas rakyat pada saat itu, para kaum 
cedekiawan diabad tersebut kemudian melakukan pedobrakan terhadap 
kedudukan para raja juga mendapat dukungan dari para rakyat pada saat itu.   
 Beberapa cedekiawan berusaha untuk melakukan perlawanan dengan 
menciptakan gagasan cemerlang, Jhon Lock dengan sosial kontraknya yang 
pada dasarnya menekankan bahwa pemerintahan oleh raja haruslah ada 
persetujuan dari rakyat dengan kata lain bahwa rakyat akan mengakui 
pemerintahan sepanjang hak-hak mereka terjaga, maka di sinilah titik awal 
dari lahirya hak politik ssesorang tersebut.  
 Kemudian cedekiawan lain yang mengungkapkan perlawanannya 
dengan raja pada saat itu dengan menciptakan mekanisme adalah seorang 
Baron de Montesqiue dengan teori yang terkenal dengan trias politika, 
                                                             
2 Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu politik.edisi revisi,gramedia pustaka utama,Jakarta, 2008 hal. 
105 
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gagasan cemerlang ini lahir karena salah satu faktor lahirnya kesewenang-
wenangan raja adalah kekuasaan raja hanya dijalankan oleh satu titik atau 
berpusat pada raja semata, maka konsep trias politika berangkat dari ide 
dasar tentang perlunya pembatasan kekuasaan melalui separation of power 
atau distribution of power.  
 Dari perjalanan sejarah di atas, maka konsep negara  hukum pertama 
kali dikenal atau dipakai pada abad XIX yang biasa disebut dengan negara  
hukum klasik, abad ke XIX ini merupakan pertanda dari sadarnya manusia 
untuk mewujudkan gagasan cemerlang dari para filsuf dan cendekiawan 
perlu dibuatkan suatu konstitusi apakah konstitusi itu bersifat written maupun 
unwritten dengan maksud dasar inilah yang dipakai untuk menyelenggarakan 
pemerintahan dan untuk melindungi hak politik, serta penyalahgunaan 
kekuassaan.  
 3Abad XIX dan permulaan XX gagasan mengenai perlunya 
pembatasan mendapat perumusan yuridis mengundang perhatian yang 
sangat besar terhadap ahli hukum eropa barat kontinental seperti Immanuel 
Kant dan Friedrich Julius Sthal memakai istilah rechstaat sedangkan ahli 
anglo saxon seperti Albert Vant Dicey memakai istilah rule of law.   
  
 
                                                             
3 Romi Librayanto,Trias Politika dalam struktur ketataNegara an Indonesia.Pukap,Makassar, 2008 hal 
15 
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 Oleh Sthal disebut empat unsur rechtstaat dalam arti klasik yaitu : 
a. Hak- hak manusia  
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di 
negara -negara  eropa continental biasa disebut trias politika )  
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan  
d. Peradilan administratif dalam perselihan  
 Sedangkan A. V Dicey menguraiakan unsur-unsur rule of law adalah 
sebagai berikut :  
a. Supemasi of law 
b. Tidak adanya kekuasaan kesewenang-wenangan artinya sesorang hanya 
dapat dihukum kalau melanggar hukum 
c. Equality before the law  
d. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang 
 Sehingga pada fase berikut tepatnya pada abad XX negara  hukum 
klasik mengalami perkembangan yang begitu pesat. negara  hukum klasik 
bertransformasi menjadi negara  hukum modern yang sampai saat ini 
mengalami perkembangan yang dinamis. 
 
a. Prinsip Negara  Hukum di Indonesia 
 Menurut Jimmly Assiddiqie ada dua belas prinsip pokok negara  
hukum yaitu :  
1. Supremacy hukum (supremacy of law) 
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2. Persamaan dalam hukum (equality before the law) 
3. Asas legalitas (due proses of law) 
4. Pembatasan kekuasaan (separation/ distribution of power) 
5. Organ-organ eksekutif independen 
6. Peradilan bebas dan tidak memihak ( independen dan imparsial) 
7. Peradilan tata usaha negara   
8. Peradialn tata negara  (constitusional court) 
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia  
10. Bersifat demokratis ( democratische rechstaat ) 
11. Berfungsi sebagai sarana meewjudkan 4tujuan berNegara  (welfare state) 
12. Transparansi dan control social   
 
b.  konsepsi negara  hukum : antara rechtsstaat dan the rule of Law 
 Di dalam khazanah ilmu hukum ada dua istilah yang diterjemahkan 
secara sama kedalam bahasa Indonesia menjadi negara  hukum, yakni 
rechtsstaat dan rule of law.  
 Meskipun terjemahannya  kedalam bahasa Indonesia sama-sama 
negara  hukum, sebenarnya ada perbedaan anatara rule of law dan 
rechtsstaat sebagaimana didefenisikan oleh Roscoe Pound, rechtsstaat 
memilki karakter administratif  sedangkan rule of law berkarakter yudisial. 
                                                             
4 Mirriam Budiardjo, Dasar-Dasar ilmu Politik.edisi revisi, gramedia pustaka utama,Jakarta 2008 hal. 
112 
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  Rechtsstaat bersumber dari tradisi hukum negara -negara  Eropa 
continental yang bersandar civil law dan legisme yang menganggap hukum 
adalah hukum tertulis. Kebenaran hukum dan keadilan dalam rechtsstaat  
terletak pada ketentuan tertulis. Hakim yang bagus menurut paham civil law 
(legisme) .  
 Di dalam rechtsstaat adalah yang dapat menerapkan atau membuat 
putusan sesuai dengan bunyi undang-undang. Pilihan pada hukum tertulis 
dan paham legisme pada rechtsstaat didasari oleh penekanan 5pada  
kepastian hukum.  
 The rule of law berkembang dalam tradisi hukum negara -negara  
anglo saxon yang mengembangkan common Law ( hukum tak tertulis). 
Kebenaran hukum dan keadilan dalam sistem the rule of law bukan semata-
mata hukum tertulis, bahkan disini hakim dituntut untuk membuat hukum-
hukum sendiri dalam bentuk yurisprudensi tanpa harus terikat secara ketat  
kepada hukum-hukum tertulis.  
 Putusan hakimlah yang dianggap hukum yang sesungguhnya 
daripada hukum-hukum  yang tertulis.  
 Hakim diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan dan 
membuat putusan-putusan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang digalinya 
dari tengah-tengah masyarakat. Keleluasaan diberikan kepada hakim untuk 
tidak terlalu terikat  pada hukum-hukum tertulis, karena penegakan hukum di 
                                                             
5 Jimmly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, sinar grafika,Jakarta 2011  
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sini ditekankan pada pemenuhan rasa keadilan bukan pada hukum-hukum 
formal. 
  Perbedaan konsepsi tersebut sebenarnya lebih terletak kepada 
operasionalisasi atas substansi yang sama, yakni perlindungan atas hak-hak 
asasi manusia. Perbedaan tersebut lebih banyak dilatarbelakangi  oleh 
sejarah hubungan antara raja (yang ketika itu menjadi personifikasi 
pemerintahan) dan hakim dalam memutus perkara yang masuk kedalam 
pemerintah. 
 Rechtsstaat yang berkarakter administratif  dilatarbelakangi oleh 
kekuasaan raja pada zaman romawi yang ketika itu mempunyai kekuasaan 
yang menonjol dalam membuat peraturan-peraturan melalui dekrit. Raja 
kemudian mendelegasikan keuasaan-kekuasaan tersebut kepada pejabat-
pejabat administratif  dibawahnya untuk membuat pengarahan tertulis kepada 
hakim tentang cara memutus sengketa. 
 Negara  hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-
undang dasar 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua 
konsepsi tersebut sehingga prinsip kepastian hukum dalam rechtsstaat 
dipadukan dalam prinsip keadilan dalam the rule of law.  
 Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur 
yang baik dari keduanya dan pilihan yang prismatik  yang seperti ini menjadi 
niscaya karena pada saat ini sangat sulit menarik perbedaan yang substantif 
antara rechtsstaat dan the rule of law.  
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 Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan keadilan di 
dalam masyarakat juga tegak, dalam praktik perppaduan ini kemudian sering 
kali menimbulkan ekses kompilatif ketika konsep yang semula dimaksudkan 
sebagai integarasi  dari keduanya ternyata dipilih salah satunya sebagai 
alternatif yang lebih menguntungkan dalam kasus konkret, baik oleh penegak 
hukum maupun oleh yustisiabelen.  
 Perlu diingat bahwa setelah UUD 1945 mengalami amandemen empat 
kali, pada saat ini di dalam UUD 1945 tersebut tidak lagi tercantum istillah 
rechtsstaat secara eksplisit. Ini mempermudah kita untuk menguatkan konsep 
prismatic tersebut.  
 
C. Peradilan Yang Bebas Ciri Negara  Hukum    
 Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak 
dapat dilepaskan dari ide negara  hukum. Sebab, gagasan tentang 
kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara  demokrasi 
dan 6negara  hukum menyusul pada abad pencerahan di dunia barat.  
 Seperti diketahui gagasan demokrasi itu telah ada pada zaman yunani 
kuno. (abad ke 6 sampai ke-3 SM). Yang dapat dirujuk pada negara  (polis) 
Athena dan pikiran-pikiran Aristoteles, Plato, dan sebagainya.  
                                                             
6 Mahfud MD, Membangun politik Hukum, menegakkan Konstitusi,rajawali Perss, Jakarta, 2010 hal. 
24-27 
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 Namun gagasan demokrasi ini lenyap dari dunia barat sejak Romawi 
dikalahkan oleh eropa barat dan dikuasai oleh agama nasrani yang 
membangun pemerintahan otoriter dan menindas kebebasan rakyatnya.  
 Kegelapan dunia barat ini kemudian dipecahkan oleh munculnya 
zaman renaissance (1350- 1600) yang memunculkan kembali minat dan 
kesusastraan dan budaya yunani kuno. Timbullah gagasan dikalangan orang 
barat tentang perlunya kebebasan dan perlindungan hak-hak rakyat serta 
penggalakan pengembangan ilmu pengetahuan. 
  Gagasan-gagasan yang seperti ini cepat menyebar dan dalam waktu 
yang tidak terlalu lama orang-orang barat memasuki abad pemikiran (650-
1850) yang menuntut pendobrakan ataupun kemerdekaan pikiran rakyat dari 
pembatasan-pembatasan  yang ditentukan oleh gereja. Pada gilirannya 
timbullah gagasan di bidang politik bahwa manusia itu mempunyai hak yang 
tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah dan absolutisme dalam 
pemerintahan.  
 Rasionalitas yang mendasari perkembangan tersebut adalah teori 
social contract (perjanjian masyarakat ) yang pada pokonya menyatakan 
bahwa pemerintah itu berkuasa karena ada perjanjian masyarakat yang 
memberikan kekuasaan dan rakyat akan mematuhinya selama hak-hak 
rakyat tidak diselewengkan. Teori tersebut mendorong secara cepat kegiatan 
pendobrakan atas absolutisme dan pemerintahan untuk kemudian digantikan 
dengan demokrasi.  
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 Pemerintahan absolutisme didobrak dan karenanya kekuasaan 
pemerintah harus di batasi. kekuasaan pemerintah harus tunduk pada 
kehendak rakyat (demokarsi) itu haruslah dibatasi dengan aturan-aturan 
hukum yang pada tingkatan tertingginya disebut sebagai konstitusi.  Itulah 
sebabnya, lahirnya kembali paham demokrasi diikuti secara bersamaan 
dengan lahirnya negara  hukum yang sama-sama menekankan pada 
pentingnya pembatasan kekuasaan negara . Untuk membatasi kekuasaan 
pemerintah maka seluruh kekuasaan dalam negara  haruslah di pisah dan di 
bagi dalam kekuasaan dalam bidang tertentu.  
 Salah satu ciri pokok dan prinsip pokok dari negara  hukum dan 
negara  demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang bebas dari 
kekuasaan lembaga lain dan tidak memihak. Selain adanya peradilan yang 
bebas, ciri negara  hukum yang dikenal dari berbagai literatur lain adalah 
adanya perlindungan terhadap Hak-hak asasi manusia dan adanya asas 
legalitas dengan segala bentuknya.  
 Pencirian menunjukkan bahwa adanya lembaga peradilan merupakan 
salah satu hal yang mutlak. Dan karena fungsinya untuk memberikan 
keadilan atas perselisihan berbagai 7pihak maka keberadaan lembaga 
peradilan itu sudah barang tentu haruslah bebas dari campur tangan 
kekuasaan yang ada. 
                                                             
7 Moh. Mahfud MD, membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, rajawali perss, Jakarta, 
2011. Hal. 88-91 
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2. Trias Politika  
 Sejarah menggariskan bahwa ide dasar mengenai lahirya gagasan – 
gagasan cemerlang yang merupakan perlawanan dari kekuasaan raja yang 
sewenang-wenang terhadap rakyatnya, penindasan terhadap rakyat serta 
pencabutan hak-hak politik rakyat. Maka abad XVII pergolakan dari kaum 
cedekiawan untuk mendobrak kekuasaan yang absolute menjadi sebuah 
kekuasaan yang terbatas.  
 Salah satu konsep mengenai pembatasan kekuasaan adalah gagasan 
yang di keluarkan oleh Baron De Montesqioue  yang dikenal dengan trias 
politika. Konsep trias politika pada dasarnya merupakan bentuk yang 
diterapkan untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan yang terpusat 
pada seseorang saja sebagaimana yang terjadi pada raja-raja abad 
pertengahan. 
  Doktrin trias politika yang paling banyak dipake di dunia termasuk di 
Indonesia adalah doktrin trias politika ala Montesquieu, perlu kita ketahui 
secara bersama bahwa doktrin trias politika  sebenarnya  bukan merupakan 
gagasan terbarukan bagi Montesquieu namun konsep tersebut telah 
diperkenalkan oleh Aristoteles.  
 Konsep ini sebebanrnya konsep normatif yang mengisyaratkan bahwa 
kekuasaan tidak hanya terfokus kepada satu orang, untuk itu konsep trias 
politika membagi tiga kekuasaan negara  yaitu kekuasaan eksekutif (rule 
application fuction) yaitu kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang, 
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yang kedua adalah kekuasaan legislatif (rule making) yaitu kekuasaan yang 
membuat undang-undang dan kekuasaan yang terakhir yaitu kekusaan 
yudikatif   (adjucation function) yaitu keuasaan untuk mengadili atas 
pelanggaran undang-undnag8Sementara Jhon Lock mempunyai perbedaan 
konsep pembagian kekusaan yang dianut Baron De Montesqieu menurut 
Jhon Lock bahwa kekuasaan Negara  di bagi kedalam kekusaan eksekutif, 
legislatif, dan federatif.  
 Pembagian kekuasaan yang dipekernalkan oleh Jhon Lock memiliih 
fungsi yang sama dengan apa yang diperkenalkan oleh Montesqieu, menurut 
Jhon Lock kekuasaan legislatif  memiliki fungsi untuk membuat peraturan 
perundang-undangan, sedangkan kekuasaan eksekutif mempunyai 
kewenangan untuk menjalankan undang-undang dan  sekaligus sebagai 
lembaga pengadil ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, 
sementara kekuasaan federatif mempunyai kekuasaan untuk menjaga 
keamanan dan juga terkait dengan hubungan luar negeri. 
 Dari dua konsep trias politika di atas terdapat perbedaan yang di 
kemukakan oleh kedua ahli yaitu konsep trias politika ala Jhon locke 
memasukkan kewenangan yudikatif kedalam kekuasaan eksekutif sementra 
konsep trias politika yang digagas oleh montesqieu membuat kekuassan 
yudikatif  berdiri sendiri. Sementara kekuasaan federatif yang dalam 
pembagian yang digagas oleh Jhon locke  yang memiliki kewenangan 
                                                             
8 Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, gramedia pustaka utama,Jakarta, 2008. Hal. 295-310 
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hubungan luar negeri dan keamanan dalam konsep trias politika ala 
montesqiue menggabungkannya kedalam kekuasaan eksekutif.   
 Pada dasarnya doktrin trias politika pada dasarnya merupakan doktrin 
Konstitusionalisme atau pemerintahan yang terbatas. Doktrin 
konstitusioanlisme yang juga berkembang pada abad ke XIX bersamaan 
dengan munculnya negara  hukum klasik yang pada intinya perlunya aturan 
tertulis yang memberikan batasan terkait penyelenggaraan kekuasaan agar  
tidak terjadi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. 
konsep trias politica pada era modern ini lebih dikenal dengan pembagian 
kekuasaan ( distribution of power) atau pemisahan kekuasaan (separation of 
power).  
 Pada dasarnya banyak ahli yang kemudian membedakan anatara 
kedua istilah tersebut bawha konsep pembagian kekuasaan dan juga 
pemisahan kekuasaan adalah hal yang berbeda, namun pada intinya kedua 
konsep memiliki tujuan yang sama di mana masing-masing berakar dari 
konsep trias politica klasik yang kemudian mempunyai tujuan untuk 
membatasi kekuasaan dengan cara membagi tiga kekuasaan negara  dan 
dengan konsep trias politica para cabang kekuasaan akan mudah untuk 
diawasi oleh rakyat dan juga oleh cabang kekuasaan lain karena kejelasan 
dari kekuasaan yang diberikan secara tertulis oleh rakyat.  
 Doktrin trias politica memang telah banyak digunakan di negara  
demokrasi modern bahkan hampir semua negara  demokrasi modern telah 
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menganut konsep trias politica, termasuk di Indonsia meskipun pada 
dasarnya tidak ada keharusan bagi setiap negara  termasuk Indonesia untuk 
menganut konsep trias politica tersebut, maka konsep trias politica yang 
dikembangkan di negara  demokrasi modern tidaklah terlalu kaku atau 
menyerupai konsep trias politika yang dikembangkan oleh penggagasnya.  
  Di Indonesia demikian konsep trias politica yang diterapakan dalam 
sistem ketatanegara an kita sama sekali tidak persis sama dengan konsep 
trias politica asli, distruktur ketatanegaraan kita ada lembaga yang tidak jelas 
masuk dalam salah satu cabang kekuasaan yang digagas oleh Montesqieu 
yakni lembaga negara  seperti komisi yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa 
keuangan(BPK). 9 
3. Check and Balance  
 Dalam praktikya ajaran pemisahan kekuasaan sulit untuk dipatuhi 
secara murni.Amerika sendiri yang dinilai paling getol dalam mengikuti 
konsep Montesquieu pada kenyataannya tidak demikan. Bahkan Pios 
menyebutkan bahwa para penyusun konstitusi percaya bahwa yang 
seharusnya yang  ada adalah pemisahan sebagian bukan semuanya dari 
kekuasaan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.  
 Dari teori politik Jhon Locked dan Montesquieu para penyusun 
konstitusi Amerika membedakan antara cabang kekuasaan eksekutif, 
                                                             
9 RomiLibrayanto,Trias Politika Dalam Struktur KetataNegara an Indonesia, Pukap, Makassar 2008 hal. 
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legislatif, dan yudikatif. Serta menciptakan tiga lembaga terpisah untuk 
menjalankan kekuasaan ini namun untuk menciptakan kekuasaan diantara 
lembaga-lembaga ini mereka memperbolehkan beberapa fungsi yang 
tumpang tindih.  
 setiap lembaga tidak hanya menjalakan fungsi utamannya tapi  juga 
mempunyai bagian dari fungsi lembaga  lain. Oleh karena itu Presiden 
mempunyai fungsi pengampunan (fungsi yudikatif) dan dapat 
merekomendasikan undang-undang kepada parlemen ( fungsi legislatif). 
 Senat punya bagian dalam penunjukan (fungsi eksekutif) dan kongres 
menpunyai kekuasaan untuk impeachment (fungsi yudikatif), pengadialn bisa 
membuat keputusan-keputusan dengan penerapan secara umum (fungsi 
legislatif) dan mengeluarkan aturan-aturan (melalui surat perintah dari 
pengadilan kepada petugas pelaksana ) yang mengharuskan pejabat 
eksekutif mengambil langkah lurus.  
 Maka dari itu yang berkembang di Amerika adalah perlunya untuk 
menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan menggunakan 
kekuasaannya itu secara sewenang-wenang, untuk membendung 
kecenderungan ini dibuatlah suatu sistem check and balance (pengawasan 
dan keseimbangan) di mana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan 
mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. 
  Di dalam ajaran trias politika perlu terdapat suasana checks and 
balance di mana dalam hubungan antara lembaga negara  itu terdapat saling 
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menguji Karena masing-masing lembaga tidak bisa melampaui batas 
kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing –masing lembaga tidak 
maencampuri kekuasaan dari lembaga lain sehingga antar lembaga ini 
terdapat perimbangan kekuasaan. 
  Kedua prinsip yang terdapat dalam trias politika seperti halnya dengan 
mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip 
checks and balance guna mencegah adanya campur tangan antar lembaga 
tersebut adalah jaminan dalam ajaran Montesquieu bagi adanya kebebasan 
politik (politik freedom).sebenarnya jaminan terhadap kebebasan politik tidak 
selalu terikat kepada pemisahan kekuasaan, akan tetapi bisa juga jaminan 
power tend corrupt, absolute power corrupt absolutely kebebasan politik itu 
diperoleh dengan menambahkan banyaknya badan-badan untuk tugas yang 
sama, sehingga perimbangan kekuatan bisa terwujud.  
 Adapun tujuan bernegara  yang dipandang paling sesuai dengan 
semangat masyarakat modern adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) 
dan memajukan kesejahteraan umum, disisi lain negara  dihadapkan pada 
hukum besi kekuasaan yang sudah diakui dapat terjadi sepanjang sejarah, 
yaitu seperti yang pernah dikemukan oleh Lord Acton. Oleh karena itu 
berbagai sistem ketatanegaraan telah dikembangkan baik dari sisi teoritis 
maupun praktis salah satu sistem terbuka diterapkannya mekanisme checks  
and balance. 
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  Pada awalnya prinsip ini dapat dilacak dalam buku Aristoles yaitu 
Politic, menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara  dibagi kedalam tiga 
bagian. Pertama, kekuasaan untuk mengadakan peraturan-peraturan berupa 
prinsip –prinsip yang harus ditaati oleh warga negara    yang disebut sebagai 
kekuasaan legislatif. Kedua kekuasaan untuk melaksanakan peraturan 
perundang undangan yang disebut dengan kekuasaan eksekutif.  
 Ketiga, kekuasaan untuk menyatakan apakah anggota masyarakaat 
bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang telah ditemtukan. Jamak kita 
ketahui bahwa Pemikiran modern tentang pemisahan kekuasaan yang 
menjadi acuan organisasi negara  demokrasi modern dikemukan oleh 
Montesquieu, dalam doktrin trias ploitikanya masing-masing kekuasaan 
dipisahkan dan dipegang oleh lembaga yang berbeda apabila disatukan tidak 
akan mungkin terdapat kemerdekaan oleh karena itu perlu kekuasan tidak 
diletakkan dalam satu poros kekuasaan.  
 Dalam mekansime check and balance masing- masing cabang 
kekuasaan memiliki peran tertentu yang bersifat mengawasi dan 
mengimbangi terhadap cabang kekuasaan lainnya agar itu dimaksudkan agar 
terdapat keselarasan sehingga penyelenggaraan 10kekuasan negara  dapat 
dijalankan oleh masing-masing cabang kekuasaan serta agar tidak terjadi 
                                                             
10 Jimmly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,sinar grafika,Jakarta, 2011 hal 129 
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penyalahgunaaan oleh lembaga negara  yang memegang cabang kekuasaan 
tertentu.  
 Kekuasaan pembuatan undang-undang yang dipegang oleh 11DPR 
dan DPD sebagai co legislator diawasi dan diimbangi oleh kekuasaan 
12Presiden untuk mengajukan RUU membahas serta ketentuan bahwa suatu 
RUU harus mendapat persetujuan bersama untuk dapat menjadi suatu UU. 
Kekuasaaan legislatif juga diawasi dan diimbangi oleh Mahkamah Konstitusi 
yang memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD.  
4. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia   (HAM) 
a. Makna Demokrasi dan HAM  
 Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua isu yang 
menjadi orientasi dan kerangka perubahan di era reformasi. Penataan 
kehidupan berbangsa dan bernegara  di arahkan untuk mewujudkan 
pemerintahan yang demokratis serta untuk melindungi, memenuhi dan 
memajukan HAM. Demokrasi dan HAM sejatinya bukan merupakan isu baru, 
hampir seluruh negara  di dunia 13saat ini menyatakan diri sebagai negara  
demokratis dan menghomati HAM. 
                                                             
11 Janedri M gaffar, Demokrasi Konstitusional praktik ketataNegara an Indonesia setelah perubahan 
UUD 1945,Konstitusi press,Jakarta, 2011 hal. 109 
12 Romi Librayanto, Trias politika Dalam Struktur ketataNegara an Indonesia, pukap, 
Makassar,2008 hal.28 
 
13 Jimmly Asshiddiqie,hukum tata Negara  dan pilar-pilar demokrasi, Konstitusi press,Jakarta, 2006. 
Hal 227 
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 Walaupun masih ada negara  –negara  yang mempertahankan sistem 
monarki atau aristokrasi banyak di antaranya yang telah mengadopsi 
demokrasi dan menempatkan HAM sebagai pembatas kekuasaan.  
 Bagi bangsa Indonesia demokrasi telah menjadi pilihan sejak para 
pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Demikian 
pula halnya dengan perlindungan dan penghormatan HAM, yang telah diakui 
dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Hal inilah yang dipertegas dan 
dikuatkan melalui perubanhan UUD 1945 agar betul-betul dapat 
diimplementasikan dan tidak mudah disalahgunakan.  
 Demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa 
dipisahkan. Perlindungan HAM merupakan tujuan dan prasyrarat bagi 
berjalannya demokrasi. Sebaliknya kegagalan dalam perlindungan dan 
penghormatan HAM adalah ancaman bagi demokrasi. 14 
b. HAM Tujuan Demokrasi  
 Negara -negara  modern memilih demokrasi karena itu merupakan 
pilihan yang muncul hasil dari perkembangan manusia dalam bernegara . 
Sejarah telah membuktikan bahwa negara -negara  dimasa lalu yang pada 
umumnya berbentuk monarki atau aristokrasi dengan kekuasaan mutlak 
pada raja atau elit bangsawan telah melahirkan penderitaan umat manusia.   
                                                             
14 Janedri M gaffer, Demokrasi Konstitusional praktik ketataNegara an Indonesia setelah perubahan 
UUD 1945,Konstitusi press,Jakarta, 2011 hal 28 
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Hal itu disebabkan oleh tujauan negara  yang semata-mata berorientasi pada 
kekuasaan itu sendiri dan kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja atau 
elit bangsawan.  
 Kondisi tersebut melahirkan pencerahan dan pemikiran baru tentang 
eksistensi dan tujuan negara . negara  tidak ada dengan sendirinya ataupun 
dipaksa pembentukannya oleh kekuatan dan kekuasaan, baik manusia 
maupun tuhan. negara  ada Karena dibentuk oleh menusia dengan tujuan 
untuk melindungi dan memenuhi hak yang telah dimiliki manusia sebelum 
ada negara  semata-mata karena statusnya sebagai manusia.  
 Mereka yang pada awalnya adalah manusia bebas dengan segala hak 
yang telah dimiliki, mengikatkan diri dan membentuk pemerintahan negara  
serta memberikan kekuasaan kepada negara  untuk mengatur kehidupan 
bersama dan menjalankan pemrintahan.  
 Tujuan dari pengikatan diri dan pembentukan negara  adalah agar hak 
rakyat dapat dilindungi dan dipenuhi. Rakyat sebagai suatu individu 
membutuhkan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menjamin hak yang 
telah ada tidak dilanggar oleh orang lain dan untuk memenuhi hak yang tidak 
akan mungkin dipenuhi secara individual. Pemikiran inilah yang disebut 
dengan teori kontrak social yang dikemukankan oleh Jhon Locke dan JJ 
Rosseeau diabad pencerahan.  
 
 
27 
 
c. Prasyarat Demokrasi 
 Di samping sebagai tujuan demokrasi HAM juga merupakan prasyarat 
dari demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemrintahan dari,oleh, dan untuk 
rakyat. Maupun sebagai mekanisme pembentukan pemerintahan hanya 
dapat terwujud jika terdapat jaminan perlindungan dan pemenuhan  
HAM.untuk dapat menjalankan demokrasi sudah pasti harus ada jaminan 
berkebebasan berkeyakinan, kebebasan berserikat, berkumpul dan 
berpendapat.  
 Pilihan rakyat atas pemerintahan yang akan dibentuk tentu didasarkan 
pada keyakinan yang akan dipilih, untuk dapat mengungkapkan pilihan 
tersebut dibutuhkan kebebasan berpendapat rakyat tidak akan mungkin 
dapat menyampaikan kehendaknya baik dalam bentuk hak pilih maupun 
penyampaian aspirasi yang harus dijalankan pemerintahan. 
  Pada tingkatan selanjutnya aspirasi dan pendapat tentu harus 
diperjuangkan agar menjadi kebijakan negara . Selain itu terdapat pula hak 
tertentu yang hanya dapat dicapai jika bekerja  sama atau diperjuangkan  
secara kolektif. Hal ini membutuhkan kekuatan social yang hanya dapat 
dicapai jika terdapat jaminan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, 
jelas bahwa tanpa ada kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat 
dan kebebasan berserikat demokrasi mustahil dijalankan. 
  
 
28 
 
5. Konstitusi dan Konstitusionalisme 
a. Konstitisi  
 Menurut  Brian Thompson, secara sederhana pertayaan:  apa itu 
Konstitusi dapat dijawab bahwa “ suatu Konstitusi merupakan sebuah 
dokumen yang isinya mengatur untuk menjalankan suatu organisasi. 
Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitasnya serta 
struktunya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di 
daerah tertentu Serikat buruh, organisasi kemasyarakatan  dan lain-lain.  
 Kebutuhan akan naskah Konstitusi itu merupakan sesuatu yang 
niscaya terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum termasuk 
dalam konteks negara . 
 Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan istilah 
konstitusi  dalam bahasa inggris constitution menjadi undang-undang dasar 
(UUD). Akan tetapi yang perlu kita pahami secara bersama bahwa istilah 
konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis Constituer yang berarti menbentuk 
dalam konteks ketatanegaraan istilah Konstitusi maksudnya pembentukan 
suatu negara  atau menyusun dan menyatakan suatu Negara .  
 Dahlan Thaib, mengutip kurniatmanto Soetoprawiro memaparkan 
bahwa dalam bahasa latin kata konstitusi merupakan gabungan dua kata 
yaitu cume dan statuere, cume adalah sebuah preposisi yang berarti 
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bersama dengan…..” sedangkan statuere berasal dari kata sta yang 
berbentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri,
15
 
 maka atas dasar itu kata statuere mempunyai arti membuat sesuatu 
agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan “ dengan demikian bentuk tunggal 
(constitution ) menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak 
(constitution) segala sesuatu yang telah ditetapkan. F. Lassale 
16menguraikan pengertian Konstitusi sebagai berikut : 
a. Pengertian secara sosiologis atau politis, konstitusi adalah sinthese 
faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi 
mengambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut 
diantaranya: raja, parlemen, cabinet pressure grup partai politik dan lain-
lain itulah yang sesungguhnya dimuat oleh konstitusi. 
b. Pengertian secara yuridis yaitu konstitusi adalah suatu naskah memuat 
semua bagunan negara  dan sendi-sendi pemerintahan.  
 James Bryce menyatakan bahwa Konstitusi dapat diartikan pula 
sebagai kumpulan peraturan yang berisi tentang kekuasaan pemerintah, hak-
hak mereka yang diperintah dan relasi antara keduanya.(pemerintah dan 
rakyat). Menurut tafsiran lampau konstitisi itu diartikan sebagai nama bagi 
ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan 
                                                             
15 Romi Librayanto, Trias politika Dalam Struktur ketataNegara an Indonesia, pukap, 
Makassar,2008 hal 19 
 
16 Jimmly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,sinar grafika,Jakarta, 2011 hal. 5 
dan 19 
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orang-orang tertentu keluarga-keluarga tertentu yang berkuasa ataupun 
suatu badan-badan tertentu yang berkuasa. Sedangkan Savornin Lohman 
menyatakan bahwa ada tiga unsur yang terdapat dalam tubuh  konstitusi –
konstitusi yang sekarang yaitu :  
a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan  perjanjian masyarakat (kontrak 
social ), sehingga menurut pengertian ini konstitusi-konstitusi yang ada 
adalah hasil dan konklusi dari persepaktan masyarakat untuk membina 
negara  dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.  
b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti 
perlidungan atas hak-hak manuisa dan warga negara  yang sekaligus 
penentuan batas-batas hak dan kewajiban bagi warganya maupun alat-
alat pemerintahan.  
c. Sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan 
pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan 
negara .  
 Hans kelsen menguraikan tentang pengetian Konstitusi yaitu konstitusi 
negara  biasanya disebut sebagai hukum fundamental negara  adalah dasar 
dari tata hukum nasional. Dari tinjauan teori politik konsep konstitusi juga 
mencakup norma- norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari 
organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi.  
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b. Konstitusionalisme  
 Ide pokok dari konstitusioanalisme adalah bahwa pemerintah perlu 
dibatasi kekuasaannnya (the limited state) agar penyelenggaraannya tidak 
sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu konstitusi adalah jaminan utama 
untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan 
demikian timbul konsep the konstitusional state. Dimana konstitusi dianggap 
sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui 
konsep negara  hukum.  
 Menurut Walter F. Murphy Konstitusionaliosme sangat menjunjung 
tinggi kehormatan atau harga diri manusia sebagai prinsip utamanya. Walter 
F. Murphy berpandangan agar kehormatannya terlindungi, manusia harus 
menpunyai hak untuk berpartisipasi dalam politik dan kekuasaan pemerintah 
harus dipagari dengan batas –batas yang bersifat substantif terhadap apa 
yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekalipun andai kata itu mencerminkan 
kemauan rakyat secara sempurna. Gagasan Konstitusionalisme telah timbul 
lebih dahulu dari UUD.  
 Paham Konstitusionalime dalam arti bahwa penguasa perlu dibatasi 
kekuasaannya harus diperinci secara tegas telah timbul pada abad 
pertengahan di eropa, pada tahun 1215 raja Jhon dari Inggris dipaksa oleh 
beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka yang pada 
akhirnya termuat dalam piagam besar Magna Charta .  
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 Dalam perkembangan selanjunya ternyata bahwa ketentuan-ketentuan 
yang tercantum dalam magna charta perlu di pertegas dan diperluas lagi. 
Maka dari itu pada tahun 1679 parlemen menerima Habeas Corpus act yang 
memberi perlindungan terhadap penangkapan yang sewenang-wenang dan 
menjamin pengadilan yang cepat, tidak lama kemudian tepatnya pada 
tahun1688 terjadi suatu revolusi yang berjalan damai tanpa pertumpahan 
darah yang diberi nama the glorius revolution. 17 
 Padmo Wahyono, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib 
menyebutkan bahwa supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, 
kedudukan serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara  juga 
ditentukan.  
 Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap 
lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga negara  tersebut 
meliputi dua hal :  
1. Pembatasan kekuasaan yang 18meliputi isi kekuasaanya  
2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya 
kekuasaan tersebut.  
 Oleh karena itu setiap Konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, 
yaitu :  
                                                             
17 Romi Librayanto, Trias politika Dalam Struktur ketataNegara an Indonesia, pukap, 
Makassar,2008 hal 11 
 
18 Mirriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu Politik,gramedia pustaka utama,Jakarta,2008, hal. 107 
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1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap keuasaan 
politik  
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari control mutlak para penguasa, serta 
menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.  
 Cara pembatasan yang dianggap paling efektif  ialah dengan jalan 
membagi kekuasaan, konstitusionalosme menyelenggarakan suatu sistem 
pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan- 
pembatasan ini termuat dalam undang-undang dasar. Maka ketika 
pembatasan telah temuat 19 kedalam suatu naskah yang fundamental dalam 
suatu negara , maka dapat dikatakan bahwa negara  tersebut telah menganut 
paham konstitusionalisme.  
6. Pergeseran Konsep Negara  Hukum 
a. Pergeseran Makna Negara  Hukum Menjadi Negara  Undang-Undang 
 Kenyataan bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar 
prinsip konstitusionalisme,  terutama melanggar HAM, selalu bisa dibenarkan 
secara formal konstitusional, karena diberi baju hukum berupa UU atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, telah menyebabkan terjadinya 
pergeseran prinsip dan konsepsi dari negara  hukum  menjadi negara  
undang-undang.  
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Inilah yang banyak terjadi di Indonesia, yakni berubahnya negara  hukum 
menjadi negara  undang-undang yang meletakkan undang-undang yang 
dibuat oleh pemerintah sebagai ukuran kebenaran. Di dalam negara  undang-
undang yang sepeti ini, ukuran-ukuran kebenaran bukan lagi rasa keadilan 
dan kepatutan dengan sukma etika yang yang tinggi, melainkan kalimat-
kalimat undang-undang yang pembuatannya dilakukan melalui rekayasa bagi 
kepentingan pemerintah.  
 Di dalam negara  undang-undang yang seperti ini, setiap tindakan 
pemerintah yang tidak adil diberi pembenaran dengan pembuatan UU melalui 
penggunaan atribusi kewenangan, sehingga alat justifikasi dengan watak 
positivis-instrumentalistik”.  Selain itu, meskipun Indonesia memiliki konstitusi 
yang dalam bentuk  tertulisnya adalah UUD 1945, rekaman sejarah poltik dan 
hukum negeri ini telah memancing timbulnya pertayaan ada atau tidaknya 
pemerintahan yang konstitusional.  
 Pemerintahan konstitusional itu bukan hanya pemerintahan yang 
didasarkan pada konstitusi atau bukan diukur dari ada atau tidaknya 
konstitusi dari negara  yang bersangkutan, melainkan pertama-tama harus 
diukur dari ada atau tidaknya essensi konstitusionalisme di dalam konstitusi 
atau undang-undang dasar yang dipergunakan, untuk kemudian diukur lagi 
implemntasinya di dalam praktik pemerintahan. Pemerintahan konstitusional 
adalah pemerintahan disuatu negara  yang memiliki konstitusi yang baik dan 
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pemerintahannya melaksanakan konstitusi yang baik dalam praktik 
pemerintahannya.  
 Suatu pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi, tetapi 
konstitusinya tidak memuat essensi konstiotusionalisme, dalam arti tidak 
memberi jaminan yang sesungguhnya atas perlindunga HAM melalui 
distribusi kekuasaan yang seimbang dan demokratis, bukanlah pemerintahan 
yang konstitusional. Suatu negara  yang memiliki undang-undang dasar, 
tetapi undang-undang dasar tersebut membuka peluang bagi terjadinya 
sistem politik yang tidak demokratis melalui penafsiran-penafsiran sepihak 
oleh penguasa bukanlah pemerintahan yang konstitusional.  
 Jadi meskipun pemerintahan telah dilaksanakan berdasarkan dengan 
konstitusi yang ada, pemerintahan tersebut bukanlah pemerintahan  yang 
konstitusional karena konstitusi tidak sejalan dengan prinsip 
konstitusionalisme. Oleh karena negara  yang memiliki konstitusi belum tentu 
melahirkan pemerintahan yang konstitusional. 
 Dalam konteks inilah terlihat, bahwa  pemerintahan yang konstitusional 
tidak muncul dengan baik, sebab berlakunya UUD 1945 pemerintahan 
konstitusional tidak muncul dan pelanggaran HAM terjadi secara masif. 
Memang benar bahwa dengan UUD 1945 Indonesia secara formal adalah 
negara  konstitusional, tetapi karena UUD 1945 tidak mengelaborasi 
konstitusionalisme yang secara ketak dan mudah dimanipulasi melalui 
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formalitas-formalitas maka yang muncul bukanlah pemerintahan yang 
konstitusinal.  
b. Pergeseran Fungsi Parlemen Indonesia dan Implikasinya Terhadap 
Kegiatan Legislasi  
 Salah satu perubahan substantif yang telah dilakukan dalam rangka 
perubahan pertama UUD 1945 pada sidang 20umum MPR pada bulan 
November 1999 lalu adalah soal cabang kekuasaan legislatif yang secara 
tegas dipindahkan dari Presiden ke DPR. Dengan adanya perubahan 
tersebut, kedudukan DPR jelas merupakan lembaga pemegang kekuasaan 
legislatif, sedangkan fungsi inisiatif di bidang legisalasi yang dimiliki oleh 
Presiden tidak menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan utama 
dibidang ini.  
 Perubahan ini sekaligus menegaskan bahwa UUD 1945 dengan 
sungguh-sungguh menerapkan sistem pemisahan kekuasaan legislatif, 
eksekutif dan yudikatif. Tidak seperti selama ini antara fungsi legislatif dan 
eksekutif tidak dipisahkan secara tegas dan malah bersifat tumpang tindih. 
 Fungsi legislasi parlemen dalam beberapa negara  di dunia bukanlah 
merupakan fungsi utama dari lembaga ini fungsi yang dianggap paling 
penting adalah pengawasan atau fungsi kontrol terhadap pemerintah bahkan 
                                                             
20 Jimmly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,sinar grafika,Jakarta, 2011 hal 29 
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fungsi legislasi itu sudah dianggap sebagai fungsi teknis dibandingkan 
dengan fungsi pengawasan yang besifat politis. 
  Namun di Indonesia kemudian konsep pembuatan UU tersebut 
dipertegas bahwa lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk UU 
adalah DPR bukan lagi kekuasaan Presiden. Masalahnya kemudian 
pergesran fungsi legislasi dari Presiden ke DPR mengandung implikasi yang 
mendasar terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
dan terhadap institusi dan pejabat yang berwenang membuat peraturan 
perundang-undangan itu sendiri. 
  Sehinggga pada prinsipnya Presiden bukan lagi pemegang 
kekuasaan pembentuk UU, kalaupun Presiden diberikan hak untuk 
mengajukan RUU, hak itu tidak memberikan kedudukan kepadanya sebagai 
kekuasaan pembentuk UU melainkan hal itu dipandang sebagai inisiatif 
karena kebutuhan yang sangat mendesak  dirasakan oleh pihak eksekutif 
untuk mengatur kebijakan publik yang harus dilayani oleh pemerintah tetapi 
pihak DPR sendiri tidak siap dengan rancangan mereka sendiri. 
  Dalam hal ini Presiden mengambil prakarsa mengajukan RUU kepada 
DPR karena tidak boleh lagi ada peraturan- peraturan untuk kepentingan 
pengaturan yang dibuat oleh Presiden atau pemerintah secara mandiri. 
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Semua peraturan dibawah UU hanyalah pelaksana lebih lanjut dari UUD dan 
UU.  
21
 
 
7. Penegakan Hukum di Indonesia Yang Berbasis Keadilan Substantif 
 Negara  Indonesia adalah negara  hukum berdasarkan Pancasila, 
yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik 
materil maupun spiritual. Dalam kerangka itulah, hukum di Indonesia dibentuk 
dengan tujuan untuk membangun keadilan social bagi seluruh rakyat 
Indonesia22.Artinya, tujuan atau kondisi ideal yang dikehendaki harus 
senantiasa berorientasi pada keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 Tidak tercapainya kondisi ideal tersebut sangat mungkin disebabkan 
oleh tidak berkualitasnya penegakan hukum, dalam kondisi tidak ideal inilah 
hukum progresif lahir sebagai wujud ketidakpuasan dan keprihatinan atas 
kualitas penegakan hukum di Indonesia.  
 Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum merupakan suatu 
institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, 
sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Pernyataan ini memuncak pada 
tuntutan akan kehadiran hukum progresif yang mengandung pengertian 
tentang konsep, fungsi, dan tujuan hukum yang harus diwujudkan.  
                                                             
21 Jimmly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,sinar grafika,Jakarta, 2011 hal  254 
 
22 Jimmly Asshiddiqie,Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,sinar grafika,Jakarta, 2011 hal 254 
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 Hukum progresif merupakan bagian dari proses searching for truth 
(pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif bertolak 
dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, sekaligus 
refleksi ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas 
penegak hukum Indonesia pada akhir abad XX.  
 Penyebaran gagasan hukum progresif diawali oleh Satjipto Rahardjo. 
Menurut Satjipto, hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua 
komponen dasar dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (rule and 
behavior). Landasan hukum progresif didasarkan pada dua asumsi pokok. 
Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.  
 Berangkat dari asumsi ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya 
sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Itulah sebabnya 
ketika terjadi permasalahan dalam hukum, maka hukumlah yang harus 
ditinjau dan diperbaiki bukan manusianya yang dipaksa untuk dimasukkan 
kedalam skema hukum. Kedua, hukum bukan institusi yang mutlak serta final, 
karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi.  
 Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan 
mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan di sini bisa direfleksi 
kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-
lain. Inilah yang selalu dikatakan oleh Satjipto Rahardjo sebagai hakikat 
hukum yang selalu dalam proses menjadi ( law as a process law in the 
making).  
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 Menurut teori hukum progresif, manusia berada diatas hukum. Hukum 
hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan 
manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute 
dan ada secara otonom. Hukum progresif membawa konsekuensi pentingnya 
suatu kreativitas untuk mengatasi ketertinggalan hukum, maupun untuk 
membuat terobosan-terobosan hukum, bila perlu melakukan rule breaking. 
Terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusian melalui 
bekerjanya hukum yaitu hukum yang membuat bahagia.  
 Pembentukan hukum oleh hakim dalam konsep hukum responsive dari 
Jhon Merryan menyatakan bahwa seorang hakim sering berpikir bahwa 
perundang-undangan sebagai salah satu bentuk pelayanan dari fungsi 
tambahan yang sering kurang akurat. Oleh karenanya, hakim dalam 
melakukan interpretasi harus mengisi celah dan menyelesaikan masalah 
dalam skema perundangan.  
 Hakim harus mengubah hukum terhadap kondisi/ kenyataan yang 
berubah-ubah. Perubahan perundangan bukan sesuatu yang pasti dalam 
penggunannya khususnya pada hakim yang bijaksana. Untuk kepentingan 
analisis teoritik.   
 Sebelum munculnya gagasan hukum progresif, Philip Noneck dan 
Pihlip Selznick telah mengemukakan gagasan tentang hukum responsive. 
Hukum responsive menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap 
ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang 
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terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima 
perubahan social demi mencapai keadilan dan emansipasi  publik. Dalam 
tipe yang demikian itu hukum akan selalu dikaitkan dengan tujuan diluar 
narasi tekstual hukum itu sendiri.  
 Dengan mengatakan itu mereka sekaligus juga mengkritik doktrin Due 
Process  of Law. Pemikiran Noneck dan Selznick  bisa dikembalikan kepada 
pertentangan antara jurisprudence dilain pihak, analitycal yurisprudence 
berkutat dalam sistem hukum positif yang dekat dengan tipe hukum otonom. 
Noneck, melalui tipe hukum responsifnya, menolak hukum yang bersifat final 
dan tak dapat digugat23. Sejalan itu Fritjof Capra menyatakan bahwa saat ini 
dunia sedang mengalami titik balik peradaban (the turning point).  
 Transformasi yang di alami lebih dramatis daripada transformasi yang 
terjadi sebelumnya, karena perubahannya berlangsung begitu cepat, dan 
dalam skala yang lebih besar yang melibatkan seluruh dunia dan arena 
beberapa transisi besar bersamaan. Petualangan irama dan pola-pola 
kebangkitan dan kemunduran yang tampak mendominasi evolusi budaya 
telah bersama-sama mencapai titik balik yang sama.  
 Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan hukum, diharapkan 
menjadi kekuatan control (agent of social control) dan kekuatan penyeimbang 
antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pada suatu keadaan 
                                                             
23 23 Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive legislature ?,Konstitusi 
press,Jakarta,2013 hal 48  
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terdapatnya hukum responsive, kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
pembuatan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, hukum menjadi 
semacam forum politik dan partisipasi hukum tersebut mengandung dimensi 
politik. Artinya, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau 
organisasi untuk berperan serta menentukan kebijaksanaan umum. 
8. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara   
a. Pengertian Kewenangan 
 Perkembangan wewenang  pemerintah dipengaruhi oleh karekteristik 
tugas yang dibebankan kepadanya . tugas pemerintah adalah mengikuti 
tugas negara , yaitu menyelenggarakan sebagian dari  tugas negara  sebagai 
organisasi kekuasaan.  
 Dari beberapa pendapat tentang tugas/ fungsi negara  menurut 
Friedman, yaitu :  
1. Sebagai provider, negara  bertanggung jawab dan menjamin suatu 
standard minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan 
jaminan social lainnya.  
2. Sebagai regulator, negara  mengadakan aturan kenegaraan  
3. Sebagai entrepreneur, Negara  menjalankan sector ekonomi melalui 
badan usaha milik  Negara  /daerah dan menciptakan suasana yang 
kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha.  
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4. Sebagai umpire, Negara  menetapkan standar-standar yang adil bagi 
pihak yang bergerak disektor ekonomi , terutama antara sector swasta 
atau antar bidang –bidang  usaha tertentu.  
 Untuk memutar roda pemerintahan, kekusaan dan wewenang 
sangatlah penting dalam ilmu hukum tata Negara  dan hukum administrasi 
negara,istilah kekuasaan dan wewenang terkait erat dengan pelaksanaan 
fungsi pemerintah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata 
“wewenang” memiliki arti :  
a. Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan  
b. Kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain.  
c. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan  
 Sedangkan “kewenangan” memilii arti :  
1. Hal berwenang,  
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.  
 Selain itu, kata kekuasaan “kekuasaan “ dalam KBBI memiliki arti 
sebagai berikut: 
a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya), 
b. Kemampuan ;kesanggupan  
c. Daerah (tempat dsb) yang dikuasai  
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d. Kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan 
lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, charisma, atau kekuasaan 
fisik, 
e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta 
mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.  
Kemudian KBBI memberikan beberapa contoh Frasa, antara lain :  
1. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan (wewenang ) untuk menjalankan 
undang-undang, 
2. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang  
3. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan 
undang-undang.  
 Utrecht membedakan istilah “kekuasaan” (gezag, authority), dan 
“kekuataan (macth, power). Dikatakan bahwa “kekuataan” merupakan istilah 
politik yang berarti paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada 
seseorang, biarpun orang itu belum tentu menerima paksaan tersebut 
sebagai sesuatu yang sah sebagai tertib hukum positif.kekuasaan adalah 
istilah hukum.  
 Kekuatan akan menjadi kekuasaan apabila  diterima sebagai sesuatu 
yang sah atau sebagai suatu tertib hukum positif dan badan hukum yang 
lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa. Sarjono Soekanto menguraikan 
bahwa perbedaan antara kekuasaan dan wewenang adalah setiap 
kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasan, 
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sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada seseorang atau 
sekelompok orang, yang menpunyai dukungan atau mendapat pengakuan 
dari masyarakat.  
 Sebagai contoh penegak atau pelaksana hukum adalah para warga 
masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung 
unsur-unsur kekuasaan.  
 Akan tetapi mereka tidak dapat menggunakan kekuasaannnya dengan 
sewenang-wenang. Efektifitas pelaksanaan hukum sedikit banyak dapat 
ditentukan oleh sahnya hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-
orang atau badan-badan yang mempunyai wewenang dalam arti inilah 
hukum mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan.  
 Menurut Bagir Manan “kekuasaan (macth) tidak sama artinya dengan 
wewenang. Kekuasaan menggamabarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Wewenang adalah hak dan sekaligus kewajiban. Wewenang 
menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 
perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subyek 
hukum publik dan hubungan hukum publik.  
 Kemudian Nicolai memberikan pengertian tentang kewenangan yang 
berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.oleh karena itu 
Irfan Fachruddin menyimpulkan bahwa kewenangan adalah kemampuan 
yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu 
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yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak 
dan sekaligus kewajiban.  
 Berikut ini akan diuraikan kewenagan 10 lembaga negara  yang 
terdapat dalam UUD 1945 setelah empat kali dirubah.  
b. Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara  Dalam UUD 1945 setelah 
empat kali diubah 
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kewenagan sebagai 
berikut : 
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar  
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden  
3. Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden  
4. Memilih wakil Presiden   dua calon yang diusulkan oleh 
 Presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil Presiden  
5. Memilih Presiden dan/atau wakil Presiden apabila keduanya 
 mangkat, berhenti,di berhentikan, atau tidak dapat melakukan 
 kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan sebagai berikut :  
a. Mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil 
Presiden kepada MPR 
b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk meyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara  
lain, serta dengan membuat perjanjian internasional lainnya 
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yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara , 
dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-
undang 
c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
mengankat duta dan menerima penempatan duta dari negara  
lain  
d. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 
pemberian amnesti dan abolisi  
e. Memegang kekuasan membentuk undang-undang  
f. Membahas rancangan undang-undang bersama Presiden untuk 
mendapatkan persetujuan bersama  
g. Melakukan interpelasi, membuat  angket  dan menyatakan 
pendapat dalam melaksanakan fungsinya 
h. Menerima usulan rancangan undang-undang yang ditetapkan 
 oleh Presiden  
i. Menerima usulan rancangan undang-undang yang diajukan 
 oleh DPD  
j. Menerima pertimbangan DPD atas pelaksanaan undang-
 undang tertentu sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak 
 lanjuti. 
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k. Menerima dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan 
 negara  yang diserahkan oleh BPK  
l. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan 
 DPD  
m. Memberikan persetujuan atas calon hakim Agung yang 
 diusulkan oleh Komisi Yudisial  
n. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan 
 dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial  
o. Mengajukan tiga orang calon anggota hakim Konstitusi kepada 
 Presiden untuk ditetapkan menjadi hakim Konstitusi.  
3. Dewan Perwakilan Daerah  memiliki kewenangan :  
a. Mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR  
b. Ikut membahas rancangan undang-undang tertentu  
c. Melakukan pengawasan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tertentu.  
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
tertentu, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada 
DPR 
e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara  dari BPK untuk 
 ditindaklanjuti  
f. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan 
 anggota BPK 
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4. Presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut :  
a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945  
b. Mengajukan rancanagan undang-undang kepada DPR  
c. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang  
d. Mengusulkan dua calon wakil Presiden kepada MPR, dalam hal 
terjadi kekosongan wakil Presiden  
e. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan 
darat,angkatan laut dan angkatan udara 
f. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan Negara  lain dengan persetujuan  DPR 
g. Membuat perjanjian internasional tertentu dengan persetujuan 
DPR  
h. Menyatakan keadaan bahaya 
i. Mengangkat duta dan menerima penempatan duta Negara  lain, 
meberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 
pertimbangan DPR . 
j. Mengangkat konsul  
k. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan MA  
l. Member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 
m. Membentuk suatu dewan pertimbangan  
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n. Mengangkat dan memberhentikan menteri-Menteri 
o. Membahas dan menyetujui bersama DPR setiap  
  rancangan  undang-undang  
p. Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR untuk 
menjadi UU 
q. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti 
Undang-undang 
r. Mengajukan RUU APBN 
s. Meresmikan anggota BPK  
t. Menetapkan calon hakim Agung sebagai hakim Agung  
u. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial 
dengan persetujuan DPR 
v. Mengajukan tiga orang calon hakim Konstitusi  
w. Menetapkan Sembilan orang anggota hakim Konstitusi.  
5. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai berikut :  
a. Melakuan kekuasaan kehakiman  
b. Mengadili pada tingkat kasasi  
c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang 
d. Mengajukan tiga orang calon hakim Konstitusi  
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6. Mahkamah Konstitusi berwenang :  
a. Menguji UU terhadap UUD  
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara  yang 
 kewenangannya diberikan oleh UUD  
c. Memutus pembubaran Parpol  
d. Memutus perselisihan hasil pemilu  
e.  Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden 
7. Badan pemeriksa keuangan mempunyai kewenangan : 
a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
  negara  
b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara   
  kepada DPR,DPD, dan DPRD. 
8. Komisi Yudisial menpunyai kewenangan sebagai berikut : 
a. Mengusulkan calon hakim Agung kepada DPR 
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran  
  martabat, serta perilaku hakim.  
9. Tentara Nasional Indonesia mempunyai kewenangan 
menpertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan 
kedaulatan negara .  
10. Kepolisian Negara  Republik Indonesia menpunyai kewenangan 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas 
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melindungi, menganyomi, melanyani masyarakat, serta menegakkan 
hukum.
24
 
 
B. Mahkamah Konstitusi  
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi 
 Sebagaimana diketahui, puncak perkembangan konstitusi Austria 
dimulai dari gerakan revolusioner yang berlangsung pada tahun1948. 
Fakta empiris mengamsumsikan udara kebebasan berpoltik yang 
sesungguhnya  baru dapat dihirup setelah melewati dasawarsa 1867-an. 
 Pada saat itu sistem demokrasi parlementer terbentuk melalui 
kerjasama antara  negara -negara  bagian disatu sisi dengan negara–
negara  demokratis disisi lain. Akan tetapi seperti kita ketahui bahwa tahun 
1848 telah banyak memakan korban jiwa, peristiwa itu adalah tonggat 
sejarah yang penting atas perubahan sistem konstitusional  di negara  
Austria. 
  keputusan berlangsung setelah terbitnya keputusan kaisar yang 
menyetujui pembentukan komisi konstitusi. Badan penyusun konstitusi ini 
berada di bawah  kendali Perdana MenteriPillersdroft. Ia memperoleh 
mandat langsung dari sang kaisar untuk menyusun konstitusi baru. 
 Berdasarkan konstitusi tersebut maka pada tahun 1848,  Austria 
                                                             
24 Romi Librayanto, Trias politika Dalam Struktur ketataNegara an Indonesia, pukap, 
Makassar,2008 hal 59-74 
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berbentuk menjadi sebuah negara  monarki konstitusional. Sistem monarki 
Konstitusioanal dilengkapi dengan kewenangan legislatif yang dimiliki oleh 
kaisar dan reightstag veto. Pada tahun 1849 rieich constitution dibentuk 
untuk menggantikan konstitisi 1848.  
 Konstitisi reicch ini didesain untuk menempatkan Austria kedalam 
kongfigurasi hubungan yang bersifat federalistis. Kehadiran konstitusi ini 
berimplikasi lansung pada nilai-nilai kebebasan serta kesetaraan.  
 Austria kembali berbenah kali ini negara  kecil ini kemudian 
mengadopsi paham kekuasaan absolute, namun pengukuhan atas paham 
absolute semakin memperlihatkan diri secara nyata sejak perang di Italia 
mengakibatakan jatuhnya Lombardy dari tampuk kekuasaan pada tahun 
1859. 
  Namun setelah berjalan beberapa lama kondisi financial kian 
mengkhawatirkan respon terhadap kegentingan ini, selanjutnya Konstitusi 
(1851) diterapkan sebagai wujud kongkrit upaya perubahan intensif sistem 
ketatanegaraan, berselang kurang lebih sembilan tahun diploma oktober 
(October diplom) ditetapan oleh kaisar pada tahun 1860.  
 Konstitusi ini adalah landasan hukum yang digunakan untuk 
meningkatkan kualitas komposisi parlemen satu kamar (reicthsrat). Akan 
tetapi pada tahun 1861 konstitusi reicht kembali digunakan untuk 
menbentuk parlemen bicameral. Namun kekuasaaan legislatif yang dimiliki 
reichsrat pada saat itu sangatlah terbatas, bahkan setelah ditetapkannya 
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konstitusi reicht telah merestorasi keberadaaan substansial HAM, seiring 
dengan itu kebijakan rezim ini pada kenyataanya telah membangkitkan 
kecurigaaan internal maupun eksternal terhadap kerajaan Habsburg dan 
kaisar.  
 Persoalan tersebut berakibat terisolasinya kekuasaan kaisar di 
kawasan eropa.  Pada tahun 1856 kekaisaran Habsburg mengalami 
kekalahan perang dari Sardinia. Situasi ini membuka peluang bagi Prusia 
untuk mengambil inisiatif memulai peperangan yang berakibat pada 
kekacauan di seluruh wilayah kekuasaan deutchche bund Prussian. Ketika 
itu Austria telah bertindak sebagai peminpin perang deutsche bund, namun 
Austria pada saat itu dikalahkan.   
  Setelah berlangsung hampir setengah abad lamanya lahir konstitusi 
Austria yang ditetapkan pada tahun 1920. Berlakunya konstitusi ini 
mengubah wajah antagonisme   negara  terhadap rakyat. Pada rangkaian 
perjalanan sejarah ketatanegaraan Austria Konstitusi yang antara lain 
dirancang oleh Hans Kelsen adalah satu-satunya Konstitusi Austria yang 
paling memenuhi syarat. Karena dalam konstitusi tersebut sistem 
demokrasi perwakilan, jaminan atas HAM dan berlakunya prinsip 
pemisahan kekuasaan memproleh suatu kepastian. Melalui konstitusi 1920 
itulah hubungan antara lembaga-lembaga negara  di petakan secara jelih.  
 Paradigma-paradigma tersebut memiliki kedudukan sebagai kaidah-
kaidah fundamental. Sebab itu timbul gagasan untuk menbentuk satu 
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organ khusus guna menjamin terlaksananya seluruh kaidah-kaidah 
fundamental secara benar dan berkesinambungan. Organ ini disebut 
verfassungsgericth dan memiliki kekuasaan untuk menegakkan nilai-nilai 
konstitusi Austria. 
  Konsepsi  hak asasi manusia dan pemerintahan yang terbatas yang 
dituliskan dalam naskah konstitusi pada tahun1920 mencermikan 
kemanusiaan modern mengenai hakikat keadilan. Tetapi, pandangan ini 
baru memperoleh pengakuan akademik setelah konstitusi 1920 mengalami 
perubahan pada tahun 1929.  Lembaga inilah yang disebut sebagai 
Mahkamah konstitisi Austria yang merupakan Mahkamah Konstitusi 
pertama di dunia.  
2. Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Merupakan peradilan 
ketatanegaraan yang diberikan kewenangan khusus terkait sistem 
ketatanegraan . Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar UUD 
sebagai hukum tertinggi di Indonesia dapat ditegakkan sebagaimana 
mestinya. Dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian of 
constitution Mahkamah Konstitusi  diberikan kewenangan secara atributif 
yaitu terdiri dari lima kewenangan. 25 
 
                                                             
25 Jimmly Asshiddiqie, model-model pengujian Konstitusionl diberbagai Negara , Konstitusi presss, 
Jakarta 2010  
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3. Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
a. Kewenangan 
1. Pegujian UU terhadap UUD  
2. Mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara  yang 
 kewengannnya diberikan oleh UUD 
3. Memutus pembubaran parpol 
4. Memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu 
b. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden/wapres telah melakukan 
 pelanggaran tertentu menurut UUD dan/atau Presiden wapres tidak 
 lagi memenuhi syarat.  
c. Sepuluh rambu kewenangan Mahkamah Kostitusi  
1. Pertama, dalam melakukan pengujian Konstitusionalitas UU, MK tidak 
 boleh membuat putusan yang bersifat mengatur. Pembatalan UU tidak 
 boleh disertai dengan pengaturan. 
2. Dalam melakukan pengujian Konstitusionalitas UU, MK tidak 
 boleh  membuat ultra petita (putusan  yang tidak diminta oleh 
pemohon)  sebab dengan membuat Ultra petita maka MK telah 
mengintervensi ranah legislatif. 
3. Dalam melakukan pengujian Konstitusionalitas UU, MK tidak boleh 
 menjadikan suatu UU sebagai dasar pembatalan UU yang lain. 
4. Dalam membuat putusan, MK tidak boleh mencampuri masalah-
 masalah yang  didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif 
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 untuk mengaturnya dengan atau dalam UU sesuai dengan pilihan 
 politiknya sendiri. 
5. Dalam membuat putusan MK tidak boleh mendasarkan pada teori 
 yang tidak secara jelas dianut oleh Konstitusi. 
6. Dalam melakukan pengujian  tidak boleh memutus perkara yang 
 berkaitan dengan dirinya sendiri.  
7. Para hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini 
 kepada publik atas kasus konret yang sedang diperiksa oleh MK. 
8. Para haim MK tidak  boleh mencari – cari perkara dengan 
 menganjurkan kepada siapapun untuk mengajukan gugatan atau 
 permohonan ke MK.  
9. Para hakim Mk tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai 
 penegah dalam silang sengketa politik antara  lembaga Negara   
10. MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau  
  tentang baik dan buruknya UUD.  
 
4. Sejarah Judicial Review 
  Di antara para sarjana, ada saja yang suka mengait-ngaitkan 
sejarah perkembangan sesuatu dengan latar belakang yang sangat jauh 
kebelakang. Misalnya dengan mengaitkannya dengan masa yunani kuno. 
Padahal, perkembangan ide yang dipersoalkan kadang-kadang memang 
diketahui baru tumbuh di zaman modern sekarang ini. Ide mengenai  
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judicail review inipun tidak luput dari kebiasaan  untuk megait-
ngaitkannya dengan perkembangan di masa kerajaan Athena kuno. 
   Oleh Mauro Capeletti , di gambarkan bahwa sistem hukum 
yunani kuno di kerajaan Athena memang membedakan antara nomos 
dengan Psepihisma yang kurang lebih di zaman sekarang mencerminkan 
perbedaan antara constitusional law dengan decree. Pada masa itu satu 
prinsip dasar ditegaskan bahwa Psephisma (decree) apapun isinya tidak 
boleh bertentangan dengan nomoi baik dalam bentuknya maupun dalam 
substansinya ada dua akibat jika Psephisma bertentangan dengan nomoi 
(Konstitusi). Pertama, para legislator atau yang membuat peraturan dapat 
diancam dengan tanggung jawab pidana yang memberi hak kepada 
publik untuk bertindak.  
  Kedua, Psephisma yang bertentangan dengan nomoi itu 
dianggap tidak berlaku lagi (void). Selain itu  yang berkaitan dengan 
constitusional dan judicial review dapat pula di telusuri kedalam praktik 
yang diterapkan di kerajaan Jerman pada sekitar tahun 261180. Pada 
mulanya lembaga lembaga peradilan berurusan dengan persoalan 
sengketa kewenangan di antara para individu penguasa dan sebagian 
bahkan berkenaan dengan hak –hak individu.  
                                                             
26  Moh. Mahfud MD,Konstitusi dan hukum dalam kontroversi dan isu, rajawali Press, Jakarta, 2009. 
Hal 281  
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  Berbagai aspek constitusional review ini muncul dalam praktik-
praktik  pemerintahan di sepanjang sejarah Jerman  yang  mencapai 
bentukya seperti yang dikenal sekarang di masa berlakunya konstitusi 
Weimar yang terkenal.bentuk –bentuk permulaan dari kegiatan yang 
kemudian dikenal dengan istilah constitusional review atau judicial review 
juga ditemukan dalam sejarah hukum Prancis. Pada sekitar pertengahan 
abad XIII.  
  Portugal memperkenalkan ide konstitusioanal review ini 
pertama kali dalam kitab hukum Philip pada abad XVII. Namun yang  
pertama kali memperkenalkan constituisonal review ataupun judicial 
review adalah pada pengadilan Mahkamah Agung tepatnya kasus 
Marbury vs Madison (1803). Adalah Jhon Marshall yang berperan penting 
dalam penyelesaian kasus Madison vs Marbury (1803). Dengan 
memperkenalkan mekanisme constitisional  review atau judicial review ini 
pertama kali dalam  praktik peradilan di Amerika Serikat.  
  Semula, Jhon Marshall  menjabat sebagai secretary of state 
dalam pemerintahan Presiden Jhon Adamss yang dikenal sebagai tokoh 
the federalist (partai federal ).  
  Dalam pemilihan umum tahun 1800 untuk masa jabatan 
keduanya, Jhon Adams dikalahkan oleh Thomas Jefferson dari partai 
democrat republic setelah kalah, dalam masa peralihan untuk serah 
terima jabatan dengan Presiden terpilih Thomas Jefferson, Jhon Adams 
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membuat keputusan-keputusan yang di antaranya, menurut   para 
pengeritiknnya dimaksudkan untuk menyelamatkan sahabat-sabahatnya 
sendiri  supaya mendapatkannya kedudukan –kedudukan yang penting. 
Termasuk secretary of state Jhon Marshal  di angkatnya menjadi ketua 
27Mahkamah Agung (chief justice).  
  Bahkan sampai menjelang detik-detik saat-saat menjelang jam 
00:00 tengah malam tanggal 3 maret 1801, masa peralihan pemerintahan 
ke Presiden baru, Presiden Jhon Adams dengan dibantu  oleh Jhon 
Marshal  yang ketika itu sudah resmi menjadi ketua Mahkamah Agung 
dengan tetap merangkap sebagai secretary of state masih terus 
menyiapkan dan menandatangani surat-surat pengangkatan pejabat, 
termasuk beberapa orang di angkat menjadi duta besar  dan hakim, di 
antara mereka itu adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert 
Townsend Hooe, dan William Harper yang di angkat menjadi hakim 
perdamaian (justice of peace ).  
  Sayangnya kop surat pengangkatan mereka tidak sempat lagi 
diserah terimakan sebagaimna mestinya. Pada keesokannya harinya 
surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu 
ketika Thomas Jefferson menjabat sebagai Presiden baru mulai bekerja 
pada hari pertama surat-surat itu mulai di tahan oleh James Madisson 
                                                             
27 Jimmly Asshiddiqie, model-model pengujian Konstitusionl diberbagai Negara , Konstitusi presss, 
Jakarta 2010 hal. 5 dan 25 
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yang di angkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai secretary of 
state menggatikan Jhon Marshall.  
  Atas dasar penahanan itulah maka William Marbury dan kawan-
kawan melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan lansung ke 
Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Jhon Marshall agar sesuai dengan 
kewenangannya memerintahan kepada pemerintah melaksanakan tugas 
yang dikenal sebagai writ of Mandamus dalam rangka penyerahan surat-
surat pengangkatan tersebut. Menurut para penggugat berdasarkan 
judiary act 1789 Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus 
perkara yang mereka ajukan serta mengeluarkan writ Mandamus yang 
mereka tuntut.   
  Namun pemerintahan  Jefferson tetap menolak, bahkan 
menolak pula memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah 
Agung agar pemerintah menunjukkan bukti-bukti mengapa writ of 
mandamus seperti didalihkan penggugat tidak dikeluarkan oleh 
pemerintah. Malah sebaliknya kongres yag dikuasai oleh partai Republic 
yang berpihak kepada pemrintahan Thomas Jefferson mengesahkan 
undang-undang yang menunda semua persidangan Mahkamah Agung 
selain lebih dari satu tahun.  
  Pada persidangan yang kemudian pada bulan februari 1803, 
dalam putusan yang ditulis sendiri oleh Jhon Marshall jelas sekali 
Mahkamah Agung membenarkan bahwa pemerintahan Jhon Adamss 
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telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum 
sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak 
atas surat –surat pengangatan mereka itu menurut hukum, namun 
Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya menyatakan tidak 
berwenang memerintahkan kepada pemerintah untuk menyerahkan 
surat-surat  yang dimaksud.  
  Karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan 
penggugat yang menyatakan bahwa Mahkamah seharusnya 
mengeluarkan writ of mandamus bertentangan dengan article III section 2 
Konstitusi Amerika Serikat dalil yang dipakai oleh oleh Mahkamah Agung 
yang dipimpin oleh Jhon Marshall untuk memeriksa perkara Marbury vs 
Madison bukanlah melalui pintu judiary act tahun 1789 tersebut 
melainkan melalui kewenangan yang ditafsirnya dari Konstitusi.  
  Dari sinilah cikal bakal bahwa Mahkamah Agung pada 
hakikatnya merupakan pengawal dari Konstitusi ( the guardian of 
constitusi) yang bertanggung jawab penuh agar norma- norma yang ada 
dalam Konstitusi tetap terjaga kesuciannya dan norma yang ada di 
bawah Konstitusi tidak bertentangan dengan Konstitusi tersebut.  
  Menurut Jhon Marshall segala undang-undang buatan kongres 
apabila bertentengan dengan Konstitusi  sebagai the supreme law of the 
land harus dinyatakan null and void kewenangan inilah yang kemudian  
dikenal dengan doktrin judicial review sebagai sesuatu yang sama sekali 
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baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan 
juga dunia. Maka dalam perkembangannya banyak Negara  yang 
kemudian mengadopsi  doktrin judial review yang telah diterapkan oleh 
Mahkamah Agung Amerika serikat.  
5. Alasan Judicial Review  
1. Hakim bersumpah untuk menjujung tinggi kosntitusi sehingga kalau 
 ada peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi harus melakukan 
 uji materi 
2. Konstitusi adalah  the supreme law of the land sehingga harus ada 
 pengujian peraturan terhadap peraturan yang ada di bawahnya agar 
 the supreme law itu tidak di langkahinya lagi 
3. Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang 
 mengajukan permintaan judicial review harus dipenuhi.  
4. Hukum adalah produk politik sehingga harus ada mekanisme 
 pengujian agar isi maupun prosedur pembuatannya benar secara 
hukum dan bukan hanya menjadi alat justifikasi atas kehendak pemegang 
kekuasaan politik. 28 
 
6. Politik Hukum dan Judicial Review  
                                                             
28 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan hukum dalam kontroversi dan isu, rajawali press, Jakarta 2009 hal 
257 
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  Jika politik hukum diartikan sebagai arahan atau arah kebijakan 
hukum (legal policy) yang harus dijadikan pedoman untuk membangun 
atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan, maka Judicial review 
dapat di pandang sebagai instrument yang menjamin ketepatan arah itu 
atau sebgai pengawal ketepatan isi dalam pembuatan hukum. Dalam 
keinginan untuk membangun dan menegakkan sistem hukum tertentu, 
setiap langkah pembentukan hukum ke dalam semua hirarkinya 
(peraturan perundang-undangan) harus sesuai dengan desain tujuan 
negara  yang kemudian melahirkan sistem hukum itu.  
  Dasar-dasar dari sistem hukum tersebut biasanya di letakkan di 
dalam Undang-undang dasar atau Konstitusi, jika ada peraturan 
perundang-undangan yang salah atau menyimpang dari UUD, maka 
harus ada cara untuk membenarkannya. Dan salah satu cara untuk 
membenarkan agar semua produk hukum sesuai dengan sistem hukum 
yang hendak dibangun adalah judicial review, yakni pengujian oleh 
lembaga yudisial atas semua peraturan perundang-undangan apakah ia 
sejalan atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang 
secara hirarkis lebih tinggi.  
  Dan lembaga yudisial berhak meyatakan bahwa suatu 
peraturan perundang-undangan batal atau dibatalkan karena isinya 
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bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di sinilah letak judicial 
review dalam politik hukum nasional. 
29
 
7. Judicial Review di Indonesia    
  Di Indonesia gagasan tentang judicial review untuk menjamin 
konsistensi isi UU terhadap UUD 1945 telah lama muncul, bahkan pernah 
di muat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Di dalam UUD 1945 yang 
asli ( sebelum diamandemen) ketentuan tentang yudisial review tak di 
muat sama sekali. Tetapi dalam UU no 14 tahun 1970 dan TAP MPR no 
III/MPR/1978 hal itu diatur, meski tak dapat di implementasikan dalam 
praktik.  
  Barulah setelah di amandemen (pada amandemen ketiga tahun 
2001), UUD 1945 memuat ketentuan 30tentang yudisial review yang 
dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap 
UUD dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. Pada persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI), anggota Muhammad Yamin pernah 
mengusulkan pembuatan ketentuan didalam UUD tentang hak 
Mahmakah Agung untuk menguji materiil undang-undang terhadap UUD. 
Tapi anggota BPUPKI yang lain, Soepomo menolak usul Yamin itu. 
                                                             
29Moh. Mahfud MD, membangun politik Hukum menegakkan Konstitusi,rajawali press,Jakarta 2010, 
hal 122-123  
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   Menurut Soepomo para ahli hukum Indonesia saat itu belum 
mempunyai pengalaman dalam hal pengujian undang-undang. Bagi 
Soepomo negara  mudah seperti Indonesia belum waktunya 
mengerjakan hal-hal yang demikian, apalagi pengujian UU semacam itu 
bukan menjadi kewenagan MA melainkan kewenangan pengadilan lain 
yang lebih spesifik yaitu constitutioneel Hof yang tugasnya memang 
mengurusi konsistensi peraturan perundang-undangan dalam 
pelaksanaan konstitusi.  
  Dalam konstitusi RIS, yang berlaku karena adanya perubahan 
bentuk negara  Indonesia dari negara  kesatuan menjadi negara  federal, 
di muat ketentuan bahwa MA dapat menguji materi UU terhadap 
Konstitusi hanya untuk UU yang di keluarkan oleh negara  bagian (Pasal  
156 ayat 1`) tetapi UU yang di keluarkan oleh pemerintah Federal (pusat)  
Tak dapat diganggu gugat tau tak dapat diuji oleh MA (Pasal  130 ayat 2). 
Ketika Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan mengguanakan 
UUDS 1950 sebagai konstitusinya ketentuan mengenai pengujian UU 
terhadap UUD tidak diatur.Pasal  95 ayat 2 UUDS 1950 menegaskan 
bahwa UU tidak dapat diganggu gugat.  
  Ketika orde lama dibawah Presiden Soekarno jatuh, gagasan 
untuk menghidupkan judicial review sebagai bagian dari politik hukum 
Indonesia menguat kembali. Apalagi pada masa orde lama, muncul 
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produk-produk hukum yang hirarkinya tidak jelas mengingat pada waktu 
itu belum ada tata tauran perundang-undangan yang jelas.  
  Tahun 1966 belum adanya tata aturan perundang-undangan itu 
kemudian diselesaikan dengan lahirnya TAP MPR no XX/MPRS/1966. 
Pada tahun1968, panitia ad hoc MPRS merekomendasikan pelembagaan 
judicial review, tetapi ditolak oleh pemerintah. Tahun 1970 lembaga 
legislatif memasukkan ketentuan tentang judicial review di dalam UU no 
14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiaman meskipun ini 
tak dapat menyentuh UU dan tak dapat diimplementasikan.  
  Pada zaman orde baru, selain berlangsung keadaan yang 
executive heavy, tidak terdapat mekanisme yang efektif untuk menjamin 
konsistensi antar peraturan perundang-undangan atau peraturan 
perundang-undangan sebagai himpunan konstitusi, pada masa itu UU di 
Indonesia didominasi oleh eksekutif sejak dari perencanaan sampai 
pelaksanaannya bahkan pada pengesahannya tergantung pada 
Presiden. Ketentuan tentang judicial review kemudian di masukkan lagi 
ke dalam TAP MPR No IV/MPR/1973  dan di tuangkan lagi dalam TAP 
MPR/III/1978 serta UU lain yang terkait seperti UU no 14 ntahun 1985  
tetapi judicial review tidak pernah dapat dilaksanakan secara operasional 
dan tak pernah ada produknya sampai jatuhnya rezim orde baru padahal 
banyak sekali keluhan tentang banyaknya peraturan yang menabrak 
peraturan di atasnya.  Sebelum pada akhirnya dijawab oleh sidang MPR 
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tahun 2000  di dalam wacana tentang pelembagaan judicial review, dan 
pada tahun yang sama dalam proses amandemen kedua UUD 1945  
Mahkamah Konstitusi berhak menguji UU terhadap UUD, tetapi 
pengesahannya ditunda sampai tahun berikutnya.  
  Sejak 2001 secara resmi amandemen ketiga UUD 1945 
(melalui sidang tahunan MPR tahun 2001) menerima masuknya 
Mahkamah Konstitusi ke dalam UUD tersebut.  31 
 
8. Pengujian Norma Hukum  
  Dalam praktek dikenal adanya tiga macam norma hukum yang 
dapat diuji atau yang bisa disebut sebagai norm control mechanism. 
Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil 
dari proses pengambilan keputusan- keputusan hukum yaitu, : (i) 
keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), 
(ii)keputusan normatif yang berisfat dan dan berisi penetapan admistratif 
(beschikking) dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat 
penghakiman (judjement) yang biasa disebut vonis.  
  Ketiga norma tersebut sama-sama dapat diuji kebenarnya 
melalui mekanisme peradilan (justicial) ataupun mekanisme non-
judicial.ketiga bentuk norma hukum tersebut di atas ada yang merupakan 
                                                             
31 Moh. Mahfud MD, membangun politik Hukum menegakkan Konstitusi,rajawali press,Jakarta 2010, 
hal 128-133  
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individual dan concret norm, vonis dan besichkking selalu bersifat 
individual dan konkret sedangkan regeling selalu bersifat general dan 
abstrak.  
1. Konstitusionalitas undang-undang 
  Pengujian Konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian 
mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formil 
maupun dari segi materil, Karena itu pada tingkatan pertama, pengujian 
konstitusionalitas itu haruslah kemudian dibedakan dari pengujian 
legalitas 
.    
2. Objek pengujian  
  Yang dimaksud dengan objek pengujian adalah objek norma 
hukum yang diuji secara umum norma hukum itu dapat berupa  
keputusan – keputusan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
a) Produk legilslatif (legislatif act) 
  Produk legislatif adalah peraturan yang ditetapkan oleh dan 
atau melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat  baik sebagai legislator 
maupun sebagai co-legislator. 
 
b) Produk regulative  
  Produk regulative adalah produk pengaturan (regulasi) oleh 
lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh 
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lembaga legislatif dengan mendapatkan delegasi kewenangan untuk 
mengatur lebih lanjut mengenai materi muatan produk legislatif yang 
dimaksud itu ke dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah 
tingkatannya.  
 
c) Undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang 
 Dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan, diadakan pembedaan yang 
 tegas antara undang-undang dan peraturan perundang-undangan.  
d) Pengujian atas lampiran undang-undang 
 Dalam praktek sering ditemukan kenyataan bahwa materi yang 
 dipermasalahkan oleh pemohon bukanlah norma yang terdapat dalam 
 Pasal  undang-undang melainkan dalam lampiran undang-undang.  
 
3. Pengujian materil dan pengujian formil : 
1) Pegujian materil adalah  pengujian atas materi Undang-
undang  
2) Pengujian formil adalah pengujian atas pembentukan undang-
undang32 
9. Sifat dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi  
                                                             
32 Jimmly Asshiddiqie,hukum acara pengujian Undang-undang,yarsif Watampone,Jakarta hal 25  
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  Kewenangan menguji UU terhadap UUD adalah kewenangan 
yang paling banyak dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam 
literature Belanda, kewenangan menguji UU ini dikenal dengan istilah 
toetzingrechts atau hak menguji hukum. Karena standar pengujian suatu 
UU adalah UUD atau konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi  
menguji UU lazimnya disebut sebagai constitusional review.  
  Hal ini karena istilah judicial review juga dapat dilakukan pada 
norma peraturan pelaksana dari suatu UU terhadap UU. Di Indonesia, 
pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU 
terhadap UU dilakukan oleh Mahakamah Agung, putusan Mahkamah 
Konstitusi  merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir, 
sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum, seperti banding atau 
kasasi yang dijumpai pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.  
  Di samping itu putusan Mahkamah Konstitusi  juga bersifat final 
yang memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat 
sebagai hukum (legally binding)  sejak diucapkan dalam persidangan.  
  Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas 
undang-undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lebih 
lanjut menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi  dalam 
pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 dapat berbentuk dari salah satu 
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dari 3 (tiga) jenis amar putusan, yaitu : dikabulkan, ditolak, dan tidak 
dapat diterima. Permohonan  pengujian UU tidak dapat diterima apabila 
pemohonnya tidak memenuhi legal standing sebagai pemohon (Pasal  56 
ayat 1).  
   Permohonan dikabulkan apabila permohonan yang diajukan 
beralasan atau bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sedangkan 
permohonan ditolak apabila  permohonan yang diajukan tidak 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik pembentukannya maupun 
materinya sebagian atau keseluruhan. 33 
10. Diskresi Dalam Bidang Yudikatif  
a. Pengertian Diskresi  
  Diskresi pada umunya diartikan sebagai sebuah kebebasan 
kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki 
berdasarkan pertimbangannya sendiri. Diskresi bisa menjadi sebuah 
sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme 
tertentu, namun di sisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka 
ketika digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang karena 
kewenangan dalam sebuah jabatan bagaikan kemudi yang bisa di 
arahkan kemanapun sesuai yang diinginkan oleh si pengemudi, sehingga 
                                                             
33 Yance Arizona, dibalik Konstitusional bersyarat putusan Mahkamah Konstitusi, hal. 2-4 
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untuk menyelengarakan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya 
kearifan dan kejujuran dari si pemegang kewenangan.  
  Amrah Muslimin sebagaimana dikutip dalam bukunya Darmoko 
Yuti Witanto dan Arya Putra Negara  Kutawiringin memberikan defenisi 
tentang diskresi sebagai kemerdekaan untuk dapat bertidak atas inisiatif 
sendiri terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya 
genting dan timbul sekoyong-konyong sedangkan peraturan 
penyelesaiannya belum ada (Instan decicion)  sedangkan menurut H.F 
Amos yang juga dikutip dari buku yang sama lebih memahami diskresi 
(freiss ermessen) sebagai kewajiban dari pejabat pemerintah untuk tidak 
boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada 
peraturannya.  
  Sedangkan menurut Saut P. Panjaitan, diskresi  ( pouvoir 
discretionnaire,( prancis ) ), ataupun (freis ermessen (jerman) ) 
merupakan suatu bentuk penyimpangan dari suatu asas legalitas dalam 
pengertian Wet matigheid van bestur, jadi merupakan kekecualian dari 
asas legalitas.34 Kewenangan diciptakan sebagai jalan untuk menuju 
tujuan yang diharapkan, karena tanpa diberikan kewenangan seorang 
                                                             
34 Darmoko yuti witanto,arya putra Negara  kutawaringin, diskresi hakim sebuah instrument 
menegakkan keadilan substantive dalam perkara-perkara pidana.alfabeta,bandung, 2013. Hal. 70-71 
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aparatur negara  tidak akan mungkin bisa menjalankan pemerintahan 
sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU.  
  Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai 
negara  hukum modern (welfare state) pemerintah dilekati dengan 
diskresi atau kebebasan yang meliputi: kebebasan interpretasi 
(interpretative verijheid), kebebasan mempertimbangkan (beoderlings 
verijheid) dan kebebasan mengambil kebijakan(beleid verijheid).  
  Di ranah implementasi dan penegakan hukum khususnya pada 
lembaga kekuasaan kehakiman, diskesi sering muncul ketika UU 
memberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih dari dua tau 
beberapa pilihan yang memang sudah disediakan oleh UU.  
  Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu 
perkara, diskresi merupakan suatu bentuk kebebasan untuk menentukan 
sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil 
tindakan terhadap suatu permasalahan yang sedang ditangani. Undang-
undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai 
bentuk kemerdekaan yudisial ketika ia sedang mengadili perkara.  
  Hakim harus terhindar  dari segala campur tangan dan 
pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya. Namun 
pernakah kita berpikir bahwa sesungguhnya pada saat-saat tertentu 
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hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur 
tangan dan pengaruh undang-undang ? dalam praktikya kita sering 
menjumpai realitas ketika hakim berhadapan dengan pertentangan 
antara kepastian hukum dan keadilan (UU) atau mungkin saja terjadi 
pada saat ketentuan tekstual UU tidak mampu memberikan  keadilan lalu 
hakim berpijak kepada keyakinan dirinya sendiri bahwa apa yang 
ditentukan itu lebih adil daripada sekedar  melaksanakan UU secara 
membabi  buta.  
  Diskresi juga ada kalanya muncul pada saat undang-undang 
tidak menentukan secara jelas apa yang harus dilakukan terhadap suatu 
persoalan tertentu. Diskresi pada akhirnya akan berkaitan erat dengan 
asas hukum bahwa “pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan 
alasan  tidak ada atau kurang jelas hukumnya”. Asas tersebut secara 
tidak langsung telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk 
menentukan sendiri hukumnya dengan cara mencari dan menggali  
hukum tersebut secara tepat bagi persoalan yang diajukan kepadanya.  
  Hak untuk melakukan diskresi berkaitan dengan suatu 
keharusan memilih di antara dua atau beberapa kemungkinan. Dua atau 
beberapa pilihan tersebut bisa dalam bingkai pilihan yang diatur oleh 
undang-undang atau justru pilihan menggunakan undang-undang atau 
mengesampingkan undang-undang. Pemahaman yang terakhir memang 
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bagi sebagian pendukung Positivism merupakan suatu pelanggaran yang 
berat karena dianggap bahwa penegakan  hukum tidak akan mungkin 
dilakukan  tanpa mengikuti rel yang telah disediakan oleh UU.  
  Namun walaupun kerasnya kecaman terhadap mereka yang 
melakukan pengesampingan terhadap UU dan mengambil pendekatan 
lain di luar UU namun kenyataannya sikap yang demikan terkadang lebih 
diakui sebagai sebuah keadilan substantif dan memiliki nilai kemanfaatan 
bagi para pencari keadilan. 35 
b. Bentuk-Bentuk Diskresi Mahkamah Konstitusi  
1. Positive Legislature  
  Positive legislature adalah putusan MK yang dinilai oleh banyak 
kalangan sebagai sebuah putusan yang mengingkari prinsip pemisahan 
kekuasaan yang telah membagi tiga cabang kekuasaan berdasarkan 
konsep trias poltica sesuai dengan kewenangannya masing-masing.  
Dalam banyak buku bacaan umunya mencatat bahwa kewenangan MK 
seharusnya bukanlah menjadi positive legislature melainkan negative 
legislature.  
  Positive legislature dipahami sebagai wilayah para legislator 
bukan pengadilan. Mengaju kepada pernyataan demikian, sesungguhnya 
                                                             
35 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara  kutawaringin, Diskresi hakim sebauah Instrumen 
menegakkan keadilan substantive dalam perkara-perkara pidana,Alfabeta, Bandung,2013. Hal 66-68 
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Mahkamah Kosntitusi  tidak boleh mengintervensi kewenangan legislator 
dalam membuat norma baru karena kewenangan Mahkamah Konstitusi  
hanya membatalkan norma atau membiarkan norma dalam UU tetap 
berlaku.  
  Dalam bukunya, general theory law and state, Hans Kelsen 
menegaskan bahwa lembaga peradilan hanya berwenang membatalkan 
suatu UU atau mengatakan suatu UU tidak mengikat secara hukum. 36 
 
2. Ultra Petita  
  Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara 
yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari yang diminta atau 
dimohonkan oleh pemohon. 37 
3. Constitusional Complaint 
  Constitusional Complaint  adalah pengajuan perkara ke 
Mahkamah Konstitusi  atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada 
instrument hukum atasnya untuk  atau tidak tersedia lagi jalur penyelesain 
hukum (peradilan) sehingga constitusional compalint juga bisa merupakan 
upaya hukum terakhir.38 
                                                             
36 Martitah, Mahkamah Konstitusi dari negative legislature kepositive legislature, Konstitusi 
press,Jakarta,2013. xiii 
37 Ibnu sina ChandraNegara , ultra petita dalam pengujian Undang-undang dan jalan mencapai 
keadilan kosntitusional,jurnal Konstitusi volume 9 nomor 1,Jakarta, 2012. Hal. 27 
38 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan isu, rajawali press, Jakarta, 2009. 
Hal 287 
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4. Conditionally  Constitusional 
  Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, 
bahwa dalam UU MK dijelaskan bahwa putusan MK dalam pengujian UU 
terhadap UUD terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu: dikabulkan, ditolak, dan tidak 
dapat diterima. Tetapi dalam kenyataannya terdapat 6 jenis amar putusan 
MK dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, yaitu: (i) Dikabulkan, (ii) 
Dikabulkan keseluruhan (iii) dikabulkan untuk sebagian (iv) ditolak (v) 
ditolak dengan syarat Konstitusional tertentu (vi) tidak dapat diterima.  
  Salah satu jenis putusan yang menarik adalah putusan yang 
amar putusannya “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya 
memberikan syarat Konstitusioanalitas atau menyatakan salah satu 
ketentuan dalam UU kosntitusional bersyarat ( conditionalyy constitusional 
),yaitu putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan UU tidak 
bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan kepada 
lembaga negara  dalam pelaksanaan suatu ketentuan UU untuk 
memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi  atas konstitusionalitas 
ketentuan UU yang sudah diuji tersebut, apabila syarat tersebut tidak 
dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga negara  yang 
melaksanakannya, maka ketentuan UU yang sudah diuji tersebut dapat 
diajukan untuk diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi..   
5. Pengujian Ketetapan MPR  
79 
 
  Dalam konstitusi jamak kita ketahui bahwa kewenangan 
Mahkamah Konstitusi  hanya menguji UU terhadap UUD NRI 1945, 
namun pada kenyataanya MK kemudian menguji ketetapan MPR yang 
pada UU No. 12 tahun 2011 telah mengeluarkannya dari hirarki peraturan 
perundang-undangan, sebelumnya, TAP MPR kemudian di masukkan 
kedalam hirarki peraturan perundang-undangan.  
6. Memutus sengketa Hasil Pemlihan Kepala Daerah  
  Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya hanya diberikan 
wewenang untuk memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilu. Pemilu 
yang kita kenal dalam UUD NRI hanya terdiri dari empat (4) rezim pemilu 
yaitu, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum 
DPR, DPRD dan DPD. Namun pada kenyataannya MK kemudian 
memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, bahkan 
dalam memutus sengketa hasil Pemilihan kepala daerah atau Pemilihan 
umum, MK sering melampaui kewenangannya, yaitu bukan hanya hasil 
tetapi juga proses pemilu atau pemilihan kepala daerah.  
 
11. Model-Model Pengujian Konstitusional  
  Pengujian konstitusioanl (constitusioanl review ) dikembangkan 
oleh banyak negara  di dunia dengan berbagai ragam dan model yang 
berbeda-beda berdasarkan kepada kebutuhan yang diinginkan oleh 
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suatu negara , dan berdasarkan kepada kebutuhan ketatanegaraan 
dalam suatu negara.  
  Ada pelembagaan dalam fungsi Mahkamah Agung dan adapula 
yang terkait dengan fungsi badan-badan lain yang sudah ada. Ragam 
bentuk itu sudah menggambarkan bahwa metode dan prosedur 
pengujian itu sendiri banyak macam dan coraknya. Adapun berbagai 
contoh terkait dengan model –model yang diterapkan diberbagai negara  
di dunia dapat kami paparkan sebagai berikut  
a. Model Amerika Serikat 
  Model Judicial review menurut tradisi Amerika Serikat 
didasarkan atas  pengalaman Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam 
memutus perkara Marbury vs Madison pada tahun 1803. 
   Dalam model ini pengujian konstitusionalitas (constitusional 
review) dilakukan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung,  dengan status 
sebagai the guardian of constitusion di samping itu berdasarkan doktrin 
judicial review yang di keluarkan oleh Jhon Marshall judicial review juga 
dilakukan  atas persoalan – persoalan konstitusioanalitas oleh semua 
pengadilan biasa oleh prosedur yang disebut pengujian  terdesentralisasi  
atau pegujian tersebar (a desentralized review) di dalam perkara yang 
diperiksa di pengadilan biasa, artiya pengujian demikian tidak bersifat 
institusional sebagai perkara yang berdiri sendiri melainkan termasuk di 
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dalam perkara lain yang sedang diperiksa oleh hakim dalam semua 
lapisan pengadilan.  
  Pengujian konstitusional yang dilakukan secara tersebar itu 
bersifat spesifik dan termasuk kategori a Pasteriori review. Sementara 
Mahkamah Agung dalam sistem tersebut menyediakan mekanisme untuk 
kesatuan sistem sebagai keseluruhan.  
  Dalam pengujian yang tersebar putusan –putusan yang diambil 
hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara yang 
bersangkutan kecuali dalam kerangka prinsip ststem decisis yang 
mengharuskan pengadilan dikemudian hari terikart untuk mengikuti 
putusan semula yang telah diambil oleh para hakim atau dalam kasus 
lain. Pada pokoknya putusan mengenai inkonstitusionalitas  suatu 
undang- undang bersifat deklaratoir dan rektrospektif yaitu bersifat ext 
unc dengan akibat preaterio yang menimbulkan efektif rektroaktif 
belakang.  
b. Model Penguijan Austria  
  Model constitusioanl review ala Austria ini dapat disebut 
sebagai continental model  yang didasarkan atas model yang 
dikembangkan berdasarkan pemikiran Hanz Kelsen yakni pada tahun 
1919 -1920. Model menyangkut hubungan hubungan yang saling 
berkaitan antara prinsip supremasi konstitusi (the principe of supremacy 
of constitusion) dan prinsip supremasi parlemen (the principle of the 
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supremacy of the parlemen). Proses  pengujian konstitusionalitas dalam 
model ini dikehendaki adanya pengadilan konstitusi yang berdiri  sendiri  
dengan hakim-hakimnya yang mempunyai keahlian khusus dibidang ini.  
  Dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi 
melakukan pengujian konstitusionalitas terutama terhadap norma-norma 
yang bersifat abstrak (abstrac review) meskipun pengujian atas norma 
review juga dimungkinkan (concret review). 
c. Model Constitusional Council  „ Prancis ‟  
  Model constitucional review di Prancis ini berbeda dengan tradisi yang 
dikembangkan oleh negara -negara  eropa continental lainnya. Model ini 
didasarkan atas bentuk kelembagaan Dewan Konstitusi (conseil 
constitusinnel)  untuk menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas.  
Sistem pengujian itu tidak dilakukan oleh hakim atau lembaga pengadilan 
melainkan oleh lembaga non pengadilan, namun dalam 
perkembangannya di samping oleh Dewan Konstitusi pengujian 
konstitusional juga dilakukan oleh kamar khsusus (special chamber)  dari 
Mahkamah Agung secara terkonsentrasi di dalam perkara khsusus, 
hanya saja pengujian konstitusionalitas yang dimaksudkan tersebut 
terbatas hanya untuk pegujian preventif  ataupun pengujian yang bersifat 
konsultatif.  
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  Meskipun demikian dalam beberapa kasus  yang berhubungan 
dengan pemilihan umum sifat pengujian konstitusional oleh special 
chamber  di Mahkamah Agung itu dapat pula bersifat refresif. 
d. Model Campuran Amerika  dan kontinental  
  Di dalam sistem campuran ini meskipun pengujian 
konstitusional dilakukan secara secara terpusat (terkonsentrasi di 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung atau bahkan terpusat pada 
kamar tertentu dalam badan peradilan yang ada semua tingkatan 
pengadilan pun dapat mengesampingkan berlaku suatu undang-undang 
yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.  
  Para hakim diberi kewenangan yang luas menurut 
keyakinannya untuk tidak menerapkan suatu aturan hukum yang 
dinilainya bertentangan dengan konstitusi. Di negara -negara  tertentu 
sistem campuran yang semacam inilah yang berlaku dalam praktek.  
e. Model Pengujian Oleh Spesial Chamber 
  Banyak negara -negara  yang menganut sistem melembagakan 
pengujian konstitusional di luar lingkungan peradilan atau berada 
dilingkungan di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi salah 
satu negara  yang menganut pola demikian adalah Yaman dengan 
mekanisme pengujian konstitusional oleh kamar khusus              ( special 
chamber ) di pengadilan tinggi.  
f. Model Belgia 
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  Fungsi pengujian konstitusional diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Belgia kepada badan  peradilan  tertinggi dibidang arbitrase yang 
disebut sebagi court of arbitration salah satu jalan pikiran yang 
dikembangkan dibalik semua itu adalah bahwa  persolan konstitusional 
dilihat sebagai sengketa atau perselisilhan konstitusional antara   
lembaga – lembaga negara  oleh karena itu lembaga pengujian 
konstitusional yang ada di negara  eropa continental lainnya biasanya 
dinamakan Mahkamah Konstitusi atau di Perancis disebut Dewan 
Konstitusi maka di Belgia diberi nama  Mahkamah arbitarse pengujian 
konstitusional itu sendiri dilihat sebagai sengketa arbitarse konstitusional, 
sehingga lembaga yang melakukan pengujian ini dapat pula sebagai 
court of constitusional arbitration. 
 
 
g. Model Tanpa Pengujian Konstitusional Review 
  Di eropa terdapat kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda yang 
keduanya sama-sama berpendirian yang mirip bahwa pengujian 
konstitusional (judicial review) tidak seharusnya dilakukan sehingga 
sampai sekarang mereka tidak megadopsi prosedur pengujian ini 
kedalam sisten hukum nasional mereka, demkian pula negara -negara  
yang menganut paham-paham komunisme di eropa timur dan asia.  
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  Kalaupun judicial review diterapkan, maka pengujian semacam 
itu hanya terbatas dalam kerangka pengujian yang dikenal dalam hukum 
administrasi negara , yaitu pengujian atas administratif action, artinya 
pengujian dalam arti hukum administrasi diterima tetapi ide pengujian 
atas konstitusional undang-undang (constitusional review) baik di Inggris 
maupun di Belanda ditolak dengan tegas. 
h. Model Legislatif Review 
  Negara -negara  yang tidak memiliki sistem judicial review 
seperti yang telah disebutkan di atas belum tentu tidak memiliki 
constitucional review. Bisa saja dalam suatu negara  tidak dikenal adanya 
judicial review dalam arti pengujian konstitusional oleh hakim tetapi justru 
menerapkan mekanisme pengujian oleh lembaga legislatif atau bahkan 
oleh lembaga eksekutif.  
i. Model Executive Review 
  Model ini  pada dasarnya tidak mesti terkait dengan persoalan 
constitusional review ia dapat saja terkait atau dikaitkan dan dapat pula 
tidak terkait sama sekali. Model executive review pada dasarnya 
merupakan konsep pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif 
terhadap suatu norma yang kemudian bertentangan terhadap norma 
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yang lain, biasanya hanya digunakan dalam konteks norma yang telah 
dibuat sendiri oleh internal eksekutif. 
39
 
 
12. Pembentukan Hukum Oleh Hakim dan Factor-Faktor Yang 
Memengaruhi  
  Pembentukan hukum oleh hakim MK dipengaruhi oleh  berbagai 
faktor baik faktor yuridis filosofis, maupun sosial dan personal. Berikut 
uraian faktor-faktor tersebut.  
a. Peranan Hakim Membuat Hukum Menurut Jhon Henry Marryman : 
 antara common Law Dan Civil Law 
  Di Negara -negara  yang menganut common law sistem, hakim 
memiliki posisi strategis menbentuk hukum (judje made Law), hal ini 
berbeda dengan negara -negara  civil Law yang lebih mengedepankan 
aturan perundang-undangan/ hukum positif hasil proses legislasi. 
Karenanya di negara  common law, legislasi hanya ditekankan  sebagai 
fungsi tambahan belaka.  
   Karena peran strategisnya itu, Jhon Henry Marryman menyebut 
hakim sebagai pahlawan budaya, atau figure dari seorang bapak. Menilik 
perkembangan sejarah hukum dalam common law sistem, terdapat 
                                                             
39 Jimmly Asshiddiqie, model-model pengujian Konstitusionl diberbagai Negara , Konstitusi 
presss, Jakarta 2010 
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nama-nama hakim yang cukup fenomenal  Marshall, Coke, Mansfield, 
Story dll. Mereka-mereka inilah hakim-hakim yang berkontribusi 
menumbuhkembangkan tradisi legal ditangan hakim.  
  Hukum ditangan hakim dibuat salah satunya dengan alasan 
kedekatannya dari kasus ke kasus dan membangun sebuah badan 
hukum yang mengikat hakim-hakim di bawahnya. Ini yang kemudian 
disebut sebagai doktrin stare dicisis, untuk memutuskan perkara yang 
sama dengan cara yang sama. Di negara -negara  common law, judicial 
review menjadi hal yang biasa dipraktikkan. Di Amerika Serikat misalnya, 
hakim menjalankan kekuatan interpretasi yang sangat luas, di mana 
perundang-undangan yang berlaku atau tindakan administrative yang 
ditemukan valid secara legal.  
  Hakim tidak suka menggunakan supremasi hukum. Hal ini 
merupakan gambaran yang wajar bagi sistem common law, terutama di 
Amerika serikat. Dalam sistem common law, hakim mengikuti sekolah 
hukum dan memiliki karir yang sukses pada praktik privat maupun dalam 
pemerintahan, yang paling sering meniti karir sebagai pengacara. Hakim 
dipilih ataupun di tunjuk dalam posisi yudisial dikarenakan beberapa 
factor dasar, antara lain sukses dalam praktiknya, reputasi di antara 
pengacara-pengacara, dan pengaruh politik.  
  Penunjukan ataupun pemilihan adalah sebuah penyempurnaan 
prestasi merupakan bentuk pengakuan yang menimbulkan rasa hormat 
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dan prestasi, hakim dibayar mahal dan jika berada dijajaran eselon 
yudisial tertinggi hakim akan memiliki sekretaris dan juga asisten riset. 
Jika hakim  di dudukan dalam pengadilan atau kantor kehakiman pusat, 
namanya akan terkenal di seluruh dunia.  
  Pendapatnya akan diperbincangkan dimedia massa, dibedah 
dan dikritisi dimajalah-majalah legal. Dia menjadi seseorang yang sangat 
penting. Inilah yaqng disebut sebagai advokat common law atau lazim 
disebut sebagai hakim.  
  Berkebalikan dengan itu, hakim di negara -negara  civil law 
hanyalah operator dari mesin yang dirancang dan dibangun oleh 
legislator. Fungsinya adalah salah satu mekanik. Nama-nama besar 
dalam civil law bukanlah hakim, tetapi para legislator sperti, Justinian, 
Napoleon, dan sarjana seperti Von Savigny. Hakim dalam civil law bukan 
pahlawan budaya atau figure bapak, hakim adalah pegawai sipil yang 
melakukan fungsi penting tetapi pada dasarnya tidak memiliki daya cipta.  
  Hakim dalam civil law tidak dikenal luas. Bahkan pendapat 
hukumnya tidak dibaca untuk dipelajari cara berpiirnya, pendapat-
pendapat dan cara prasangkanya. Kecenderungan keputusan-keputusan 
pengadilan yang lebih tinggi pada yurisdiksi civil law dikuatkan secara 
alami.  
  Hakim dalam tradisi civil law tidak pernah diartikan sebagai 
pemain yang memainkan peran di bagian utama. Hal I ni diperkuat oleh 
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ideologi anti-Yudisial dan konsekuensi logis dari doktrin rasionalistik 
pemisahan kekuasaan yang ketat. Hakim civil law dengan demikian, 
memainkan peran yang jauh lebih sederhana dari hakim dalam tradisi 
common law. Di negara  yang menganut civil law, seorang hakim adalah 
sesuatu yang sangat berbeda.  
  Hakim adalah pelayan bagi pemerintah, seorang 
fungsionaris.Jhon Henry  Marryman menjelaskan tentang pentingnya 
interpretasi oleh hakim dalam penemuan hukum, baik dalam tradisi civil 
law maupun dalam common law. Doktrin pemisahan kekuasaan 
menganggap bahwa pengadilan tidak diperkenalkan melakukan fungsi 
interpretative, tetapi harus merujuk kepada penafsiran hukum yang 
ditentukan oleh badan legislatif itu sendiri sebagai solusi. 
  legislatif akan memberikan interpretative otoritatif untuk 
memandu hakim, dengan cara ini kacamata hukum akan terhindari, 
pengadilan akan dicegah untuk membuat hukum, dan negara  akan 
aman dari tirani Yudisial. Para fundamentalis civil law, menegaskan 
interpretative otoritative oleh pembuat undang-undang hanya semacam 
interpretasi yang diperbolehkan. Jika hakim megalami keraguan itu 
kepada komisi undang-undang khusus yang diciptakan tujuan itu. 
b. Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi : 
a) Metode Subsumptif  
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  Di mana hakim harus menerapkan suatu teks UU terhadap 
kasus in concreto, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran 
yang lebih rumit tetapi sekedar menrapkan silogisme. 
 
b) Interpretasi Gramatikal 
  Interpretasi ini adalah dengan menafsirkan kata-kata dalam 
undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah hukum tata 
bahasa. 
c) Interpretasi Historis  
  Interpretasi historis mencakup dua jenis interpretasi yaitu (1) 
interpretative menurut sejarah UU, (2) interpretasi menurut sejarah 
hukum. 
d) Interpretasi Sistematis  
  Adalah metode menafsirkan UU sebagai bagian dari 
keseluruhan sistem perundang-undangan.  
e) Interpretasi Sosiologis  
  Metode interpretasi sosiologis atau teleologis ini menentapkan 
makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.  
f) Interpretasi Komparatif  
   Adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. 
g) Interpretasi Futuristic  
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Interpretasi ini menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang  (ius 
constitutum) dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum 
mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum ). 
h) Interpretasi Restriktif  
Interpretasi jenis ini adalah Interpretasi yang sifatnya membatasi. 
i) Interpretasi Ekstensif  
Interpretasi ekstensif adlah metode Interpretasi yang melebihi batas-
batas hasil Interpretasi gramatikal. 
 
c. Metode Penafsiran Konstitusi (Constitusional Interpretation ) Terdiri 
Dari :  
a) Penafsiran Tekstual  
  Penafsiran tekstual (tekstualism or literalism) atau penafsiran 
harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang 
dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di 
dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif ( meaning of 
the word in the legislatif text). 
b) Penafsiran Historis (orisinal ) 
  Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, 
yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada 
sejarah konstitusi atau UU itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi 
oleh pembentuknya atau ditandatangani oleh institusi yang berwenang. 
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c) Penafsiran Doctrinal  
 Penafsiran doctrinal merupakan metode penafsiran yang 
dilakukan dengan cara memahami aturan UU melalui sistem preseden 
atau melalui praktik peradilan. 
d) Penafsiran Prudensial  
  Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang 
dilakukan dengan cara mencari keseimbanagan antara biaya-biaya yang 
harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang  diperoleh dari 
penerapan suatu aturan atau UU tertentu.  
 
e) Penafsiran Structural  
  Penafsiran structural merupakan metode penafsiran yang 
dilakukan dengan cara mengaitkan aturan UU dengan konstitusi atau 
UUD yang mengatur tentang struktur–struktur ketatatanegaraan.  
f) Penafsiran Etikal  
  Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan 
dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana 
terdapat dalam konstitusi atau UUD. 40 
 
                                                             
40 Martitah  Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive legislature ?,Konstitusi 
press,Jakarta,2013 hal 80 
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d. Manfaat Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat  Dari Seidman 
dan Chambliss. 
  Menurut Robert B. Seidaman dan William B Chambliss dalam 
teori bekerjanya hukum, pembentukan hukum dan implementasinya tidak 
akan terlepas dari pengaruh ataupun asupan-asupan kekuatan sosial dan 
personal, kekuatan sosial politik.  
  Teori bekerjanya hukum ini menjelaskan bagaimana pengaruh 
dari personal, lingkungan ekonomi, sosial budaya, serta politik dalam 
proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan 
karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-
kekuatan sosial dan personal tersebut, terutama kekuatan politik pada 
saat hukum dibentuk.  
  Dalam konteks hukum yang berupa undang-undang, kekuatan-
kekuatan personal yang dimaksud adalah realitas kekuatan-kekuatan 
politik di lingkungan DPR dan pemerintah di mana kekuatan-kekuatan 
politik itu adalah sebagai pembentuk undang-undang. Hukum atau 
peraturan yang telah dibentuk tersebut dapat langsung berlaku Karena 
adanya daya dukung, yang berupa kekuatan politik atuapun kekuatan 
hukum itu sendiri karena di dalamnya adanya daya pemaksa41. 
  
                                                             
41 Martitah Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive legislature ?,Konstitusi 
press,Jakarta,2013 hal 51-63 
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3. Lembaga Legislatif dan Teori Perundang-Undangan  
a. Lembaga Legislatif  
1. Dewan Perwakilan Rakyat  
  Badan legislatif atau legislator mencerminkan salah satu fungsi 
badan yaitu, legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang 
sering dipakai adalah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul 
(untuk membicarakan masalah publik) nama lain adalah parliament suatu 
istilah yang menekankan unsur bicara (parler)dan merundingkan.  
  Sebutan lain mengutamakan representasi atau  keterwakilan 
anggota-anggotanya dan dinamakan peoples’s representative body atau 
dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya 
dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan symbol dari rakyat yang 
berdaulat.  
  Legislatif berasal dari kata legislate yang berarti lembaga yang 
bertugas membuat undang-undang. Dalam sistem parlement legislatif 
adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem 
Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan 
bebas dari kekuasaan eksekutif.  
  Anggota legislatif dianggap sebagai perwakilan rakyat makanya 
sering disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perwakilan adalah 
konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan 
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atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok 
yang lebih besar.  
  Pada saat itu lembaga legislatif pada umumnya mereka yang 
mewakili partai politik. Dalam hal ini kemudian dinamakan lembaga 
perwakilan yang bersifat politik. Di antara fungsi lembaga legislatif yang 
paling penting adalah sebagai berikut :  
1) Menentukan kebijaksanaan dalam membuat undang-undang untuk itu 
 dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, yaitu hak untuk  
 mengadakan hak  inisiatif, perubahan atau koreksi terhadap  
 rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak 
 budget. 
2) Mengontrol lembaga eksekutif dalam arti menjaga supaya semua 
 tindakan badan eksekutif supaya sesuai dengan kebijaksanaan –
 kebijaksanaan yang telah ditetapkan.  Di samping itu juga, lembaga 
 legislatif mempunyai beberapa fungsi lain seperti mengesahkan 
 perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif dan 
 kewenangan untuk menyatakan impeachment 
  Jamak kita ketahui bahwa, DPR adalah suatu struktur legislatif 
yang punya kewenangan menbentuk undang-undang tersebut, DPR 
harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. 
Fungsi-fungsi yang melekat pada DPR adalah fungsi anggaran, fungsi 
pengawasan,dan fungsi legislasi. Dalam menjalakn fungsi tersebut setiap 
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anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan 
pendapat, hak mengajukan pertayaan, hak mengajukan usul dan hak 
imunitas.  
a. Fungsi Legislasi  
  Sistem politik demokrasiyang saat ini dijalankan oleh Indonesia, 
banyak mensyaratkan hal-hal yang mendasar yang sebelumnya 
terabaikan. Salah satunya adalah persyaratan dalam proses pembuatan 
kebijakan publik (public polisi making proses). Cabang legislatif adalah 
cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat 
sehingga melalui cabang inilah kewenangan untuk menetapkan 
peraturan mengenai kebijakan publik diberikan. 
  Dalam pandangan C.F Strong lembaga legislatif merupakan 
kekuasaan pemerintahan yang mengurusi pembuatan hukum, sejauh 
hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (statutory force). 
Hans Kelsen juga menegaskan bahwa fungsi legislatif dipahami bukan 
sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan hanya 
pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang 
disebut dengan lembaga legislatif.  
  Norma –norma umum yang dibuat oleh legislatif disebut 
undang-undang.  Dalam berbagai peraturan perundang-undangan fungsi 
legislasi ini biasanya dianggap paling penting. Dalam praktikya di 
Indonesia fungsi legislasi dianggap utama sedangkan fungsi dewan 
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perwakilan rakyat yang lainnya yaitu fungsi pengawasan dan fungsi 
anggaran dianggap berada dibawah fungsi legislasi.  Adapun pokok-
pokok fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu:  
 
1) Prakarsa pembuatan undang-undang  
2) Pembahasan rancangan undang-undang 
3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang 
4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian  
 internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainya.  
b. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
  Indonesa adalah negara  yang menganut tradisi negara  hukum 
eropa continental atau sering kita kenal dengan sistem hukum civil law. 
Salah satu ciri utama dari sistem ciri hukum ini adalah pentingnya 
peraturan perundang-undangan yang tertulis.  
  Di samping itu, negara  Republik Indonesia sebagai negara  
hukum artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman/ landasan oleh 
pemerintah dalam menjalakan pemerintahan negara .  
  Makanya negara  hukum menurut  pembukaan UUD NRI 1945 
adalah negara  hukum dalam arti materil yaitu negara  yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum yang mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian 
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abadi dan keadilan sosial yang disusun dalam suatu UUD NRI 1945 yang 
berdasarkan pancasila, peranan peraturan perundang-undangan dalam 
konteks negara  hukum yaitu untuk menjadi landasan bagi penyeleggaraan 
negara  dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan.  
  Penyelanggaraan suatu pemerintahan tanpa suatu aturan atau 
aturannya dibuat sendiri, maka yang akan terjadi adalah penyelenggaraan 
negara  yang memungkinkan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.  
Setiap produk peraturan perundang-undangan Negara  Republik 
Indonesia yang berdasarkan UUD NRI 1945, haruslah memuat hal-hal 
sebagai berikut :  
a) Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga negara  
 melalui kenyakinan segenap warga terhadap tuhan yang maha esa.  
b) Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan 
 berkeadaban  
c) Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan  
d) Memperkuat nilai-nilai kedaulatan rakyat  
e) Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan 
 
c. Asas –Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di 
 Indonesia  
 Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur 
dalam Pasal  5 dan 6 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 
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tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai 
berikut 
 
Pasal  5  
 Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik yaitu meliputi :  
a) Kejelasan tujuan 
b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat  
c) Kesesuaian antara jenis, hirarkis, dan materi muatan  
d) Dapat dilaksanakan 
e) Kedayahgunaan dan keasligunaan  
f) Kejelasan rumusan 
g) Keterbukaan 
Pasal  6  
1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 
asas 
a. Pengayoman 
b. Kemanusiaan 
c. Kebangsaaan 
d. Kekeluargaan 
e. Kenusantaraan 
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f. Bhineka tunggal ika 
g. Keadilan 
h. Kesamaan kedududkan dalam hukum dan pemerintahan 
i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/ atau  
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 
k. Selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 
peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain yang 
sesuai dengan bidang hukum peraturan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan 42 
d. Materi Muatan  Peraturan Perundang-Undangan  
Materi muatan perundang-undangan berisi sebagai berikut : 
a. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945 
b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-
undang  
c. Pengesahan perjanjian Internasional 
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi . dan/atau  
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  
  Dalam menuangkan suatu kebijakan kenegaraan dan 
pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan, dikenal pula adanya 
materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat di 
tuangkan dalam bentuk UU. Beberapa hal yang khusus, tersebur adalah : 
                                                             
42Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  
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(i) pendelegasian kewenangan legislasi atau kewenangan untuk mengatur 
(legislatif delegastion of rule making),  (ii) tindakan pencabutan UU yang 
ada sebelumnya , (iii) perubahan ketentuan UU, (iv) penetapan peraturan 
pemerintah sebagai pengganti UU, (v) penentuan mengenai pembebenan 
sanksi pidana, dan (vi) penentutan mengenai penuntutan , dan penjatuhan 
vonis.  
e. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
 Pasal  45 (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011, rancangan 
undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun dari Presiden serta 
rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun 
berdasarkan program legislasi nasional   (Prolegnas ). 
  Pembentukan UU yang diperintahkan oleh UUD NRI 1945 sebanyak 
44 ketentuan. Dari ketentuan  dalam UUD NRI 1945 yang memerintahkan 
pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat klausul berbeda 
yaitu seperti (i) yang diperintahkan untuk diatur dengan UU, (ii) ada yang 
diperintahkan untuk diatur dalam UU, (iii) ada yang ditetapkan dengan UU, 
ada yang diberikan oleh UU, (iv) ada yang diatur berdasarkan UU, atau 
ada yang dijamin, diatur dan dituangkan dalam UU.  
f. Dewan Perwakilan Rakyat  
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut 
dengan Dewan Perwakilan rakyat atau yang biasa disingkat dengan DPR-
RI adalah salah satu lembaga tinggi negara  dalam sistem ketatanegaraan 
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Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan perwakilan 
rakyat merupakan lembaga Perwakilan tempat masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya. Lewat 
lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi Presiden 
dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk 
undang-undang.  
 Lahirnya lembaga perwakilan menjadi suatu keharusan karena sistem 
demokrasi lansung (direct demokrasi) yang dilaksanakan pada zaman 
Yunani kuno sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan.  
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem 
pemerintahan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga tinggi negara  
dan sebagai wahana dalam melaksanakan demokrasi pancasila. Dalam 
sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan 
perangkat kenegaraan yang sangat penting di samping perangkat-
perangkat kenegaraan yang lain, baik yang bersifat infrastruktur politik 
maupun yang bersifat sufrastruktur politik.  
a. Tugas DPR dan wewenang DPR diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu 
sebagai berikut : 
Pasal   20  
1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan menbentuk Undang-
Undang.  
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2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
 Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.  
3) Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan 
 bersama, rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi 
 dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 
4) Presiden mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama 
untuk menjadi undang-undang 
5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 
 tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
 semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
 undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.  
Pasal  20 A 
1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran 
 dan fungsi pengawasan  
2) Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam Pasal -
 Pasal  lain Undang-Undang Dasar, dewan perwakilan rakyat memiliki 
 hak interpelasi hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 
3) Selain hak yang diatur dalam Pasal -Pasal  UUD NRI 1945 ini, Dewan 
 Perwakilan Rakyat Mempunyai hak mengajukan pertayaaan, 
 menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.  
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Dewan Perwakilan Rakyat diatur 
 dalam undang-undang.  
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Pasal  21  
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul 
rancangan undang-undang  
Pasal  22  
1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk 
 mnenetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang  
2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
 Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.  
3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah tersebut 
 harus dicabut43.  
b. Pembentukan dan Pembuatan Hukum  
1. Klasifikasi hukum 
  Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif  
yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara  dengan didukung oleh sistem  sanksi 
tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk 
aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup 
bermasyarakat dan bernegara  ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-
prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam 
masyarakat yang bersangkutan.  
                                                             
43 ibid 
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Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat. Makin 
berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam 
kehidupan masyarakat itu. Oleh karena itu yang dimaksud dengan hukum 
ada empat klasifikasinya Yaitu sebagai berikut:  pertama, hukum yang 
dibuat oleh institusi kenegaraan dapat kita sebut sebagai hukum negara  ( 
the state’s law).  
  Kedua, hukum yang dibuat oleh dan dalam dinamika kehidupan 
masyarakat atau yang berkembang berdasarkan kesadaran hukum dan 
budaya hukum masyarakat. Ketiga, hukum yang dibuat dan terbentuk 
sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, 
biasanya disebut doktrin ( the  professor’s law). keempat, hukum yang 
berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para 
professional di bidang hukum dapat kita sebut sebagai hukum praktek (the 
Profesional law). 
   Jika kita ingin membedakan keempat kelompok hukum di atas 
dalam dinamika hubungan yang bersifat dikotomis antara state dan society 
kita dapat membaginya menjadi dua yaitu kelompok hukum Negara , 
(state) dan kelompok hukum masyrakat (society) yang terakhir meliputi 
pengertian hukum rakyat (people’s law), hukum praktek (profesioanl’s law) 
dan hukum para ahli hukum (  profesor’s law) yang diuraikan diatas.  
  Institusi –institusi yang terlibat dalam proses pembentukan atau 
pembuatan keempat kelompok hukum yang telah diklasifikasikan di atas 
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dapat digolongkan kedalam tiga bentuk Institusi yang dapat membuat 
aturan atau hukum  yaitu, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikaitf, 
secara jelas berikut adalah uraiannya :  
a. Institusi negara  yang terlibat dalam pembuatan hukum yaitu 
pemerintah, parlemen dan pengadilan. 
1) Pemerintah, pada pokoknya merupakan produsen hukum  terbesar 
 di sepanjang sejarah. 
2) Parlemen, sesuai semangat teori pemisahan kekuasaan, orang yang 
membayangkan bahwa fungsi legislatif dari kekuasaan suatu Negara  
dapat dikaitkan dengan parlemen.  
3) Pengadilan, dalam sistem civil law Peran Pemerintah dan Parlemen 
sangat dominan dalam pembuatan hukum tetapi dalam sistem 
common law (judje made law) yang mengutamakan case study di 
dunia pendidikan justru pengadilanlah yang lebih dominan 
pengaruhnya.  
2. Institusi Masyrakat, adapun instistusi yang terlibat dalam proses 
pembuatan hukum dalam masyrakat yaitu : 
a) Institusi masyarakat adat dalam setiap masyarakat selalu ada hukum 
yang mengatur komunitas kehidupan bersama yang kemudian diatur oleh 
lembaga tertingggi dalam suatu komuitas tersebut yaitu kepala adat.  
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b) Institusi Hukum dalam praktek  
Baik Subject hukum perorangan maupun badan-badan hukum yang hidup 
dalam lalu lintas hukum juga dapat berperan dalam pembentuk hukum 
dalam praktek.  
c) Lembaga Riset hukum dan perguruan tinggi melalui tokoh-tokoh 
ilmuwan hukum dapat pula berkembang pemikiran hukum tertentu yang 
karena otoritasnya dapat saja diikuti secara luas dikalangan ilmuwan dan 
membangun suatu paradigma hukum tertentu.  
 
3. Proses Pembuatan Hukum  
a. Pembentukan hukum peraturan perundang-undangan, dalam sistem 
hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 hukum perundang –undangan 
meliputi : UUD 1945, TAP MPR, UU, PP, Keppres, keputusan Menteri, 
keputusan kepala LPND dan keputusan directur jenderal dan seterusnya 
UUD dan TAP MPR dibuat oleh MPR sedangkan UU dibentuk oleh 
Presiden dengan persetujuan DPR. PP sendiri ditetapkan oleh Presiden 
tanpa mendapat persetujuan DPR, Dan lain-lain.  
b. Pembentukan hukum Yurisprudensi terbentuk atas dasar keputusan 
 hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. 
c. Pembentukan hukum adat, terbentuk melalui proses pelembagaan 
nilai-nilai dan proses pengulangan perilaku dalam kesadaran kolektif 
warga masyarakat menjadi norma yang dilengkapi dengan sistem sanksi.  
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d. Pembentukan hukum Volunteer dalam prkembangan praktek dalam 
masyrakat biasa tumbuh sendiri dalam dinamika kehidupan 
bermasyarakat sebagamana yang berkembang dalam lingkumgan 
masyarkat adat seperti tersebut diatas.  44 
  
c. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 
 Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas 
dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan 
dalam arti tertulis. Dalam artinya yang luas itu hukum juga dapat diartikan 
sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan 
menjadi yurisprudensi.hukum dalam arti luas mencangkup semua peraturan 
yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan 
lingkup kewenangannya yang biasanya disebut sebagai peraturan 
perundang-undangan.  
 Dengan demikian pengertian peraturan perundang-undangan adalah 
berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai 
tingkat dan lingkupnya masing-masing. Semua peraturan yang mengikat itu 
disusun secara hirarkis untuk menentukan derajatnya masing-masing sesuai 
                                                             
44 Jimmly Asshiddiqie,hukum tata Negara  dan pilar-pilar demokrasi, Konstitusi press,Jakarta, 2006. 
Hal 3 
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dengan konsekuensi jika ada dua peraturan yang bertentangan maka yang 
dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi.  
45
 
 
d. Proses Pembentukan Undang-Undang 
 Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan 
peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, 
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.  
1. Penyusunan PROLEGNAS   
Kebijakan legislasi DPR RI memang tidak bisa dilepaskan dari apa yang 
populer disebut dengan Prolegnas  (program legislasi nasioanal). Prolegnas  
adalah instrument penting dalam kerangka pembangunan hukum, khususnya 
dalam konteks pembentukan materi hukum.  
 Prolegnas  adalah instrument perencanaan pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang disusun bersama oleh DPR RI dengan 
pemerintah. Melalui Prolegnas  diharapkan kebijakan legislasi dapat berjalan 
secara lebih berencana,terarah, terpadu dan sistematis. Beberapa tujuan 
Prolegnas  yang diharapkan dapat tercapai antara lain : 
a) Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional; 
                                                             
45  Romi Librayanto, Trias politika Dalam Struktur ketataNegara an Indonesia, pukap, 
Makassar,2008 hal  
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b) Membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan 
perekat bidang pembangunan lainnya, serta mengaktualisasikan fungsi 
hukum sebagai sarana rekayasa social/ pembangunan,instrument 
pencegah/penyelesaian sengketa, pengatur perilaku anggota masyarakat 
dan sarana pengintegrasian bangsa dalam wadah NKRI.  
c) Mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama mengganti 
peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional 
yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.  
d) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada 
selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat 
e) Menbentuk peraturan perundang-undangan yang baru, yang sesuai 
 dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum dalam 
 masyarakat46. 
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan 
 Dalam ketentuan Pasal  7 (1) UU nomor 12 tahun 2011 ditetapkan 
jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai  
berikut : 
a) UUD NRI 1945 
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 
                                                             
46 Aziz Syamsuddin, proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,sinar 
grafika,jakarta,2013, hal. 5-6 
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c) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang 
(Perpu) 
d) Peraturan Pemerintah 
e) Peraturan Presiden 
f) Peraturan Daerah Provinsi 
g) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota47 
 Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan (ketentuan Pasal  8 ayat (2)  uu nomor 12 tahun 2011). Dalam 
menbentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi 
(ketentuan Pasal  5 UU no. 12 tahun 2011) : 
(1) Kejelasan tujuan 
(2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 
(3) Kesesuaian antara jenis, hirarki,dan materi muatan 
(4) Dapat dilaksanakan 
(5) Kedayaguaan dan kehasilgunaan 
(6) Kejelasan rumusan, dan 
(7) Keterbukaan 
                                                             
47 Uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  
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 Di samping itu, materi muatan peraturan perundang-undangan harus 
mencerminkan asas-asas  berikut   ( ketentuan Pasal  6 UU No 12 tahun 
2011 ) : 
(1)Pengayoman 
(2)Kemanusian  
(3)Kebangsaan 
(4)Kekeluargaan  
(5)Kenusantaraan 
(6)Bhinea Tunggal Ika 
(7)Keadilan 
(8)Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan  
(9)Ketertiban dan kepastian hukum 
(10)Keseimbangan,keserasian,dan keselarasan 
 Secara berurutan, proses pembentukan peraturan perundang-
undangan mengacu kepada ketentuan Pasal  1 UU no 12 tahun 2011 
meliputi sejumlah tahapan yaitu (1) Perencanaan, (2) penyusunan, (3) 
pembahasan, (4) pengesahan ataupun penetapan, serta (5) pengundangan.  
a. Perencanaan Rancangan undang-Undang 
 Ketentuan tahap-tahap perencanaan RUU diatur dalam Pasal  16 s.d. 
Pasal  23 UU No 12 tahun 2011. Perencanaan RUU dilakukan dalam 
Prolegnas  (ketentuan Pasal  16 UU No 12 tahun 2011). Prolegnas  
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merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka 
mewujudkan sistem hukum nasional (ketentuan Pasal  17 UU No 12 tahun 
2011 ). Dalam rangka penyusunan skala prioritas, penyusunan daftar RUU 
didasarkian atas (ketentuan Pasal  18 uu no 12 tahun 2011 ) :  
1) Perintah UUD NRI 1945 
2) Perintah ketetapan MPR  
3) Perintah UU lainnya 
4) Sistem perencanaan pembangunan nasional 
5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional  
6) Rencanan pembangunan jangka menegah  
7) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR, dan 
8)  Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat  
 Atas dasar itu, ketentuan Pasal  19 ayat (1), (2), dan (3) UU no 12 
tahun 2011 menggariskan, di dalam Prolegnas   dimuat dalam program 
pembentukan UU dengan judul RUU, materi yang diatur, serta berkaitannya 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya.  
 Materi yang diatur dan keterikatannya dengan peraturan perundang-
undangan lainnya adalah keterangan mengenai konsepsi setiap RUU, 
meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 
diwujudkan, serta jangkauan dan arah pengaturan lain dari setiap UU yang 
akan dibentuk. 
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 Materi tersebut di tuangkan dalam naskah akademik setelah melalui 
pengjkajian dan penyelarasan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal  20 ayat 
(1),(2),(3),(4) dan (5) UU No 12 tahun 2011 bahwa Prolegnas  disusun oleh 
DPR RI dan pemerintah. Prolegnas  ditetapkan dalam jangka waktu 
menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.  
 Penyusunan Prolegnas  jangka menegah dilakukan pada awal masa 
keanggotaan DPR sebagai Prolegnas  untuk jangka waktu lima tahun. Tahap 
awal penyusunan Prolegnas  dilakukan secara paralel baik di lingkunagan 
DPR RI maupun di lingkungan pemerintah. Di lingkungan DPR RI, 
penyusunan Prolegnas  dikordinasikan oleh badan legislasi. Sedangkan di 
lingkungan pemerintah, penyusunan Prolegnas  dikordinasikan oleh 
Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum ( 
MenteriHukum dan HAM ).    
 Penyusunan Prolegnas  dilaksanakan oleh DPR RI dan pemerintah 
dengan DPR RI sebagai kordinator melalui alat kelengkapan DPR RI yang 
khusus menangani legislasi (badan Legislasi), secara terkordinasi,terarah, 
dan terpadu berdasarkan rumusan dan kesepakatan bersama.Hasil 
penyususnan Prolegnas  baik di lingkungan DPR RI maupun di lingkungan 
pemerintah selanjutnya dibahas bersama, untuk kemudian disepakati dan 
ditetapkan dengan keputusan DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI serta 
dituangkan sebagai dokumen resmi Prolegnas  (ketentuan Pasal  22 UU no 
12 tahun 2011 ).  
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  Tidak bisa dilepaskan dari tahap penyusunan Prolegnas  memuat 
juga daftar RUU kumulatif terbuka, yang berkaitan dengan (ketentuan Pasal  
23 ayat (1) UU No 12 tahun 2011) : 
a. Pengesahan perjanjian internasional 
b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi 
c. Anggaran pendapatan dan belanja Negara   
d. Pembentukan,pemekaran dan penggabuagan daerah provinsi 
dan/kabupaten kota 
e. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti UU 
(Perpu). 
 Di samping itu, UU No 12 tahun 2011 menetapkan, dalam keadaan 
tertentu (kondisi urgensi nasional dan memerlukan pengaturan ), DPR RI 
atau Presiden dapat mengajukan dan menyetujui RUU di luar Prolegnas . 
RUU di luar Prolegnas  diajukan dan disetujui oelh DPR RI atau Presiden 
dalam keadaan tertentu dimaksud , sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal  23 ayat (2) UU no 12 tahun 2011, yaitu RUU untuk mengatasi 
keadaan luar biasa,keadaan konflik,atau bencana alam. 
 
b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang 
 Ketentuan tentang tahap penyusunan RUU diatur dalam Pasal  43 s.d. 
Pasal  51 UU No 12 b tahun 2011. Tahap penyusunan RUU ditandai oleh 
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pengajuan RUU sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal  43 ayat 
(10,(2),(3),(4) dan (5) UU No 12 btahun 2011.ditentukan bahwa RUU dapat 
berasal dari DPR RI ataupun Presiden. RUU dari DPR RI dapat berasal dari 
DPD  RI. RUU yang berasal DPR RI (RUU usul inisiatif ), Presiden, atau DPD 
RI harus disertai naskah akademik. Hanya saja, syarat  naskah akademik 
tidak diberlakukan bagi (1) RUU tentang APBN (2) RUU tentang penetapan 
Perpu (3) RUU tentang pencabutan UU atau Pencabutan Perpu.  
 Meskipun tidak disertai naskah akademik ketiga RUU dimaksud harus 
disertai keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang 
akan diatur di dalamnya. Penyusunan naskah akademi sebuah RUU harus 
sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik yang juga telah 
dicantumkan sebagai lampiran pertama, dan menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari UU No 12 tahun 2011 (ketentuan Pasal  44 UU No 12 
btahun 2011) RUU yang diajukan oleh DPD RI disusun berdasarkan 
Prolegnas  dan hanya berkaitan dengan (ketentuan Pasal  45 ayat (1) ) : 
(1) Otonomi daerah  
(2) Hubungan pusat dan daerah  
(3) Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah 
(4) Penggolongan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya  
(5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah  
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 Dalam melakukan perharmonisasian, pembulatan dan pemantapan 
konsepsi RUU, alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai tugas di bidang 
perancangan Undang-Undang untuk membahas usul RUU yang dimaksud. 
Pada tahap akhir, alat kelengkapan DPR RI menyampaikan laporan tertulis 
mengenai hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi 
RUU kepada Pimpinan DPR RI untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat 
paripurna DPR RI. 
 Prosedur  pengajuan RUU oleh DPR RI diatur dalam ketentuan Pasal  
46 ayat (1), (2), dan (3) UU No 12 btahun 2011 yang berbunyi sebagai 
berikut. 
Pasal  46  
(1) Rancangan Undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, 
komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus 
menangani bidang legislasi atau DPD  
(2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Undang-undang yang berasal DPR RI dikordinasikan oleh 
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.   
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan 
Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan DPR  
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Pimpinan DPR RI menyampaikan RUU dari DPR RI dengan surat kepada 
Presiden. Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteriyang mewakili untuk 
membahas RUU bersama DPR RI dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh hari) terhitung sejak surat dari DPR RI diterima. Menteriyang 
ditugaskan oleh Presiden tersebut kemudian mengordinasikan persiapan 
pembahasan dengan Menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum  (ketentuan Pasal  49 ayat (1), (2),dan(3) UU No 12 tahun 
2011, adapun prosedur pengajuan RUU oleh Presiden diatur dalam 
ketentuan Pasal  47 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No 12 tahun 2011 yang 
berbunyi sebagai berikut.  
Pasal  47  
(1) Rancanagn undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan 
oleh Menteriatau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai 
dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.  
(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang, Menteri atau 
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia 
antar kementerian dan/ atau antar nonkemeterian  
(3) Pengharmonisasian,pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
rancangan Undang-undang yang berasal dari Presiden  dikordinasikan 
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum  
119 
 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 
rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Presiden 
 RUU dari Presiden diajukan dengan surat dari Presiden kepada 
pimpinan DPR RI. Surat Presiden tersebut memuat penunjukan Menteri yang 
ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama 
dengan DPR  RI.  
DPR RI mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.untuk keperluan 
pembahsan RUU di DPR RI Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa 
RUU memperbanyak naskah RUU tersebut dalam jumlah yang diperlukan 
(ketentuan Pasal  50 ayat  (1), (2),(3), dan (4) UU No 12 tahun 2011). Apabila 
dalam satu sidang, DPR RI dan Presiden menyampaikan RUU mengenai 
Materi yang sama, maka yang dibahas adalah RUU yang disampaikan oleh 
DPR RI dan RUU yang disampaikan Presiden digunakan bahan sandingan 
(ketentuan Pasal  51 UU No 12 tahun 2011 ).  
c. Pembentukan Rancangan Undang-Undang  
Ketentuan tentang tahap pembahasan RUU diatur dalam Pasal  65 s.d. Pasal  
71 UU no 12 tahun 2011. Dinyatakan dalam Pasal  65 ayat (1), (2),(3),(4) dan 
(5) UU no 12 tahun 2011, pembahasan RUU dilakukan oleh DPR RI bersama 
120 
 
Presiden atau Menteri yang ditugasi,serta mengikutsertakan DPD RI untuk 
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolan sumber 
daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah.  
 Pembahasan RUU dilaksanakan dalam dua tingkat pembicaraan, yang 
terdiri atas (ketentuan Pasal  67 UU no 12 tahun 2011 ) sebagai berikut : 
 
(1)  Pembicaraan tingkat pertama dalam rapat komisi, rapat gabungan 
komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia 
khusus; 
(2)  Pembicaraan tingkat dua  dalam rapat paripurna. DPD RI dapat 
memberikan pertimbangan  kepada DPR RI atas RUU tentang anggaran 
pendapatan dan belanja negara  dan RUU yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan dan agama.  
 Pembicaraann tingkat Pertama meliputi kegiatan-kegiatan pengantar 
musyawarah, pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan 
penyampaian pendapat mini (ketentuan Pasal  68 ayat (1) UU no 12 tahun 
2011)  dalam kegiatan pengantar musyawarah  :  
1.  DPR RI  meberikan penjelasan dan presdien menyampaikan 
pandangan jika RUU berasal dari DPR RI ; 
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2. DPR RI memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD RI  
menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan wewenang 
DPD RI  berasal dari Presiden  
3. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi dan DPD RI  
menyampaikan pandangan jika RUU berasal dari Presiden  
4. Presiden membiarkan penjelasan serta fraksi dan DPD RI  
menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan wewenang 
DPD RI  berasal dari Presiden 
 Dalam pembahsan DIM ada mekanisme yang diatur secara 
khusus.jika RUU berasal dari DPR RI, maka DIM  yang diajukan oleh 
Presiden. Sebaliknya apabila RUU  berasal dari Presiden maka DIM  diajukan 
oleh DPR RI ,  dengan mempertimbangkan usul dari DPD RI sepanjang RUU 
terkait dengan wewenang DPD RI.  
 Pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat pertama 
oleh (a) seluruh fraksi di DPR RI (b) DPD RI (jika RUU berkaitan dengan 
wewenang DPD RI )  (C) Presiden. Pembicaraan tingkat dua merupakan 
pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,  yang meliputi 
kegiatan (ketentuan Pasal  69 ayat (1) UU no 12 tahun 2011)  :  
1. Menyampaikan laporan yang berisi proses, pendapat Mini fraksi-fraksi 
DPD RI , dan hasil pembicaraan tingkat pertama; 
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2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan 
anggota DPR RI  secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna 
;dan  
3. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh Menteri 
yang ditugasi.   
 Dalam hal persetujuan, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk 
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak 
(ketentuan Pasal  69 ayat (2) UU no 12 tahun 2011), dalam hal RUU tidak 
mendapat persetujuan bersama anatara DPR RI  dan Presiden RUU tersebut 
tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu ( ketentuan Pasal  
69 ayat (3) UU no 12 tahun 2011). Mekanisme standar sebagaimana 
diuaraikan di atas berlaku juga untuk pembahasan RUU tentang penetapan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).  
 Namun, untuk pembahasan RUU  tentang pencabutan Perpu 
dilaksanakan melaui mekanisme khusus. Ketentuan mengenai mekanisme 
khusus dimaksud tertuang dalam Pasal  71 ayat (3) UU no 12 tahun 2011.   
  
d. Pengesahan atau Penetapan Rancangan Undang-Undang 
 Ketentuan tentang tahap pengesahan atau tahap penetapan RUU 
diatur dalam Pasal  72 s.d. Pasal  74 UU no 12 tahun 2011. RUU yang sudah 
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mendapat persetujuan bersama oleh DPR RI dan Presiden kemudian 
disampaikan kepada pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan 
menjadi UU. Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ( ketentuan Pasal  72 
ayat (1) dan (2) UU no 12 tahun 2011).  
 Pengesahan RUU menjadi UU ditandai oleh pembubuhan tanda 
tangan oleh Presiden. Apabila tidak ditanda tangani oleh Presiden dalam 
waktu paling lambat tiga puluh hari sejak RUU disetujui bersama, maka RUU 
tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan (ketentuan Pasal  73 ayat 
(1) dan (2) UU no 12 tahun 2011.  Kalimat pengesahan yang berbunyi “ 
Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal  20 (5) 
Undang-undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945” harus 
dibubuhkan pada halaman terakhir UU sebelum pandangan naskah UU 
kedalam lembaran Negara   RI (ketentuan Pasal  73 ayat (3) dan (4) UU no 
12 tahun 2011) 
 
e. Tahap Pengundangan Rancangan Undang-Undang 
 Ketentuan tentang tahap pengundangan RUU diatur dalam Pasal  81 
s.d. 87 UU no 12 tahun 2011. Agar setiap orang mengetahuinya, setiap UU 
harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara  
republik Indonesia disertai nomor dan tahunnya, dan menempatkan 
penjelasan umum dan Pasal  demi Pasal  dari UU tersebut dalam tambahan 
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lembaran negara  republik Indonesia dengan memberikan nomor. 
Pengundangan UU  dalam lembaran negara  republik Indonesia 
diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan 
dibidang hukum. Pengundangan UU dan penempatannya dalam lembaran 
negara  republik Indonesia dimaksudkan agar UU tersebut dapat berlaku dan 
mengikat umum, Sebab pada dasarnya, UU mulai berlaku dan memiliki 
kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam 
UU yang bersangkutan. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
48 Aziz Syamsuddin, proses dan teknik penyusunan Undang-Undang, sianar grafika, Jakarta, 2013. Hal 
5-17  
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BAB III 
METEDELOGI PENELITIAN  
A. Tipe  Penelitian  
 penelitian dilakukan diberbagai perpustakaan dan internet. 
Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Makassar, 
khususnya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Pribadi 
(koleksi buku pribadi penulis). 
 
B. Jenis dan Sumber Hukum 
 Sumber pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yaitu : 
1. Sumber  Primer, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal hukum,  
peraturan perundang-undangan, media cetak, majalah, karya tulis yang 
memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah penulis.  
2. Sumber Sekunder, yakni media internet, media elektronik yang 
memilki hubungan dengan penelitian ilmiah penulis juga data lain berupa 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black’s Law Dictionary,maupun 
Ensiklopedia. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
 Penelitian kepustakaan (Library research ) yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, jurnal hukum, 
peraturan perundang-undangan,majalah hukum,dan literatur hukum yang 
berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.  
 
D. Analisis Data  
 Data yang bisa diperoleh penulis didapat dari studi pustaka dan 
merupakan data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
metode kualitatif preskriptif yaitu suatu analisis yang memberikan penilaian 
terhadap suatu hal tertentu secara tetap kemudian dimasukkan ke dalam 
pembahasan.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Putusan Mahkamah  Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature  
Bukan Fungsi Legislasi  
 Sebelum memasuki dua pembahasan penting dari tulisan ini, maka 
terlebih dahulu kita harus memahami bahwa putusan Mahkamah  Konstitusi 
yang bersifat positive legislature  bukanlah merupakan putusan yang 
merambah ke ranah legislatif, apalagi ketika memberikan persamaan bahwa 
Putusan Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive legislature , berarti 
Mahkamah  Konstitusi telah menjalankan fungsi legislasi.  
 Untuk menjelaskan hal tersebut maka kita berangkat dari sebuah 
sejarah penting yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem judicial review yang 
kita kenal sekarang, yakni sejarah kasus Marbury vs Madison yang diadili 
oleh Jhon Marshall  yang merupakan ketua Mahkamah  Agung Amerika 
Serikat pada saat itu. Tentu saja point penting yang dapat kita tarik dari kasus 
tersebut terkait dengan positive legislature  adalah bahwa,  judicial review  
pertama yang dilakukan oleh  Jhon Marshall, dimana   pengadilan telah 
mengambil sebuah langkah yang kewenangannya tidak terdapat dalam 
konstitusi Amerika Serikat, untuk membatalkan suatu undang-undang saat 
itu.   
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 Selain itu, menurut Jhon Marshall  dalam putusannya segala undang-
undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagai the Supreme law of the 
land  harus dinyatakan null and void.  
 Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah  Agung Amerika Serikat  
karena pertimbangan perlindungan terhadap kemurnian konstitusi.  
Terkait dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive 
legislature  menurut tafsir gramatikal kewenangan Mahkamah  Konstitusi 
berdasarkan UUD NRI 1945 pun tidak terdapat dalam kewenangan 
Mahkamah  Konstitusi, namun atas dalih perlindungan terhadap hak-hak 
konstitusional warga negara   yang merupakan salah satu nafas dari 
pembentukan Mahkamah  Konstitusi di Indonesia. Sehingga langkah tersebut 
diambil oleh Mahkamah  Konstitusi. 
 Terkait dengan pandangan bahwa hal tersebut telah mengintervensi 
ranah legislatif  karena telah menetapkan norma baru yang bersifat mengatur 
sebagaimana yang terimplementasikan dalam putusan MK No.102/PUU-
VII/2009 tentang DPT, maka sesungguhnya hal tersebut tidaklah tepat, sebab 
Mahkamah  Konstitusi hanya membuat suatu putusan yang merupakan 
bentuk akhir dari proses peradilan dan sama sekali tidak menjalankan fungsi 
legislasi sebagaimana yang merupakan kewenangan dari DPR bersama 
dengan Pemerintah.  
 Jauh sebelum putusan Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive 
legislature  tersebut lahir, maka para ahli sudah memprediksikan bahwa 
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dunia peradilan kedepannya akan bertindak sebagai legislator spesifik, atau 
dalam menjalankan aktivitas yudisial badan kehakiman akan menetapkan 
norma baru dalam putusannya atau menyerupai fungsi legislatif  akan tetapi 
memiliki ciri tersendiri  
 Dalam negara  demokrasi kita kenal adanya pembagian kekuasaan 
yang membagi kekuasaan kedalam tiga cabang kekuasaan yakni cabang 
eksekutif, yudikatif dan legislatif , ketiga cabang tersebut masing-masing 
mempunyai fungsi yang telah ditentukan berdasarkan pada doktrin 
distribution of power atau separation of power.  Namun pada intinya tidak ada 
teori yang mengharuskan suatu negara  untuk menjalankan konsep trias 
politika secara murni dimana cabang eksekutif hanya sebagai rule 
application, cabang legislatif sebagai rule making, dan yudikatif sebagai 
pengadil, termasuk di Indonesia. Sebab, setiap era yang terjadi maka konsep 
trias politika juga semakin dinamis.    
 Terkait dengan prediksi para ahli terhadap dunia peradilan yang akan 
menjadi legislator spesipik, Setidaknya ada dua ahli yang kemudian 
memprediksi hal tersebut yakni Plato  dalam bukunya  Ideal State  dan juga 
Hans kelsen  dalam bukunya The General Theory Law and State.   
 Prediksi kedua tokoh ternama tersebut telah terjadi di dunia peradilan 
sekarang, sebab banyak fungsi dari Mahkamah  Konstitusi di dunia yang 
telah menyerupai fungsi legislasi namun memiliki ciri tersendiri dari fungsi 
legislasi yang dijalankan oleh lembaga legislatif. Bahkan beberapa 
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Mahkamah  Konstitusi di dunia memiliki fungsi yang menyerupa fungsi 
eksekutif. 
 Selain putusan Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive legislature 
, kewenangan lain yang dimiliki oleh beberapa Mahkamah  Konstitusi di dunia 
yang menyerupai fungsi legislasi yaitu kewenangan uji abstract atau yang 
biasa dikenal dengan constitusional preview  atau pengujian rancangan 
undang-undang yang belum disahkan, dengan kewenangannya tersebut 
maka Mahkamah  Konstitusi telah dijuluki sebagai legislator constitusional. 
 Dalam hal pengujian abstrak yang dilakukan oleh beberapa 
Mahkamah  Konstitusi di dunia telah menempatkan Mahkamah  Konstitusi 
sebagai salah satu pelaku pembuat undang-undang yang biasanya hanya 
dilakukan oleh parlemen dan pemerintah namun dengan adanya 
kewenangan tersebut maka sama halnya Mahkamah  Konstitusi telah ikut 
serta dalam pembahasan rancangan undang-undang  dan memasuki ranah 
legislatif .  
 Namun hal tersebut tidak terlalu dapat dipersoalkan sebab Mahkamah  
Konstitusi hanya menjalankan fungsi sebagai penjaga kemurnian dari 
Konstitusi, serta fungsi Check and Balance antar lembaga negara. Artinya 
langkah tersebut merupakan sebuah langkah preventif agar produk yang 
dihasilkan sesuai dengan Konstitusi. 
 Sebagai contoh, penerapan abstract review yang diimplementasikan di 
Mahkamah  Konstitusi Austria, di negara ini Mahkamah  Konstitusi dapat 
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menyeleggarakan suatu pengujian tanpa perkara tertentu (uji abstrak ) hal 
yang paling mendasar dari persoalan ini adalah, pada intinya putusan 
Mahkamah  Konstitusi memiliki akibat hukum secara umum.     
 Peristiwa seperti yang digambarkan di atas, memperlihatkan bahwa 
pada dasarnya terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa hakim 
Mahkamah  Konstitusi di negara –negara Eropa memiliki kemampuan 
bertindak sebagai legislator constitutional. Hal tersebut menarik untuk 
ditelusuri, sebab James Madison  juga pernah mengatakan bahwa 
perkembangan kekuasaan peradilan yang demikian itu tak terlepas dari 
adanya potensi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan. 
Madison  juga memprediksi organ peradilan yang akan berdiri tegak dan 
mandiri dapat mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan lainnya, 
sebab eksistensi pengadilan adalah untuk melindungi masyarakat.  
 Terkait dengan kewenangan uji abstrak beberapa Mahkamah  
Konstitusi di dunia, kondisi demikian telah melibatkan Mahkamah  Konstitusi 
atau organ sejenisnya ke dalam proses pembentukan produk legislasi. Oleh 
karena itu beberapa ahli seperti Hans Kelsen  telah memprediksi bahwa 
Mahkamah  Konstitusi pada hakikatnya telah menjelma menyerupai cabang 
legislatif  khusus ( specialized Legislatif  Chamber ). Namun tidak dapat 
dikatakan sebagai fungsi legislasi. 
 Generasi ketiga Mahkamah  Konstitusi seperti telah dikatakan secara 
karakteristik mengacu kepada model kelsenian. Model kelsenian ini 
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didominasi kewenangannya yang dapat menguji undang-undang secara 
abstrak atau umum. Karena itu pada tahun 1929 Hans Kelsen  telah 
mengusulkan agar Mahkamah  Konstitusi dapat menguji undang-undang 
sebelum produk hukum itu berlaku secara sah.  
 Pengujian atas rancangan undang-undang diakui oleh Kelsen  
mengandung unsur-unsur kewenangan seperti yang dimiliki oleh kekuasaan 
legislatif. Akan tetapi Kelsen telah pula membedakan antara kewenangan 
yang dimiliki oleh legislator disatu sisi dengan hakim Konstitusi di sisi lain.  
Kelsen mengakui bahwa kekuasaan untuk menyatakan produk legislasi tidak 
Konstitusional, pada intinya telah menyerupai kekuasaan membuat hukum 
seperti yang dimiliki oleh legislator.  Namun demikian, kekuasaan membentuk 
hukum yang dimiliki oleh Mahkamah  Konstitusi adalah kekuasaan yang 
sangat terbatas. Karena itu, hakim konstitusi tidak dapat membentuk hukum 
secara bebas, semenjak pengambilan keputusan(decision making)  
sepenuhnya dideterminasi oleh konstitusi. Oleh sebab itu kewenangan yang 
serupa ini dikatakannya sebagai negative legislator .  
 Dalam menjalankan tugas sebagai legislator negative, hakim kosntitusi 
menjalankan fungsi legislasi secara negative. Negative legislator  adalah 
akibat adanya kewenangan Mahkamah  Konstitusi menguji norma hukum 
secara abstrak, namun pengendalian secara abstrak itu telah dikembangkan 
melalui jaringan kerjasama dengan pihak legislatif, artinya organ pembuat 
undang-undang harus melakukan perbaikan terhadap ketentuan yang telah 
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dibatalkan itu, dengan cara mengikuti secara saksama bahasa konstitusional 
seperti tertera dalam putusan Mahkamah  Konstitusi.  
 Namun fungsi Mahkamah  Konstitusi yang menyerupai fungsi legislasi 
sifatnya sangat spesifik dan memiliki ciri tersendiri. Dikatakan demikian 
karena sesungguhnya fungsi tersebut ada karena Mahkamah  Konstitusi 
dikenal sebagai penafsir dan sekaligus pelindung konstitusi, dan memang 
pada hakikatnya tidak boleh mencampuri urusan dari legislatif  sebagai 
pembuat undang-undang. Sehingga kekuasaan Mahkamah  Konstitusi Hanya 
terbatas pada kadar untuk menentukan konstitusionalitas suatu rancangan 
undang-undang yang dibuat oleh legislator.  
 Dengan kata lain bahwa Mahkamah  Konstitusi tidak boleh bertindak 
terlalu jauh hingga mencampuri urusan-urusan pokok dari lembaga legislatif 
yang sifatnya substansial, namun perlu digaris bawahi bahwa ketika produk 
tersebut bertentangan dengan konstitusi maka secara otomatis peraturan 
tersebut harus dibatalkan.  
 Pada saat pengujian norma abstrack diperkirakan akan berlangsung 
dialog konstitusional secara langsung. Dan itu terjadi di antara legislator 
(parlemen dan pemerintah) dengan hakim Konstitusi.  
 Sehubungan dengan hal tersebut,  Hans Kelsen  memang pernah 
mengusulkan agar pengendalian norma abstrak mencakup pengujian 
terhadap rancangan undang-undang. Menurutnya cara ini karakter berdaulat 
dari suatu undang-undang (kedaulatan hukum )dapat dipertahankan. Karena 
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itu pengujian abtrack ini dipandang mampu melahirkan masa depan sistem 
hukum yang harmonis, selaras berdasarkan Konstitusi. 
 Dalam berbagai literature dikatakan bahwa uji abstrak sebenarnya 
memiliki akibat hukum yang sama dengan akibat hukum  ketika pengujian 
dilakukan setelah menjadi undang-undang. Sebab, dalam putusan yang 
menyatakan bahwa produk hukum tidak konstitusional. Apapun bentuk 
produk hukum itu, kondisi demikian berakibat kepada  rancangan atau 
undang-undang tidak dapat diimplementasikan secara efektif.  
 Namun dalam pengujian tersebut dapat mengurangi hasrat parlemen 
dalam mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang dinilai derajat 
konstitusionalnya sangat diragukan.  
 Dengan demikian, melalui pengujian abstrak parlemen akan menemui 
kesulitan untuk mengundangkan rancangan undang-undang yang 
dikualifikasi tidak kosntitusional. Sementara itu, dalam model pengujian 
konkrit atau pengujian terhadap undang-undang yang telah berlaku, para 
legislator harus teliti dalam merancang suatu undang-undang. 
 Fenomena lain juga muncul pada Mahkamah  Konstitusi Rusia dimana 
dalam proses constitusional review yang dilakukan oleh Mahkamah  
Konstitusi, parlemen terlibat dalam proses tersebut, Menurut Jimmly 
Asshiddiqie  keterlibatan parlemen dalam constitusional review merupakan 
ciri dari generasi ketiga pembentukan Mahkamah  Konstitusi di dunia. Hal 
tersebut juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk intervensi kekuasaan 
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Legislatif  terhadap Mahkamah  Konstitusi Rusia sebab hal tersebut 
dipandang sebagai bentuk Check and Balance antar  lembaga negara, pun 
kita tidak dapat memberikan penilaian bahwa  parlemen Rusia telah 
memasuki ranah pengadilan konstitusional.  
 Hal yang berbeda pun terlihat  dari model  Mahkamah  Konstitusi  
Jerman dimana Mahkamah Konstitusi Jerman dalam putusannya dapat 
menentukan arah kebijakan, yang harus dipatuhi oleh lembaga negara 
terutama parlemen, biasanya penentuan atau pembuatan kebijakan hanya 
dilakukan oleh lembaga eksekutif atau pemerintah semata, namun 
Mahkamah  Konstitusi Jerman dalam putusannya dapat menentukan 
kebijakan umum yang harus dipatuhi, tentu hal tersebut juga bukan 
merupakan intervensi ataupun  Kekuasaan kehakiman yang merambah ke 
ranah eksekutif, akan tetapi hal tersebut merupakan perlindungan hak-hak 
konstitusional warga negara, kewenangan menentukan kebijakan tersebut 
bisa di lakukan saat terdapat perkara constitusional complaint  yang 
merupakan salah satu bentuk kewenangan dari Mahkamah  Konstitusi 
Jerman. 
 Permohonan individual dapat dipergunakan oleh perorangan atau 
sekelompok warga masyarakat untuk mendalilkan dugaan pelanggaran hak 
konstitusional yang dialaminya kepada Mahkamah  Konstitusi. Karena itu, 
tuntutan biasanya diarahkan kepada pasal-pasal ataupun ayat-ayat dari 
suatu undang-undang.  
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 Karenanya dalam institusi constitusional complaint pemohon dapat 
mendalilkan, bahwa keberadaan suatu legislasi telah mengusik hak 
kosntitusionalnya. Permohonan secara individual ini juga dapat ditujukan 
kepada tindakan langsung aparatur negara. Di samping putusan dari 
Mahkamah  Agung yang diduga melanggar kaidah-kaidah Basic Law.  
 Melalui konstruksi permohonan individual, metode ini dipandang telah 
memberikan jangkauan yang begitu luas kepada masyarakat. Karena, setiap 
individu atau kelompok di bawah prosedur penuntutan dapat mengajukan 
petisi kepada organ pelindung konstitusi. Dengan syarat hak konstitusional 
yang bersangkutan atau hak yang sama telah mengalami pelanggaran.  
 Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah  Konstitusi 
Jerman tersebut secara teoritis hal ini berfungsi sebagai stimulus 
konstitusional yang dapat mendorong organ tersebut berpartisipasi dalam 
proses penentuan kebijakan negara . Dan itu dapat langsung melalui 
pelaksanaan uji abstrack, konkrit dan permohonan individual.  
 Ketika hakim melakukan suatu interpretasi  terhadap suatu produk 
hukum guna diselarsakan dengan konstitusi, putusan hakim atas suatu 
penafsiran dalam memutus suatu perkara adalah putusan yang 
konstitusional. 
 Akibatnya, putusan hakim secara mendasar selalu mengandung 
perintah-perintah agar organ lain mengimplementasikan putusan Mahkamah . 
Kondisi ini adalah implikasi langsung dari perannya sebagai organ penentu 
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arah kebijakan, jika Mahkamah  Konstitusi memutus bahwa suatu instrument 
hukum tidak kosntitusional, maka organ pelindung Hak asasi manusia 
tersebut menyatakan bahwa instrument hukum tersebut batal dan tidak dapat 
dilakukan ( null and Void).  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi harus diikuti oleh Parlemen maupun 
pihak lain. Karena putusan Mahkamah  Konstitusi baik secara internal 
maupun secara eksternal berlaku sebagai hukum positif. Akibat adanya suatu 
ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah  adalah hukum, 
maka fakta tersebut menguatkan dugaan penulis  terhadap peran Mahkamah  
Konstitusi di sejumlah negara   telah bertindak sebagai cabang legislatif  
khusus.  
 Dan intensitas Mahkamah  semakin jelas ketika ia mengalami 
keterlibatan fungsi dalam proses pembentukan suatu kebijaksanaan. Seperti 
diketahui kondisi demikian  juga telah berlangsung di Prancis dan Amerika 
serikat. Di  kedua negara      tersebut Dewan Konstitusi Prancis dan 
Mahkamah  Agung Amerika Serikat masing-masing berperan secara intensif 
dalam mempengaruhi arah kebijakan negara, yang pada dasawarsa 
sebelumnya proses pembentukan kebijaksanaan negara itu hanya 
diorganisasikan oleh cabang legislatif bersama-sama dengan eksekutif.  
 Dengan demikian, pengujian produk hukum adalah langkah rasional 
dan konkrit untuk membentuk sistem hukum yang kosntitusional. Karena itu 
faksi –faksi dalam masyarakat bila tidak setuju dengan kebijaksanaan poltik 
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hukum seperti tertuang dalam produk legislasi dapat menggunakan 
kewenangan yang ada pada Mahkamah  Konstitusi untuk mengupayakan 
koreksi atau pembatalan kebijaksanaan yang dimaksud.  
 Oleh sebab itu, Mahkamah  Konstitusi dewasa ini dipandang sebagai 
problem solver atas aneka masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat 
dan aktor negara. Karena dalam negara hukum dan demokratis itu, 
masyarakat secara partisipatorik boleh saja menolak keberadaan suatu 
produk hukum bila diduga berseberangan dengan nilai-nilai fundamental.  
Hanya saja upaya untuk mengubah kebijaksanaan negara itu tentu harus 
diselenggarakan melalui cara-cara yang konstitusional. Sehingga kaidah-
kaidah seperti tercantum dalam konstitusi dapat diwujudkan secara 
implemntatif demi tegaknya keadilan Konstitusional.  
 Kewenangan Mahkamah  Konstitusi Italiapun menunjukkan bahwa 
Mahkamah  Konstitusi di beberapa negara      telah menjelma menjadi 
legislator spesifik. Dalam suatu perkara yang di dalamnya terdapat 
perbedaan pandangan antara hakim peradilan umum dengan produk 
interpretasi Mahkamah  Konstitusi. Berkenaan dengan adanya kontroversi 
atas undang-undang itu, hakim peradilan umum tidak dibenarkan untuk 
menerapkan undang-undang tersebut.  
 Oleh karena itu, mereka tidak dapat secara bebas mengadopsi 
putusan interpretasi di luar seperti apa yang telah diputus oleh Mahkamah . 
Jika hakim peradilan umum ternyata tetap menafsirkan undang-undang 
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secara berbeda, maka tidak ada cara lain kecuali hakim peradilan umum 
harus mengajukan permohonan pengujian kembali kepada Mahkamah  
Konstitusi.  
 Bagi sistem yang berkembang di Italia, kondisi tersebut diasumsikan 
sebagai permanent dialog. Perbincangan permanen ini tidak hanya 
berlangsung di antara Mahkamah  dan organ peradilan umum saja, tetapi 
suatu langkah berkesinambungan yang senantiasa diupayakan dengan pihak 
legislator. Dalam tahap melakukan monitoring.  
 Selanjutnya, Mahkamah  dapat memberikan peringatan kepada 
parlemen atas potensi pelanggaran konstitusi. Secara teknis hal serupa ini 
disebut senteza di monito.  Melalui proses ini, Mahkamah  akan menjelma 
menjadi institusi pedagogi. Artinya, hakim konstitusi dapat memberikan 
aneka-aneka masukan strategis guna membimbing legislator dalam 
menyelesaikan sejumlah persoalan di sektor legislasi.  
 Dengan demikian dewasa ini, sejumlah negara sebenarnya telah 
mengalami pergeseran relative atas peranan tradisonal Mahkamah  
Konstitusi, menuju bentuk baru yang bertindak sebagai fasilitator pada tahap 
pembuatan hukum secara Konstitusional.    
 Fungsi Mahkamah  Konstitusi Thailand pun memilki model tersendiri 
yang unik, di mana Mahkamah  Konstitusi Thailand dapat memeriksa, 
mengadili dan selanjutnya memutus konstitusional rancangan peraturan 
darurat yang akan diberlakukan oleh Dewan Kementerian Thailand. 
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Peraturan darurat itu sendiri dirancang untuk menegakkan keamanan 
nasional atau untuk melindungi ekonomi nasional dari ancaman malapetaka 
publik seperti ditentukan dalam pasal 218 paragraf pertama konstitusi 1997 
Thailand.  
 Dalam konstitusi Thailand Mahkamah  Konstitusi dapat  melakukan 
control terhadap peraturan darurat, dan memutus apakah rencana 
pemberlakuan peraturan darurat itu sesuai dengan tujuannya yaitu untuk 
menertibkan keamanan nasional atau melindungi ekonomi nasional dari 
ancaman malapetaka publik.  
 Jika peraturan darurat tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan 
seperti yang terdapat dalam konstitusi Thailand maka peraturan darurat 
hanya dapat diberlakukan dalam hal ihwal kegentingan memaksa, sejak awal 
tidak dapat ditentukan sebagai hukum. Dengan adanya kewenangan tersebut 
maka Mahkamah  Konstitusi Thailand terlihat seperti memasuki ranah 
eksekutif, sebagaimana yang kita pahami bersama  bahwa peraturan darurat 
atau yang kita kenal di Indonesia  sebagai peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang (Perpu), merupakan kewenangan mutlak dari Presiden dan 
dapat langsung berlaku. 
  Namun, Mahkamah  Konstitusi Thailand pun dapat menilai produk 
tersebut apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak, Mahkamah  Konstitusi 
Thailand telah menyerupai kekuasaan eksekutif di Indonesia.  
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Selain kewenangan yang telah dijelaskan di atas,  Mahkamah  Konstitusi 
Thailand memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan apakah anggota 
house of refresentatif, anggota Senat, Kementerian dan dan Komisi 
Pemilihan Umum serta setiap pejabat yang sedang memangku jabatan 
politis, secara konstitusional memenuhi syarat atau tidak berdasarkan 
ketentuan yang diatur dalam konstitusi.  
 Konstitusi menghendaki constitusional court  dapat 
mempertimbangkan dan kemudian memutus kualifikasi atau status yang 
bersangkutan. Karena itu Mahkamah  Konstitusi dapat menimbang dan 
kemudian mengadili (adjudicate)  sehubungan dengan potensi korupsi yang 
tercermin dalam laporan kekayaan yang diserahkan oleh pemangku jabatan 
politis tersebut. 
  Laporan ini harus pula didukung oleh dokumen-dokumen otentik 
mengenai kekayaan yang bersangkutan, serta harus memperlihatkan 
keberadaan aktual atas kekayaan yang dimiliki. Jika pejabat dimaksud 
mengabaikan untuk memperlihatkan daftar kekayaannya, yang harus pula 
didukung oleh dokumen otentik akan hal itu, atau dengan sengaja memberi 
laporan secara tidak benar, ataupun  telah menyembunyikan fakta yang 
sebenarnya, maka seseorang tidak dapat memangku jabatan tertentu.  
 Fungsi Mahkamah  Konstitusi lain yang menentukan kebijakan dalam 
putusannya yaitu, corrective revision  sebagaimana yang di implementasikan 
oleh Mahkamah  Konstitusi Hungaria. Melalui metode corrective revision   ini 
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berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah  legislator diberi 
kesempatan sendiri untuk memperbaiki undang-undang yang dianggap 
bermasalah oleh Mahkamah , arahan-arahan perbaikan tersebut 
dicantumkan dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi. 
 Karena itu, ciri lain dari generasi Mahkamah  Konstitusi generasi ketiga 
ini adalah mengupayakan suatu kerjasama yang intensif dengan cabang 
legislatif. Melalui cara ini pula Mahkamah  dapat mengatakan bahwa 
parlemen telah melakukan kelalaian konstitusional dalam menbentuk 
undang-undang, terhadap persoalan tersebut Mahkamah  mewajibkan 
kembali kepada parlemen untuk membentuk kembali undang-undang 
sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. 
 Sama halnya dengan kewenangan yang dimilki oleh Conseil 
Constitutionel  di Prancis, Mahkamah  Konstitusi Hungaria juga dapat 
membatalkan  peraturan internal dari parlemen melalui suatu alasan, bahwa 
regulasi internal parlemen tersebut telah bertentangan dengan konstitusi.  
 Ketika Mahkamah  Konstitusi menyatakan unconstitusional omission  
organ pengawal konstitusi ini dapat meminta kepada pihak legislator untuk 
menjalankan kewajibannya dengan membentuk kembali undang-undang baru 
atau tata tertib baru dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh 
putusannya. Hal tersebut terlihat Mahkamah  telah mengintervensi 
kekuasaan yang dimiliki oleh parlemen, bukankah pada dasarnya pembuatan 
tata tertib merupakan peraturan internal parlemen sehingga ketika 
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Mahkamah  berhak untuk menguji hal tersebut terkesan begitu 
mengintervensi ranah parlemen.  
 Tentu saja hal tersebut bukan merupakan sebuah intervensi 
,melainkan Mahkamah  melakukan singkronisasi terhadap peraturan yang 
ada, artinya tata tertib Parlemen tersebut harus seuai dengan hukum dasar, 
agar terjadi konsitensi  norma. 
  Hal yang tampak unik juga terlihat dari kewenangan Mahkamah  
Konstitusi  Austria, yaitu memliki kewenangan yang terkait dengan sengketa 
keuangan tertentu terhadap federasi (bundes) dengan negara bagian (lander 
) atau pemerintah lokal yang tidak tunduk kepada yurisdksi pengadilan biasa 
ataupun pengadilan tata usaha negara. Misalnya, dalam perkara-perkara 
yang berkenaan dengan gaji pegawai negeri, ataupun mengenai sengketa 
pembagian pendapatan keuangan antar daerah atau antar negara  bagian 
dengan pemerintah pusat.  
 Hal demikian mencermikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh 
Mahkamah  Konstitusi Austria dalam hal menetapkan gaji pengawai setelah 
melakukan pemeriksaan kasus, maka hal tersebut menyerupai fungsi dari 
pemerintah, karena berkaitan dengan pegawai negeri dan penetapan gaji 
biasanya hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sebagai organ yang betul-
betul mengerti tentang keadaan para penyelenggara negara     .   
 Melihat keadaan demikian menjadi semakin kompleks tugas dan 
fungsi Mahkamah  Konstitusi, tidak hanya sebagai pengadil atau terpaku 
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pada tugas mengadili sebagaimana biasanya, namun telah menyerupai tugas 
dan fungsi cabang kekuasaan lain, namun tetap memiliki ciri tersendiri yang 
pada intinya hanya menentukan apakah hal tersebut sejalan dengan 
Konstitusi atau tidak, dengan kata lain hanya menentukan kadar 
Konstitusional. 
 Sehingga memang pada realita yang terjadi berdasarkan kompleksitas 
dan dinamisasi perkembangan masyarakat dan juga dunia peradilan maka 
dalam menjalankan kewenangannya setiap cabang kekuasaan terkadang 
saling melakukan fungsi yang hampir sama dengan yang dijalankan oleh 
cabang kekuasaan lainnya. Hal tersebut tidak hanya di dunia peradilan dan 
legislatif  semata, namun fungsi legislasi telah mengalami pergeseran, seperti 
fenomena pergeseran fungsi legislasi di abad ke- 20 dari eksekutif ke 
parlemen namun menjelang abad ke-21 sekarang terjadi fenomena yang 
berlawanan.  
 Pergeseran-pergeseran kekuasaan dalam hubungan antara parlemen 
dan pemerintah disemua negara      akan terus berlangsung sangat dinamis  
sesuai dengan perkembangan kebutuhan dari waktu ke waktu. Jika pada 
abad ke-18 dan ke-19 fungsi negara (pemerintah) cenderung dibatasi karena 
semakin menguatnya posisi politik  rakyat yang diwakili oleh lembaga 
parlemen,  maka sejak akhir abad ke -19 dan selama paruh pertama abad ke 
-20 telah terjadi proses etatisasi dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan 
di mana-mana.  
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 Selama kurun waktu hampir satu abad posisi negara      mengalami 
peningkatan dan perluasaan luar biasa. Sehingga mempengaruhi posisi 
pemerintah dalam berhadapan dengan rakyat banyak, termasuk yang diwakili 
oleh lembaga parlemen. Jika sebelumnya orang mengidealkan konsep 
negara jaga malam, negara      fungsinya yang terbatas, maka pada abad ke 
-20 orang mengidealkan konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang 
memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih luas 
dibandingkan dengan konsep negara      jaga malam.  
 Jika sebelumnya orang mengagungkan doktrin “  the best government 
is the least government, maka dalam konsep welfare state  orang 
mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara  yang lebih 
besar untuk menyejaterahkan rakyat banyak. Sehingga putusan Mahkamah  
Konstitusi yang bersifat positive legislature  tidak dapat dipandang sebagai 
fungsi legislasi dan mengintervensi lembaga legislatif , namun hal tersebut 
dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan 
yang merupakan nafas dari kekuasaan kehakiman.  
 Pada hakikatnya kita dapat menilai bahwa hal tersebut memang 
meneyerupai fungsi legislasi atau eksekutif, namun hal tersebut merupakan 
sebuah pelaksanaan fungsi pengadilan yang semakin dinamis di masa 
sekarang.  
 Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana Hans Kelsen memprediksi 
pengadilan akan bertindak sebagai legislator spesipik   maka dalam hal ini 
146 
 
Hans Kelsen pun telah memberikan batasan bagi pengadilan dalam hal 
kebebasan Hakim menentukan norma dalam putusannya yang tidak diatur 
oleh undang-undang, yaitu Pertama, suatu kasus konkret yang tidak diatur 
oleh undang-undang, dan batasan kedua, adalah ketika aplikasi hukum yang 
ada akan menjadi tidak adil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh 
hukum itu sendiri dalam hal ini tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. 
 Namun kapan seharusnya hakim membuat suatu norma dalam 
putusannya sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum  yang 
ada adalah sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun 
politik.  
 Di sisi lain, legislatifpun seharusnya menyadari kemungkinan bahwa 
peraturan perundang-undangan yang dibuat mungkin dalam beberapa kasus 
menjadi tidak adil atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Hal ini 
karena legislator tidak dapat melihat semua kasus konkret yang mungkin 
dapat terjadi. Maka seharusnya memang mengotorisasi  organ pelaksana 
hukum  untuk tidak mengaplikasikan peraturan perundang-undangan  yang 
dibuat tersebut, tetapi  membuat suatu norma  baru dalam kasus dimana 
pelaksanaan undang-undang yang dibuat legislatif tersebut  memiliki hasil 
yang tidak memuaskan dan tidak berdasarkan keadilan. 
 Kesulitannya adalah bahwa tidak mungkin menentukan sebelumnya 
kasus-kasus yang akan menjadikan hakim bertindak menyerupai fungsi 
legislator. Jika legislator dapat mengetahui kasusnya, maka dia akan dapat 
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memformulasikan peraturan perundang-undangan sehingga mengotorisasi  
tindakan hakim sebagai legislatif adalah berlebih-lebihan. Hakim diotorisasi 
untuk bertindak sebagai legislatif jika aplikasi undang-undang yang ada 
terlihat tidak adil. Memberikan terlalu banyak keleluasaan terhadap hakim 
karena mungkin hakim menemukan banyak kasus konkret dimana peraturan 
perundang-undangan  yang ada yang dibuat oleh legislator tidak cocok. 
 Formula tersebut menurunkan sebagian besar legislator menjadi 
urusan hakim. Dari fakta di atas dapat diuaraikan bahwa dalam sistem di 
Eropa, baik di Jerman ataupun di negara-negara lain tidak terlalu merasa 
perlu terikat pada paham orisinalisme dalam memahami norma-norma dasar 
yang terkandung dalam konstitusi. 
 Meskipun ketentuan dan prisnip-prinsip dasar penafsiran yang 
dipergunakan di beberapa  negara  tersebut sama sekali berbeda. Kritik 
terhadap tindakan yang di ambil oleh Mahkamah  Konstitusi ini pun menuai 
banyak protes yang dilayangkan oleh sebagian dari mereka yang tidak 
paham dengan dunia hukum. Di Prancis misalnya, dewan Konstitusi kadang-
kadang dikritik karena dinilai telah berkembang terlalu jauh melampaui apa 
yang telah ditentukan  oleh konstitusi. Beberapa putusan yang diambil dinilai 
kontroversial dan berada di luar prinsip dan aturan konstitusi.  
 Sementara itu, di Jerman kritik semacam itu juga berkembang. Ada 
yang mengatakan bahwa Mahkamah  Konstitusi membuat penafsiran-
penafsiran yang terlalu jauh dengan menerapkan metode atas dasar nilai-
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nilai, seperti martabat kemanusian, dan lain-lain yang memang terkandung 
dalam sebagai norma dasar dalam konstitusi. Mahkamah  Konstitusi Jerman 
juga sering dianggap memberikan penafsiran– penafsiran yang sedemikian 
rupa sehingga lingkup pengertian hak-hak konstitusional mencakup 
pengertian yang semakin luas.  
 Jika dilakukan kajian komparatif, saat ini kewenangan Mahkamah  
Konstitusi diberbagai negara    terus mengalami perluasan dengan 
meninggalkan kewenangan tradisionalnya. Selain contoh – contoh yang telah 
dikemukan  di atas, data lain menunjukkan perkembangan yang jauh lebih 
ekstrim misalnya, dalam rancangan perubahan konstitusi Azerbajian, 
konstitusi memberikan kekuasaan kepada Mahkamah  Konstitusi untuk 
membubarkan parlemen, jika parlemen secara berulang kali menetapkan 
undang-undang yang melanggar konstitusi.  
 Begitu pula halnya dengan Mahkamah  Kosntitusi Rusia, organ ini 
memiliki kewenangan dalam hal mengajukan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan kewenangannya. Sedangkan Mahkamah  Konstitusi 
Thailand, diberi kewenangan untuk menyetujui rekomendasi Komisi 
Pemberantasan Korupsi.  
 Mekanisme tersebut dapat digunakan Mahkamah  dalam mengusulkan 
kepada Perdana Menteri agar tidak mengakat seorang pejabat publik. Hal 
tersebut dilakukan karena pejabat publk tersebut diperkirakan telah membuat 
laporan kekayaannya secara tidak benar. Persoalan kewenangan yang 
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seerupa ini penting dikemukan untuk memahami perkembangan tugas politik 
Mahkamah  Konstitusi di masa-  masa yang akan datang.  
 
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang digunakan Mahkamah   
Konstitusi dalam Putusan yang Bersifat Positive Legislature   
 Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat fundamental untuk 
menyelesaikan perkara, sebab dengan putusan tersebut akan melahirkan 
kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan. Gustav Radbruch 
mengemukakan bahwa seharusnya dalam suatu putusan mengandung idée 
des recth atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), 
kepastian hukum (rechtsicherheid), dan kemanfaatan (zweekmasikeit). 
Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin harus diakomodir dalam suatu 
putusan secara proporsional agar putusan mencerminkan tegaknya hukum 
dan keadilan.  49  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi bukan saja akan mewakili nilai 
intelektual dan kearifan dari hakim konstitusi yang memutusnya, namun akan 
menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah 
konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang, karena 
perlu dipahami bersama bahwa putusan Mahkamah  Konstitusi mempunyai 
                                                             
49 Bambang sutiyoso,Hukum Acara Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia upaya membangun 
kesadaran dan pemahaman kepada public akan hak-hak Konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan 
dan dipertahankan melalui Mahkamah  Konstitusi,citra aditya bakti,Bandung,2008.hlm 117 
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dua arti penting: (i) secara sempit,  putusan Mahkamah  Konstitusi dapat 
dipahami sebagai media untuk menyelesaikan suatu perkara yang 
menyatakan suatu aturan tidak mengikat secara hukum karena telah 
bertentangan dengan konstitusi atau menyatakan seseorang terlanggar hak-
haknya yang dijamin dalam undang-undang ataupun Konstitusi, dalam hal ini 
biasa juga dikategorikan putusan dalam arti formal. (ii) dalam arti luas 
putusan Mahkamah  Konstitusi adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan 
pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan 
pengetahuan hukum sehingga putusan akan mengandung nilai-nilai 
akademik, logis dan yuridis.  
 Selain itu juga putusan pengadilan merupakan sebuah pranata sosial 
karena memiliki fungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat secara luas 
melalui kaidah hukum yang diaturnya, bahkan secara lebih dalam lagi, suatu 
putusan dapat dikatakan sebagai media perubahan sosial .  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi harus dapat menimbulkan efek yang 
positif terhadap kehidupan masyarakat pada saat ini dan di masa yang akan 
datang, karena jamak kita pahami bahwa putusan merupakan sumber 
hukum formil atau yang lazim dikenal dengan yurisprudensi yang sudah 
barang tentu dikemudian hari menjadi dasar dan alasan para hakim yang 
lain dalam memutuskan suatu perkara.  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi setelah diucapkan akan mengikat  
secara yuridis kepada seluruh masyarakat Indonesia maka tidak salah ketika 
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ada yang mengatakan putusan Mahkamah  Konstitusi adalah putusan yang 
terakhir dan mengikat (final and binding) serta berkeadaban. 
 Secara sosiologis putusan Mahkamah  Konstitusi juga mengikat setiap 
orang baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena pada 
hakikatnya setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap 
orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang juga 
diwajibkan untuk menghormati hukum.   
 Setelah putusan Mahkamah  Konstitusi menjadi dokumen negara, 
maka pada saat itu pula kekuatan eksekutorial dalam putusan itu ada. Titel 
eksekutorial terletak pada irah-irah yang tercantum dibagian kepala putusan 
yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan tuhan yang maha Esa”  termasuk 
di dalammnya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 yang memuat norma baru 
tentang kriteria dan persyaratan pemilih pada Pemilu Presiden 2009 silam.   
Pada hari senin 6 Juli 2009 Mahkamah  Konstitusi kembali menggemparkan 
dunia hukum dan politik dengan lahirnya putusan yang kontroversial namun 
patut diapresiasi. putusan yang merupakan bagian dari menegakkan 
supremasi Konstitusi  dan demokrasi serta demi menegakkan keadilan 
substantif.  
 Putusan tersebut bernilai Kntroversial oleh sebagian besar kalangan, 
sebab Mahkamah  Konstitusi melekatkan seperangkat norma pada amar 
putusannya yang menentukan kriteria dan persyaratan pemilih pada pemilu 
2009 lalu, sejatinya Mahkamah  Konstitusi hanyalah sekedar menguji 
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undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dalam pengujian tersebut yang 
dapat dilakukan hanyalah dengan menbatalkan suatu aturan, atau 
menyatakan suatu aturan bertentangan dengan Konstitusi atau tidak. 
Mahkamah  Konstitusi sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk 
menambahkan norma baru (Rechtvorming) dalam amar putusannya yang 
sifatnya mengatur ketika melihat kewenangan Mahkamah  Konstitusi 
sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang 
Mahkamah  Konstitusi No. 8 tahun 2011.  
 Senada dengan hal tersebut mantan ketua Mahkamah  Konstitusi 
Mahfud MD pernah menyampaikan sepuluh rambu yang harus ditaati oleh 
Mahkamah  Konstitusi  dalam menjalankan kewenangannya, di antara 
kesepuluh rambu tersebut salah satu pointnya adalah “dalam melakukan 
pengujian MK tidak boleh membuat Putusanyang mengatur”.50 
                                                             
50 Sepuluh Rambu yang harus ditaati oleh Mahkamah  Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya 
yaitu : 
(1)Dalam melakukan pengujian MK tidak boleh membuat Putusan yang bersifat mengatur; (2) dalam 
membuat Putusan MK tidak boleh membuat ultra petita; (3) dalam membuat Putusan Mk tidak boleh 
menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan terhadap undang-undang lainnya; (4) dalam 
membuat Putusan MK tidak boleh mencampuri masalah yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 
kepada lembaga Legislatif  untuk mengaturnya dengan undang-undang sesuia dengan pilihan politiknya 
sendiri; (5) dalam membuat Putusan Mk tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak jelas dianut 
oleh Konstitusi (6) dalam melakukan pengujian MK tidak boleh melanggar asas nemo judex in causa 
sua, yakni memmutus hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri (7) hakim MK tidak boleh 
berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa 
MK,termasuk diseminar dan pidato resmi;(8) hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan 
menganjurkan siapapun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK; (9) hakim Mk tidak 
boleh secara pro aktif menawarkan diri sebagai penengah dalam siding sengketa politik antar 
lembaga-lembaga politik; (10) MK tidak boleh ikut memuat opini public tentang eksistensi atau 
tentang baik atau buruknya UNDANG-UNDANGD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau 
dipertahankan atau mengubah adalah urusan lembaga lain yang berwernang. Lihat dalam Mahfud 
MD, Konstitusi dan hukum, dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta,2009.hlm 278. 
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  Namun, Proses mengadili Mahkamah  Konstitusi bukan hanya 
berkaitan dengan penalaran dan olah pikir secara ilmiah yang hanya 
beracara berdasarkan kepada apa yang menjadi kewenangannya dalam 
aturan yang telah ditetapkan, namun memerlukan sentuhan perasaan dan 
hati nurani pada saat menentukan kenyakinan dalam dirinya serta 
pertimbangan lain yang dianggap memiliki nilai keadilan, kepastian dan 
kemanfaatan yang tinggi dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian 
of constitusional rights of citizen. 
 Mahkamah  Konstitusi merupakan peradilan yang khusus mengadili 
perkara-perkara ketatanegaraan sebagaimana kewenangannya tercantum 
dalam pasal 24C UUD NRI 1945, sejak kelahirannya pasca amandemen 
UUD NRI 1945 telah banyak menuai pujian dan juga kritikan, tentu saja 
karena putusan yang dikeluarkan dinilai oleh sebagian kalangan sering 
bernilai kontroversial dimata masyarakat Indonesia yang salah satunya 
adalah yang menjadi pembahasan kita saat ini.  
 Namun, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa dalam 
memutus suatu perkara yang dimohonkan, hakim tidak hanya bertindak 
sebagai corong undang-undang yang sekedar menafsirkan apa yang tertulis 
dalam undang-undang tersebut, tetapi  hakim justru harus menggali nilai-nilai 
keadilan yang ada, karena ketika hakim  hanya berpatokan pada undang-
undang hal ini tidak sesuai dengan desain yang di inginkan dalam UUD NRI 
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1945 yang menginginkan kekuasaan kehakiman  harus bebas dan merdeka 
untuk menegakkan hukum dan keadilan.  
 Kebebasan yang dimaksud tidak hanya terletak pada bebas dari 
intervensi pemerintah atau pihak ekstra Yudisial lainnya, akan tetapi 
kebebasan yang dimaksud pula adalah bebas untuk menggali nilai-nilai lain 
yang hidup dalam masyarakat demi untuk menegakkan hukum dan keadilan.  
Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 merupakan Putusan atas permohonan 
pemohon dalam pengujian pasal 28 dan pasal 111 ayat (1) undang-undang 
No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terhadap 
UUD NRI 1945. Adapun pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UNDANG-
UNDANG No. 42 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi : 
 Pasal 28 “ untuk dapat menggunakan hak memilih,warga negara 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 27 harus terdaftar sebagai 
pemilih.  
 Pasal 111 (1) “ Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di 
TPS meliputi : 
a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang 
 bersangkutan; dan 
b.  Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.  
 Dalam putusan tersebut sebuah langkah hukum baru dalam rangka 
penyelamatan terhadap hak-hak konstitusional tepatnya hak politik dalam 
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penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 silam. Warga negara yang kemudian 
dijamin hak-hak politiknya  dalam konstitusi tepatnya Pasal 27 ayat (1) serta 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang selengkapnya  
berbunyi : 
 Pasal  27 ayat (1) “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  
 Pasal 28D ayat (1) “ berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.  
 Pasal 28D (3) “ setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan  
 Jaminan Konstitusional tersebutlah yang mendasari permohonan 
diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono.  Selain jaminan 
Konstitusional tersebut hal tersebut juga telah dijaminMoleh beberapa 
hukum positif baik nasional maupun internasional yaitu,  Putusan Mahkamah  
Konstitusi No. Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, Pasal 
1 ayat 1 dan  27 undang-undang No. 42 tahun 2008, Pasal 43 undang-
undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 25 kovenan 
internasional tentang hak-hak sipil dan politik, serta pasal 21 Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia.   
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 Persoalan hak politik memang merupakan persolan yang paling 
fundamental dalam suatu negara , Sebagaimana kita ketahui bahwa  yang 
mendasari revolusi kenegaraan pada abad pertengahan adalah 
terabaikannya hak-hak politik pada saat itu.hak politiklah  yang menjadi 
landasan transformasi sistem pemerintahan dari Monarchi menuju 
Demokrasi.   
 Lahirnya demokrasi sebagai buah dari revolusi bangsa-bangsa eropa 
yang dipelopori kaum aristrokrat seperti Jhon Locke, dan Jean Jacob 
Rousseau. Maka demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan sangat 
mengedepankan hak-hak politik warga negaranya, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Janedri M. Gaffar Sekretaris Jenderal Mahkamah  
Konstitusi,  bahwa HAM dan demokrasi bagaikan dua sisi mata pisau, disatu 
sisi HAM merupakan prasyarat demokrasi, dan disisi lain Demokrasi tanpa 
HAM merupakan Barbar.  
 Dalam amar putusan Mahkamah  Konstitusi menyatakan bahwa : 
“Permohonan para pemohon terhadap Pasal 28 dan pasal 111 undang-
undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
beralasan hukum, namun Mahkamah  menilai bahwa permohonan para 
pemohon adalah Konstitusional bersyarat (conditionally constitusional ) 
sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar 
dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. 
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 Dalam amar putusannya, Mahkamah  Konstitusi menyatakan 
mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dan menyatakan 
Pasal 28 dan Pasal 111 undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional Sepanjang dimaknai atau 
diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Norma 
baru yang yang ditambahkan Mahkamah  Konstitusi dalam amar putusannya 
adalah : 
 “Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga 
negara      Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan 
hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 
berlaku  atau Paspor yang masih berlaku  bagi warga negara Indonesia yang 
berada di luar negeri.”   
 Pada hakikatnya ketika kita mengacu pada putusan di atas ada dua 
hal yang menjadi perhatian utama yaitu (i) amar putusan yang menyatakan 
bahwa : “……Mahkamah  menilai bahwa permohonan para pemohon adalah 
konstitusional; bersyarat (conditionally constitusional ) sepanjang tidak 
menghilangkan hak pilih warga negara  yang tidak terdaftar dalam DPT 
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”.  (ii) adanya norma 
baru yang ditambahkan pada amar putusan tersebut yang berbunyi :  
“Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara      
Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya 
dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 
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atau Paspor atau Paspor yang masih berlaku  bagi warga negara  Indonesia 
yang berada di luar negeri.”   
 Sebenarnya adanya klausul konstitusionalitas bersyarat pada putusan 
tersebut bukanlah hal yang baru dalam putusan Mahkamah  Konstitusi 
sebab sudah beberapa putusan Mahkamah  Konstitusi yang menyatakan 
permohonan pemohon diterima dengan konstitusionalitas bersyarat. 
51Namun ketika kita mengacu pada undang-undang No 8 tahun 2011 
Tentang Mahkamah  Konstitusi hanya menyebutkan bahwa putusan 
Mahkamah  Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 
1945 dapat berbentuk salah satu dari tiga (3) jenis amar Putusan, yaitu : 
Dikabulkan, Ditolak dan Tidak dapat diterima.  
 Pasal 56  
(1)Dalam hal Mahkamah  Konstitusi berpendapat bahwa pemohon 
dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan 
tidak dapat diterima. 
(2)Dalam hal Mahkamah  Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan  
(3)Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Mahkamah  Konstitusi menyatakan tegas materi muatan ayat,  Pasal, 
                                                             
51 Lihat Putusan Mk No. 102/PUU-VII/2009 
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dan/atau undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang 
Dasar Negara      Republik Indonesia Tahun 1945. 
(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang 
Dasar Negara      Republik Indonesia Tahun  1945 amar putusan 
menyatakan permohonan dikabulkan. 
(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik 
mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, 
amar putusan menyatakan permohonan ditolak. 52 
 Dalam Pasal tersebut di atas tampak jelas bahwa amar putusan dalam 
putusan Mahkamah  Konstitusi hanya terdiri dari tiga jenis amar putusan, 
namun dalam praktinya kemudian Mahkamah  Konstitusi dalam memutus 
beberapa perkara terdapat 6 (enam ) jenis amar putusan Mahkamah  
Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, 
yakni :  
1. Dikabulkan; 
2. Dikabulkan keseluruhan;  
3. Dikabulkan untuk sebagian;  
4. Ditolak;  
                                                             
52 Lihat undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah  Konstitusi  
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5. Ditolak (dengan syarat konstitusional tertentu);dan 
6. Tidak dapat diterima.  
 Yang menarik dalam putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 adalah 
putusan yang amar putusannya memberikan syarat konstitusionalitas atau 
menyatakan pasal yang diajukan untuk diuji kosntitusionalitas sepanjang 
dimaknai atau diartikan tidak menghilangkan hak kosntitusional warga 
negara dalam memilih, konstitusinalitas bersyarat  (conditionally 
constitusional).  
  Pada intinya konstitusinalitas bersyarat  (conditionally constitusional) 
adalah Putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang 
tidak bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan 
kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan undang-
undang yang sudah diuji tersebut, namun apabila syarat tersebut tidak dapat 
dipenuhi maka ketentuan undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat 
diajukan kembali untuk diuji oleh Mahkamah  Konstitusi. 
 Dalam hal putusan Mahkamah  Konstitusi yang konstitusionalitas 
bersyarat,  ketika syarat yang ditentukan oleh Mahkamah  Konstitusi dalam 
amar putusannya tidak dipenuhi maka hal tersebut dapat diujikan kembali ke 
Mahkamah  Konstitusi. Syarat yang dimaksud adalah bahwa “sepanjang 
tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT 
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. 
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 Selain itu, kita juga dapat melihat suatu amar putusan yang kemudian 
memuat norma baru (rechtvorming) dalam putusan tersebut, padahal ketika 
kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Hans Kelsen dalam 
bukunya “The General Theory law an state” bahwa peradilan hanya 
berwenang menyatakan suatu norma kemudian bertentangan dengan 
Konstitusi atau menyatakan norma tersebut tidak dapat mengikat secara 
hukum. 
  Akan tetapi perlu juga kita mengacu pada latar belakang atau dasar 
filosofi pembentukan Mahkamah  Konstitusi di tanah air yang salah satunya 
adalah perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, maka 
dengan hal tersebut menjadi sebuah realitas yang patut untuk 
dipertimbangkan keduanya.   
 Menurut penulis, dalam hal Mahkamah  Konstitusi menyatakan suatu 
undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dalam artian suatu 
undang-undang atau Pasal tidak berlaku lagi, maka hal demikian juga 
merupakan suatu norma baru yang dibuat oleh Mahkamah  Konstitusi. 
 Sebab, dengan meniadakan suatu pasal atau undang-undang maka 
norma baru yang kemudian muncul adalah aturan tersebut tidak dapat 
mengikat lagi. Bahkan kemudian sejak dahulu lembaga peradilan telah 
membuat norma baru misalnya, dalam kasus perceraian yang kemudian 
diputus oleh Pengadilan Agama, norma baru yang kemudian muncul adalah 
pasangan suami istri yang dulunya sebelum jatuhnya putusan majelis hakim 
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mempunyai ikatan yaitu suami istri namun setelah majelis hakim 
memutuskan perceraiannya maka diantara mereka sudah tidak terdapat lagi 
ikatan yang disebut ikatan lahir batin (suami istri).  
 Persoalannya adalah, Mahkamah  Konstitusi dalam putusan MK No. 
102/PUU-VII/2009,  yang menyatakan warga negara yang belum terdaftar 
dalam DPT dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 
dan Paspor yang masih berlaku bagi warga negara  Indonesia yang berada 
di luar negeri, ditulis dalam amar putusannya. Yang dimana menurut 
undang-undang Mahkamah  Konstitusi amar itu hanya terdiri dari tiga (3) 
jenis sebagaimana yang telah penulis sebutkan diatas.  
 Memang dalam konteks ini, kita pahami secara bersama bahwa 
putusan Mahkamah  Konstitusi yang menyelamatkan hak politik warga 
negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan warga Indonesia 
yang berada diluar negeri untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2009 
adalah hal yang sangat perlu diapresiasi  karena Mahkamah  Konstitusi  
telah menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak-hak Konstitusional 
warga negara (the guardian of constitusional rights ), namun yang menjadi 
persolan adalah tidak adanya singkronisasi dan harmonisasi antara undang-
undang tepatnya Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah  
Konstitusi dengan pelaksanaan hukum acara Mahkamah  Konstitusi, 
mengapa  penulis beranggapan demikian, sebab Mahkamah  Konstitusi 
terlihat  begitu entengnya mengeyampingkan undang-undang dalam 
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pelaksanaan kewenangannya, sehingga banyak kecaman atau pengaruh 
dari kekuatan ekstra yudisial bahwa Mahkamah  Konstitusi telah menjadikan 
dirinya sebagai lembaga yang superbody yang berlindung dari 
kewenangannya.  
 Disatu sisi kita harus menghargai dan mengapresiasi putusan tersebut 
namun di sisi lain sebagai insan yuris sudah selayaknya hal tersebut harus 
diberikan solusi secara structural, maksudnya adalah adanya perubahan 
undang-undang tepatnya undang-undang Mahkamah  Konstitusi yang 
dianggap terlalu kaku dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah  
Konstitusi, tepatnya dalam Pasal yang mengatur mengenai amar putusan 
Mahkamah  Konstitusi.  
 Menurut hemat Penulis sudah selayaknya amar Putusan dalam 
undang – undang  Mahkamah  Konstitusi diperlebar menjadi enam (6) 
sebagaimana yang telah kami paparkan di atas  amar sebagaimana yang 
telah Penulis paparkan diatas, yaitu meliputi: 
a. Dikabulkan; 
b. Dikabulkan keseluruhan;  
c. Dikabulkan untuk sebagian;  
d. Ditolak;  
e. Ditolak (dengan syarat Konstitusional tertentu);dan 
f. Tidak dapat diterima.  
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 Sebab melihat track record Mahkamah  Konstitusi selama ini dalam 
memutus perkara yang dalamnya amar putusannya di luar dari yang 
ditentukan oleh undang-undang Mahkamah  Konstitusi selalu mencakup apa 
yang disebut oleh Gustav Radburch sebagai cita hukum, yaitu keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian.  
 Terkait dengan adanya Putusan yang Konstitusional bersyarat, maka 
hal serupa juga diterapkan oleh beberapa Mahkamah  Konstitusi di dunia. 
Seperti pada kewenangan Mahkamah  Konstitusi Hungaria. Dalam 
menjalankan kewenangannya Mahkamah  Konstitusi Hungaria juga memiliki 
kewenangan pengujian Konstitusioanlitas, dalam konteks kewenangan 
menguji undang-undang  yang telah berlaku, Mahkamah  Konstitusi 
Hungaria dapat melakukan berbagai penafsiran dari aneka sudut pandang 
yang sangat bervariasi.  
 Dalam amar Putusan tahun 1993, Mahkamah  Konstitusi menyatakan 
sebagai akibat dari uji Konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah  dalam 
putusannya dapat menentukan persyaratan konstitusionalitas apa saja yang 
tidak dipenuhi oleh undang-undang tersebut.  
 Dalam praktek yang berlaku dan berkembang dewasa ini, Mahkamah  
Konstitusi menggunakan instrument tersebut, ketika pembatalan secara 
langsung dapat memulihkan keluhan yang didalilkan oleh pemohon.  Namun 
putusan ini dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Artinya, 
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mahkamah  mungkin saja membatalkan undang-undang tersebut secara 
keseluruhan. Meskipun hal demikian tidak dituntut oleh pemohon.  
 Berkenaan dengan putusan model ini, suatu ketentuan yang dinilai 
tidak konstitusional dapat dibatalkan melalui cara menentukan terlebih 
dahulu constitusional content  dari norma hukum tersebut. 
 Putusan yang mengandung persyaratan konstitusional diarahkan 
masing-masing kepada legislator dan pemerintah sebagai 
eksekutor.undang-undang tersebut. Pada saat mahkamah  merusmuskan 
persyaratan konstitusional maka secara aktual hakim konstitusi sebenarnya 
telah menetapkan kewajiban essensial dari kekuasaan legislatif dalam 
mengatur aneka persoalan melalui undang-undang.  
 Artinya, pengaturan suatu hal yang dituangkan ke dalam produk 
legislasi harus berada dalam kerangka kosntitusional. Oleh karena itu, dalam 
menguji sejumlah perkara, Mahkamah  Konstitusi selalu memperluas 
aktivitasnya.  
 Perluasan peranan Mahkamah  berlangsung ketika organ pengawal 
konstitusi mengawasi tingkat konstitusionalitas penerapan norma-norma 
hukum tersebut. Dengan kata lain, suatu undang-undang secara normatif 
dapat dipandang konstitusional, namun karena akibat hukum dari 
penerapannya tidak sesuai dengan Konstitusi, maka undang-undang 
tersebut dapat dikatakan tidak konstitusional.  
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 Kewenangan  yang hampir sama dimiliki oleh Mahkamah  Konstitusi 
Hungaria, dalam kewenangannya yang disebut dengan corrective revision.  
Artinya Mahkamah  memerintahkan kepada parlemen untuk melakukan 
perbaikan berdasarkan apa yang tercantum dalam putusan Mahkamah , 
perbaikan yang dilaksanakan oleh legislatif setelah dikoreksi mahkamah, 
terjadi setelah pembatalan sebagian-sebagian ataupun keseluruhan atas 
undang-undang yang dimaksud.  
 Sebab itu,  bagi Mahkamah  Konstitusi Hungaria, dalam kenyataannya 
organ ini menafsirkan kompetensi tersebut secara ekstensif. Dengan cara 
menetapkan kelalaian konstitusional tidak semata-mata berakibat dari 
persoalan bahwa parlemen telah menbentuk undang-undang tidak sesuai 
dengan ketentuan konstitusi. 
  Namun, mahkamah  juga dapat menilai Komprehensivitas sistem 
pengaturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Karena itu 
mahkamah  akan memberi solusi konstitusional, dan pada saat yang 
bersamaan mewajibkan parlemen untuk bertindak sesuai petunjuk-petunjuk 
konstitusional, sebagaimana telah dituangkan dalam putusan Mahkamah .  
 Sepanjang penelusuran Penulis, terkait adanya amar putusan 
Mahkamah  Konstitusi yang di uar dari amar yang telah diatur dalam 
undang-undang Mahkamah  Konstitusi pertama kali diperkenalkan oleh 
Mahkamah  Konstitusi  dalam putusan perkara No. 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan putusan perkara No. 008/PUU-III/2005 ,mengenai pengujian  
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undang-undang Sumberdaya Air yaitu  undang-undang No. 7 tahun 2004 
tentang Sumberdaya Air . 
  Di sinilah cikal bakal dari putusan Mahkamah  Konstitusi yang memuat 
konstitusinalitas bersyarat  (conditionally constitusional) pada amar 
putusannya, dan selanjutnya beberapa putusan Mahkamah  Konstitusi 
lainnya sebagaimana yang tergambarkan pada tabel di bawah ini.  
Daftar putusan konstitusinalitas bersyarat  (conditionally constitusional) dan 
unconstitusional Mahkamah  Konstitusi dalam pengujian  undang-undang 2003 sampai 
September  2011 
No No. putusan  Perihal  
1 No. 058-059-060-
063/PUUII/2004 dan 
No. 008/PUU-III/2005   
Pengujian  undang-undangNo.7 Tahun 2004 Tentang 
Sumberdaya Air   
2 No. 019-020/PUU-
III/2005 
Pengujian  undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia diluar Negeri  
3.  No. 003/PUU-IV/2006 Pengujian  undang-undangNo 31 Tahun 1999 jo 
UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
4 No. 006/PUU-IV/2006 Pengujian  undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang 
Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi  
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5 No. 005/PUU-V/2007 Pengujian  undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah  
6 No. 018/PUU-V/2007 Pengujian  undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia  
7 No.021-022/PUU-
V/2007 
Pengujian  undang-undang No. 25 tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal  
8 No. 003/PUU-VI/2008 Pengujian  undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan  
9 No. 010/PUU-VI/2008 Pengujian  undang-undang No.10 tahun 2008 Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
10  No. 013/PUU-VI/2008 Pengujian  undang-undang No. 16 tahun 2008 Tentang 
Perubahan atas  undang-undang No. 45 Tahun 2007 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara      
Tahun 2008  
11 No. 054/PUU-VI/2008 Pengujian  undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang 
Perubahan atas  undang-undang No 11 tahun 1995 
tentang cukai.  
12 No. 004/PUU-VII/2009 Pengujian  undang-undang No.10 tahun 2008Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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13 No. 101/PUU-VII/2009  Pengujian  undang-undang No. 18 Tahun 2003 
Tentang Advokat  
14 No. 102/PUU-VII/2009 Pengujian  undang-undang No. 42 tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden  
15  No.110-111-112-
113/PUU- VII/2009 
Pengujian  undang-undang No.10 tahun 2008 Pemilu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
16  No. 115/PUU-VII/2009 Pengujian  undang-undang No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan  
17  No. 117/PUU-VII/2009 Pengujian  undang-undang No. 27 Tahun 2009 
Tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD 
18  No. 133/PUU-VII/2009  Pengujian  undang-undang No. 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Kurupsi  
19 No. 006-013-020/ PUU-
VII/2010 
Pengujian  undang-undang No. 4/PNPS/1963 Tentang 
Penggunaan Barang-Barang Cetakan Yang Isinya 
dapat Menggangu ketertiban Umum junto  undang-
undang No. 65 tahun 1969 Tentang Pernyataan 
Berbagai penetapan  Presiden dan  Peraturan 
Presiden Sebagai  undang-undang.  
20 No. 027/PUU-VIII/2010 Pengujian  undang-undang No. Pengujian  undang-
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undang No.10 tahun 2008 Pemilu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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No. 049/PUU-VIII/2010 
Pengujian  undang-undang No. 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Tabel 1.1   Daftar putusan Mahkamah  Konstitusi yang konstitusional 
bersyarat  
  Melihat fakta emperikal berdasarkan data pada Tabel di atas memang 
sudah selayaknya undang-undang tentang Mahkamah  Konstitusi memuat 
amar putusan yang telah dipaparkan sebelumnya, karena kualitas putusan 
Mahkamah  Konstitusi yang memuat konstitusionalitas bersyarat memang 
semata-mata menjaga kemurnian konstitusi dan menjaga hak-hak 
konstitusional warga negara  serta mengedepankan keadilan substantif.  
 Selain itu, ketika berkaca pada Mahkamah  Konstitusi Austria yang 
juga bisa membatalkan sebagian dari Pasal dalam  undang-undang dengan 
mengajukan syarat konstitusionalitas, dalam artian bahwa Mahkamah  
Konstitusi Austria  juga menerapkan amar putusan yang dapat diterima 
sebagian atau diterima dengan syarat konstitusionalitas, selain  undang-
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undang  Mahkamah  Konstitusi Austria juga menerapkan hal demikian pada 
produk pemerintah semisal peraturan pemerintah, atas dasar komparasi 
demikian dan melihat efektivitas dari Putusan Mahkamah  Konstitusi yang 
selama ini maka sudah seharusnya  undang-undang Mahkamah  Konstitusi 
mengakomodir adanya amar putusan yang yang terdiri dari 6 (enam) 
sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya.   
 Salah bukti kualitas putusan Mahkamah  Konstitusi yang isi 
putusannya adalah konstitusionalitas bersyarat (conditionally Constitusional ) 
adalah pada Putusan MK No.102/PUU-VII/2009, dimana Mahkamah  
Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas pengujian  
undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden.  
  Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan Pasal  28 dan Pasal 111 
ayat (1) undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon, 
khususnya hak memilih  pada Pasal 28   undang-undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan “ untuk dapat 
menggunakan hak memilih, warga negara      Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih.”  Sementara Pasal 
111 ayat (1) undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden Menyatakan, “ pemilih yang berhak mengikuti 
pemungutan  suara di TPS meliputi ;(a) pemilih yang terdaftar pada daftar 
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pemilih tetap  pada TPS yang bersangkutan;dan (b) pemilih yang terdaftar 
pada daftar pemilih tambahan.”  
  Para pemohon terancam tidak dapat menggunakan hak memilih dalam 
Pilpres yang digelar tanggal 8 Juli 2009 oleh karena namanya tidak 
tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 53  Padahal hak memilih 
merupakan pengejewantahan dari Pasal 27, Pasal 28 (1) dan (3) UUD NRI 
1945, sehingga kalau hal tersebut dibatasi maka sama saja negara telah 
melanggar hak-hak asasi warga negara  yang dijamin oleh konstitusi sebagai 
sebuah kesepakatan bersama.  
 Menurut pemohon,  kesalahan atau kelalaian penyelenggara pemilu, 
pada konteks ini dalam menyusun DPT,seharusnya tidak ditimpahkan 
akibatnya kepada warga negara, karena menyebabkan warga negara      
kehilangan hak pilihnya. Sebab, dalam hal warga negara  terdaftar sebagai 
Pemilih merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
yang diotoritasi oleh negara sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga ketika 
ada warga negara yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
bukanlah kesalahan dari warga negara, akan tetapi merupakan tugas dan 
tanggung jawab dari KPU yang tidak dilakukan secara maksimal.  
 Padahal, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih 
(right to vote and right to be candidate ) adalah hak yang dijamin oleh 
Konstitusi, undang-undang, maupun konvensi Internasional. 
                                                             
53 Lihat Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 
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 Karena itu pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan 
hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.  
Atas dasar demikian pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 28 dan Pasal 
111 ayat (1) undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 
28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, maka pemohon dalam petitum 
permohonannya meminta agar :  
 Menyatakan Pasal 28  undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (lembaran negara    Republik  Indonesia 
tahun 2008 Nomor 176, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 4924)   bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat; dan menyatakan Pasal 111  undang-undang No. 
42 tahun 20008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (lembaran 
negara Republik  Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 4924)   bertentangan dengan UUD NRI 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya 
menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang 
tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 
17   tahun dan/atau sudah kawin.” 
  Salah satu pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Mahkamah  
Menyatakan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan 
sebagai hak asasi manusia dan hak Konstitusional warga negara ( 
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constitusional rights of citizen ) sehingga oleh karenanya hak konstitusional 
tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan 
prosedur administratif apapun, dalam hal ini mempersulit waga negara  untuk 
menyatakan hak pilihnya.  
 Mahkamah  Konstitusi menilai bahwa ketentuan yang mengharuskan 
warga negara   terdaftar sebagai pemilih dalam DPT adalah lebih merupakan 
prosedur administratif semata dan karenanya pula tidak boleh hal yang 
bersifat administratif tersebut menafikan hal-hal yang bersifat substansial, 
yang dalam hal ini adalah hak warga negara  untuk memilih (right to vote ) 
dalam Pilpres.    
 Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 adalah putusan yang lahir tepat 
pada tanggal 6 Juli 2009 ( dua hari menjelang Pilpres 2009), sehingga dalam 
jangka waktu dua hari tersebut adalah waktu yang dipertimbankan sangat 
mendesak untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan 
pemutakhiran data pemilih, maka dengan alasan dan pertimbangan 
demikianlah maka Mahkamah  Konstitusi memuat norma baru (rechtvorming) 
dalam putusannya yang bertujuan untuk menyelamatkan hak-hak 
konstitusional warga negara, sebab ketika tidak ada aturan yang menjelaskan 
terkait dengan kriteria  warga negara   pasca putusan tersebut akan 
menimbulkan kekosongan hukum (rechtvacuum), maka dengan dasar 
tersebut Mahkamah  Konstitusi  memuat norma baru (Rechtvorming) yang 
memuat mengenai Kriteria warga negara  yang dapat menggunakan hak 
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pilihnya (right to vote)  beserta syarat yang harus digunakan dalam 
menggunakan  hak pilihnya tersebut.  
 Memang, sejatinya aturan tersebut haruslah dibuat oleh lembaga yang 
berwenang dibidangnya, dalam hal ini adalah lembaga legislatif ataupun KPU 
yang diotoritasi  untuk menyelenggrakan Pemilu di negara   kita, namun 
dalam jangka waktu dua hari adalah hal yang mustahil ketika DPR 
melakukan legislatif  review untuk menutupi kekosongan hukum 
(rechtvacuum) pasca putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut, terlebih lagi 
saat itu memang dalam suasana negara      yang tidak kondusif pasca 
pemilihan DPR. 
  Akan halnya dengan DPR, KPU pun   tidak akan mampu membuat 
keputusan untuk memuat Kriteria pemilih sebagaimana yang didalilkan 
Mahkamah  Konstitusi dalam putusannya, sebab Keputusan tersebut akan 
berdasar kepada norma yang lebih tinggi atau  undang-undang,  sementara  
undang-undang tersebut telah diuji oleh Mahkamah  Konstitusi yang memuat 
syarat konstitusionalitas dalam artian bahwa pasal tersebut konstitusional 
sepanjang dimaknai atau diartikan sebagaimana yang tercantum dalam amar 
putusan MK No. 102/PUU-VII/2009. 
 Dari analisis di atas, maka ketika Mahkamah  Konstitusi tidak memuat 
norma baru yang sifatnya mengatur (rechtvorming) dalam putusannya yang 
menyatakan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dapat 
menggunakan KTP yang masih berlaku dan Paspor yang masih berlaku  
176 
 
untuk ikut serta memilih pada Pilpres 2009 silam, maka akan terjadi 
kekosongan hukum (rechtVacundang-undangm) terkait Kriteria pemilih dan 
juga akan berimplikasi pada banyaknya warga negara      yang tidak 
menggunakan hak pilihnya dalam putusan dalam Pemilu Presiden 2009 
silam.  
 Terkait dengan kekosongan hukum (rechtvacuum) maka 
sesungguhnya ketika kita melihat solusi yang dan sedikit mencontoh pada 
Mahkamah  Konstitusi Austria, pada Mahkamah  Konstitusi Austria yang 
merupakan Mahkamah  Konstitusi pertama di dunia yang dibentuk pada 
tahun 1919 dan berkedudukan di ibu kota negara, Vienna. 
  Salah satu ciri kewenangan Mahkamah  Konstitusi Austria, organ ini 
dapat menunda akibat hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu 
lebih dari 18 bulan lamanya.  
 Karena itu Mahkamah  Konstitusi dapat membuka kesempatan kepada 
parlemen untuk memperbaiki kesalahan seperti yang terdapat dalam  
undang-undang. Tetapi perpanjangan itu tidak diberikan bila  undang-undang 
dimaksud dipandang telah melanggar hak-hak sipil atau Mahkamah  menilai 
bahwa pembatalan suatu ketentuan merupakan persoalan yang tidak dapat 
dihindari.  
 Mahkamah  Konstitusi Austria memang masih memberikan margin of 
tolerance, yaitu supaya tidak timbul kekosongan hukum akibat dari 
dibatalkannya  undang-undang  yang dimaksud, pembatalan ketentuan 
177 
 
hukum tersebut dapat pula disertai dengan pemberlakuan ketentuan hukum 
lain yang pernah berlaku sebelumnya.  
 Akan tetapi, menurut Herbet Haumaninger, Mahkamah  secara acap 
menghindari   dari konsekuensi ini. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk 
mencegah kevakuman hukum yang terjadi dalam pengaturan regulasi, 
namun sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa hal ini tidak dapat 
dilakukan ketika suatu perkara yang diputus berkaitan dengan kerugian hak 
konstitusional warga negara, sebab ketika hal demikian ditunda 
pembatalannya sampai 18 bulan atau sampai keluarnya aturan baru untuk 
mengganti aturan yang akan dibatalkan, maka sama saja mahkamah  
membiarkan terjadinya pelanggaran hak Konstitusional dan sudah barang 
tentu bertentangan dengan fungsinya sebagai the guardian of constitusional 
right (pelindung hak-hak konstitusional warga negara). 
 Kasus serupa dialami oleh Mahkamah  Konstitusi Indonesia dimana 
memutus perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, 
melihat dari kewenangan Mahkamah  Konstitusi Austria di atas maka ketika 
diperhadapkan pada    kasus yang ditangani oleh Mahkamah  Konstitusi 
Indonesia maka sudah barang pasti Mahkamah  Konstitusi Austriapun akan 
melakukan hal serupa sebagaimana putusan MK No.102/PUU-
VII/2009,sebab hal tersebut menyangkut hak konstitusional warga negara     .  
 Memang sejatinya solusi yang terapkan oleh Mahkamah  Konstitusi 
Austria untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum adalah hal yang 
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sangat berguna untuk mencegah kekosongan hukum. selama ini Mahkamah  
Konstitusi Indonesia belum menerapkan hal sebagaiamana yang diterapkan 
oleh Mahkamah  Konstitusi Austria.    
 Dari penjelasan di atas maka semakin terang langkah yang diambil 
oleh Mahkamah  Konstitusi sebab hal tersebut merupakan hak konstitusional 
warga negara dan untuk menyelamatkan hak warga negalah untuk ikut 
memilih yang berpotensi hilang atau tidak dapat menggunakan haknya 
dengan jumlah yang sangat banyak. Sebagaimana data yang Penulis 
dapatkan pada tabel di bawah ini. 
Secara 
Nasional 
 
Memilih 
Tidak 
Memilih 
Mengunakan 
KTP 
 
Suara Sah 
Suara tidak 
Sah 
177.195.786 127.999.965  49.212.158  382.393 
 
121.504.481 6.479.174 
Tabel 1.2 Sumber  data dari Repulika Online, 9/12/2014 
 Hal ini justru kelihatan lucu sebagai negara      yang mengaku negara  
demokrasi di mana esensi negara demokrasi salah satunya adalah 
perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara,  akan membatasi 
hak pilih warga negaranya hanya karena persoalan administratisi saja, 
padahal hak pilih merupakan suatu penentu dari demokrasi dan wajah 
Indonesia lima tahun kedepannya, bisa kita lihat pada data di atas sebanyak 
382.393  warga negara  yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya 
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seandainya KTP tidak diberlakukan, belum lagi warga negara  Indonesia 
yang berada di luar negeri.   
  Menurut Hendra Nur Cahyo ada tiga nilai eksistensial dari demokrasi  
yaitu; (i) persamaan, (ii) kebebasan (iii) Prinsip Mayoritas. Prinsip mayoritas 
merupakan makna demokrasi prosedural yang tentunya mekanismenya 
melalui one man, one vote. Maka sejatinya kemudian tidak boleh ada 
pembatasan terhadap hak pilih seseorang apalagi dalam sistem pemilihan 
langsung.  
 Prinsip persamaan dan kebebasan pun akan tercederai ketika hak 
untuk serta dalam pemerintahan harus dibatasi dengan persoalan 
administratif, padahal nilai yang harus diimplementasikan dalam 
penyelenggaraan negara  adalah adanya persamaan dari setiap warga 
negara baik yang punya kedudukan maupun rakyat biasa namun di depan 
pemerintahan dan hukum haruslah dipandang sama (equality before the law), 
sehingga makna bernegara  yang pada intinya adalah penjaminan hak-hak 
dasar warga negara      akan tercapai dan terlindungi.  
 Selain prinsip persamaan nilai lainnya yang tak boleh tercederai 
adalah kebebasan bagi setiap warga negara, tentunya bukan bebas - 
sebebasnya namun kebebasan yang tetap berpatokan pada nilai-nilai moral 
dan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang tentunya 
kebebasan yang dijamin  dalam  undang-undang.  
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 Jenedri M. Gaffar pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah 
negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan negara  hukum yang 
demokratis. Esensi dari yang dikatakan oleh Sekretaris Jendral Mahkamah  
Konstitusi tersebut adalah penerapan demokrasi harus sesuai dengan hukum 
dan hukum yang menjadi puncak dari segala hukum berdasarkan hirarki 
adalah Pancasila dan UUD NRI 1945.  Sejalan dengan itu maka, UUD NRI 
1945 pun telah mengakomodir nilai-nilai dalam demokrasi, yang tentunya 
sudah barang tentu Pancasila sebagai falsafah bangsa juga telah memuat 
hal demikian dalam sila-sila Pancasila maupun dalam butir-butirnya.    
 Inilah yang melatar belakangi Mahkamah  Konstitusi untuk memuat 
Kriteria dan persyaratan Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
2009 silam, sebab baik DPR maupun KPU sudah tidak bisa membuat aturan 
mengenai kriteria dan persyaratan Pemilih. 
  Oleh karena Mahkamah  Konstitusipun menyadari potensi-potensi 
kekacauan dalam penyelenggaraan pemungutan suara pada Pilpres 2009, 
dalam negara juga melekat fungsi untuk melakukan penertiban terhadap 
anggota atau warga negaranya penertiban tersebut melalui badan-badan 
yang dibentuk salah satunya adalah lembaga peradilan, kita pahami bahwa 
potensi kekacauan yang terjadi dalam pemungutan suara maka untuk 
mencegah dan dalam rangka melakukan penertiban dalam masyarakat, 
akhirnya Mahkamah  Konstitusi melekatkan seperangkat norma tersebut 
dalam amar yang sesuangguhnya mengandung muatan positive legislature  
181 
 
yang dituangkan dalam Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009. Adapun yang 
menjadi pertimbangan fakta dan hukum dalam Putusan Mahkamah  
Konstitusi adalah sebagai berikut;  
“……Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah  menemukan fakta 
hukum, sebagai berikut:Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk 
memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak 
terdaftar dalam DPT;  Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan 
informasi sosialisasi yang memadai tentang DPT; Bahwa para Pemohon 
telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan 
memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para Pemohon pada 
Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun belum 
memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS;  
 Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kondisi 
saat ini dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka 
pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah  adalah 
apakah Pasal 28 dan Pasal 111  undang-undang 42/2008 konstitusional atau 
inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan 
umum yang berlaku di Indonesia; 
Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, 
Mahkamah  terlebih dahulu merujuk putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 
011- 017/PUU-I/2003 bertanggal 24 februari 2004 yang telah menegaskan 
bahwa hak konstitusional warga negara      untuk memilih dan dipilih (rights to 
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vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, 
undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, 
penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud 
merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari 
warga negara     ; 
 Menimbang bahwa putusan tersebut didasarkan pada UUD NRI 1945 
yang secara tegas menentukan, “Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” [vide Pasal 27 
ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan, “Setiap orang 
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara     nya”. UUD 
NRI 1945 juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum” [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, 
“Setiap warga negara      berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang 
menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 
 Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: (1) “Setiap 
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orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan 
langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan 
bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat 
dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi 
dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam 
pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih 
yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara 
yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan 
mengeluarkan suara.” Terlebih lagi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
paragrap. 
 
  juga sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang hak-hak 
sipil dan politik yang telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 12 
Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 
sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4558, yang berbunyi: “Setiap warga negara      juga harus mempunyai hak 
dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: 
a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung 
maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 
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b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan 
dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui 
pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam 
menyatakan kemauan dari para pemilih; 
c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negara  nya atas dasar 
persamaan.” 
Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia menegaskan: (1) “Setiap warga negara      
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 
persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. (2) Setiap warga negara      berhak turut serta 
dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil 
yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara      dapat 
diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”. 
 
 Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21  undang-undang 42/2008 
menyatakan, “Pemilih adalah Warga Negara      Indonesia yang telah 
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah 
kawin”. Dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang 42/2008dinyatakan, 
“Warga negara  Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap  
185 
 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin 
mempunyai hak memilih”. 
Menimbang bahwa hak-hak warga negara      untuk memilih sebagaimana 
diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak 
Konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga 
oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat 
atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun 
yang mempersulit warga negara  untuk menggunakan hak pilihnya; 
Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) undang-undang 42/2008 berbunyi, 
“Warga negara  Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 
oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar 
Pemilih” dan Pasal 28  undang-undang 42/2008 menyatakan, “Untuk 
dapat menggunakan hak memilih, warga negara      Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”. 
Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang  42/2008 
dinyatakan, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS 
meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS 
yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih 
Tambahan”. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan dan 
prosedur administratif bagi seorang warga negara      untuk menggunakan 
hak pilihnya; 
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Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara      
terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih 
merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal 
yang bersifat substansial yaitu hak warga negara      untuk memilih (right 
to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah  berpendapat 
diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada 
sehingga penggunaan hak pilih warga negara      tidak terhalangi; 
Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan 
sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, 
sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk 
menggunakan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar 
dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak 
pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah  
memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku 
untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui kePutusanatau peraturan 
KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika 
ternyata nantinya dibatalkan melalui legislatif  review pada saat 
pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan 
kemanfaatan hukum, Mahkamah  memutuskan dalam Putusanyang 
bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa 
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memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 
guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga 
negara      untuk menggunakan hak pilihnya; 
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara      
Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah  diwajibkan menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai 
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat; 
Menimbang bahwa sebelum memberikan putusan tentang 
konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu 
pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di 
lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, Mahkamah  perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak 
pilih bagi warga negara      Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT 
dengan pedoman sebagai berikut: 
1. warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat 
menggunakan 
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hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang 
masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi warga negara  
Indonesia yang berada di luar negeri; 
2. Bagi warga negara  Indonesia yang menggunakan KTP harus 
dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 
3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara  Indonesia yang 
menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya 
sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang 
menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus 
mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari 
PPLN setempat; 
4. Bagi warga negara  Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 
di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu 
mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 
5. Bagi warga negara   Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya 
dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya 
pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.  
Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah 
memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun 
Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut 
Pasal 54 UNDANG-UNDANG MK. Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54  
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undang-undang MK adalah “Mahkamah  Konstitusi dapat meminta 
keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan 
yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden”. 
Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati 
pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka 
keperluan untuk diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara 
a quo diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) undang-
undang MK, yang berbunyi, “putusan Mahkamah  Konstitusi dapat 
dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus 
diberitahukan kepada para pihak.”  
Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dan penilaian hukum di atas 
dalam kaitan satu sama lain, Mahkamah  menilai permohonan para 
Pemohon beralasan hukum”  
 
 Menurut Penulis, adapun pertimbangan Hukum lain  yang digunakan 
dalam Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut :  
1. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara      
 Berapa banyak suara warga negara  yang akan terabaikan dalam 
pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009, kalau 
seandainya langkah ini tidak diambil oleh Mahkamah  Konstitusi. 
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Mahkamah  Konstitusi merupakan pelindung terhadap hak-hak 
Konstitusional warga negara, lembaga peradilan ini kemudian didesain 
tersendiri dan terpisah dari Mahkamah  Agung, sebab fungsi yang sangat 
membedakan. 
  Langkah ini patut diapresiasi sebab dengan adanya seperangkat 
norma yang melekat pada amar putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut 
merupakan suatu perwujudan dari salah satu cita hukum yang dimuat 
dalam putusan tersebut. 
  Cita hukum yang penulis maksud adalah adanya kepastian hukum 
terkait warga negara      yang dapat ikut memilih serta persyaratannya 
yang harus ada ketika ikut memilih. Cita hukum yang kedua adalah 
keadilan, keadilan telah dipersembahkan oleh Mahkamah  Konstitusi pada 
putusannya yang telah memberikan hak kepada warga negara yang 
terkendala ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh 
aturan yang yang terlalu kaku dan terkesan membatasi yang terdapat 
dalam Pasal 28 dan pasal 111 ayat (1) undang-undang No 42 tahun 2008 
tentang Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan cita hukum yang terakhir 
adalah kemanfaatan, begitu mengandung manfaat yang tak terhingga 
bagi jutaan warga negara Indonesia dengan hadirnya norma baru yang 
melekat pada putusan Mahkamah  Konstitusi ini, hak pilih terselamatkan 
dengan jalan Mahkamah  Konstitusi mengeyampingkan keberlakuan 
suatu pasal dalam Konstitusi maupun  undang-undang MK itu sendiri.  
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 Bisa direnungkan seandainya langkah Progresif ini tidak diambil oleh 
Mahkamah  Konstitusi, maka akan menimbulkan mudarat yang lebih 
banyak lagi. 
 Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak konstitusional warna 
negara      dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui 
proses yang adil. Perlindungan terhadap hak Konstitusional tersebut 
dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan 
penghormatan dan perlindungan terhadap hak kosntitusional warga 
negara   sebagai ciri yang penting suatu negara    hukum yang 
demokrartis.  
 Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak dan kewajiban 
yang bebas dan asasi. Terbentuknya Negara      dan demikian pula 
penyelegaraan kekuasaan suatu negara   tidak boleh mengurangi arti 
atau makna dari kebebasan dan hak-hak yang telah dijamin oleh negara.     
,. 
 Oleh karena itu adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak 
konstitusional itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap 
negara      yang disebut sebagai negara  hukum.  
 Jika dalam suatu negara hak-hak tersebut terabaikan atau dlanggar 
dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat di atasi 
secara adil, maka negara  yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai 
negara  hukum dalam arti yang sesungguhnya.  
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 Oleh karena itu, Mahkamah  Konstitusi lahir sebagai pengawal dan 
juga pelindung dari hak konstitusional warga negara   yang kemudian 
bertindak untuk menjamin hak-hak warga negara   yang tercantum dalam 
konstitusi tersebut telah dipenuhi. Maka tak heran jika dalam rangka 
perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, putusan yang 
dikeluarkan oleh Mahkamah  Konstitusi tersebut di luar dari 
kebiasaannya. Hal tersebut diambil berdasarkan tugas utamanya sebagai 
pengawal hak Konstitusional warga negara  
    .  
2. Perlindungan terhadap demokrasi, dan menghindari chaos dalam 
masyarakat  
 Potensi kekacauan dalam Pilpres 2009 silam menjadi salah satu 
pertimbangan yang tak kalah urgentnya, kita bisa membanyangkan 
seandainya tidak ada kejelasan mengenai kriteria dan persyaratan 
Pemilih pada Pemilu tersebut maka akan terjadi kekacauan pada proses 
pemungutan suara,  tak sedikit kemudian yang akan melayangkan protes 
terkait dengan persyaratan yang telah ada sebelumnya.  
 Dengan langkah yang diambil oleh Mahkamah  Konstitusi ini maka 
warga negara      yang tadi tiak dapat menggunakan hak pilihnya menjadi 
warga negara  yang mampu menyalurkan hak pilihnya, maka hal tersebut 
merupakan sebuah langkah dalam rangka peningkatan kualitas 
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demokrasi, karena angka pemilih semakin meningkat yang menajdi salah 
satu indikator meningkatnya kualitas demokrasi. 
 tak bisa dibayangkan ketika hanya persoalan adminitrasi saja yang 
menyebabkan jutaan warga negara Indonesia kehilangan hak pilihnya. 
Padahal ketika kita mengacu pada perbandingan angka golput dengan 
warga negara yang ikut menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 
2009 lebih banyak jumlah presentasi yang golput, kalau seandainya 
langkah progresif ini tidak diambil oleh Mahkamah  Konstitusi maka 
berapa jumlah warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya 
ditambah dengan jumlah yang memang mimilih untuk golput. Maka 
kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun dimata dunia.   
  Selain itu juga dua hari bukanlah waktu yang cukup bagi DPR 
maupun KPU untuk melakukan tindakan terkait putusan ini sehinggga 
Mahkamah  Konstitusi mengambil langkah ini.  
 Dalam suatu negara   yang mendalilkan dirinya sebagai negara   
demokrasi yang berdasarkan pada hukum dan negara    hukum yang 
demokratis, maka prinsip yang harus dikembangkan pula adalah adanya 
persamaan dan kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Maka 
menjadi tidak adil ketika ada warga negara yang tidak dapat 
menggunakan hak pilihnya hanya karena persoalan administrasi semata.  
  Adanya persamaan dan kedudukan setiap orang dalam hukum 
dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara 
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empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan 
diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai 
sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan- tindakan yang 
bersifat khusus dan sementara yang dinamakan sebagai affirmative action 
guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk 
mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang 
sama dan setara  dengan kelompok masyarakat yang lebih maju. 
 
3. Mahkamah  Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum tetapi 
juga keadilan  
  Di dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.  
dalam pasal tersebut kata menegakkan hukum dan keadilan dipisahkan, 
ini berarti bahwa menegakkan hukum tidak selalu sama dengan 
menegakkan keadilan.  
 hakim dapat dikatakan menegakkan hukum ketika telah bertindak 
sesuai dengan isi  undang-undang, sebab hukum yang kita pandang di 
sini adalah hukum buatan legislatif bersama dengan pemerintah.  
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Sementara menegakkan keadilan terkadang dan tidak selamanya bisa 
didapatkan ketika hanya berpatokan pada isi  undang-undang atau 
bertindak sebagaimana kalimat demi kalimat dalam  undang-undang. 
  Maka dengan mempertimbangkan bahwa, ketika  Mahkamah  
Konstitusi hanya bertindak sesuai dengan isi  undang-undang maka hal 
tersebut dapat dipandang sebagai menegakkan hukum semata yang 
belum tentu dapat menciptakan keadilan,  sementara kita pahami 
sebagaimana yang dikatakan Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah  
Konstitusi Republik Indonesia bahwa sukma hukum adalah keadilan, dan 
juga tentunya seseorang yang mengajukan permohonan hanya untuk 
mencari keadilan  (justisiabelen ).  
  Dalam rumusan sila kedua pancasila, kemanusiaan yang adil 
dan beradab, prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah 
kemanusian yang adil yang lansung dirangkaikan dengan kata beradab.  
Sifat yang adil itu adalah sifat yang dekat dengan ketakwaan terhadap 
tuhan yang maha esa (tauhid), maka secara empiris keadilan juga sangat 
dekat dengan keadaban (civility).dengan sendirinya sifat keadilan dan 
keadaban merupakan konsekuensi logis dari tingginya kualitas ketakwaan 
warga terhadap tuhan yang Maha Esa. Keadaban tidak akan mungkin 
timbul dari struktur sosial yang yang tidak berkeadilan.  
  Jika struktur sosial  timpang maka di dalammnya akan tumbuh 
penindasan antara sesama manusia. Dalam kondisi semacam itu, 
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peradaban umat manusia tidak akan berkembang sehat,  sebabnya ialah 
dalam struktur yang menindas itu, kebebasan dan kemerdekaan berpikir 
tidak akan tumbuh dan  Karena itu ilmu pengetahuan juga tidak akan 
berkembang. Akibatnya  perkembangan peradaban masyarakat atau 
bangsa yang bersangkutan tidak dapat dapat tumbuh secara sehat.  
  Karena hubungan antara keduanya begitu terkait satu sama 
lain, maka sila kedua pancasila dirumuskan oleh foudhing people  kita 
dalam satu konsepsi tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Tidak akan ada peradaban yang tidak dasarkan atas peri kehidupan yang 
keadilan, dan tidak akan ada keadilan jika peradaban dalam masyarakat 
tidak berkembang. 
  oleh karena itu dalam upaya membangun peradaban bangsa 
kita yang tinggi dan bermartabat penting sekali artinya menegakkan 
keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Sejarah umat 
manusia pada masa lalu juga mengajarkan betapa banyaknya bangsa –
bangsa yang besar timbul dan tenggelam karena terjadinya perubahan 
dalam kualitas peradabannya itu berubah Karena tejadinya perubahan 
dalam struktur keadilan dalam peri kehidupan bermasyaakat dan 
berbangsa itu sendiri. Begitu tinggi peradaban bangsa-bangsa besar 
dalam sejarah dapat dikarenakan tegakknya keadilan dalam kehidupan.  
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Akan tetapi tatkala struktur keadilan mengalami keruntuhan, itulah yang 
kemudian menjadi pertanda merosotnya peradaban dan bahkan pada 
akhirnya menghancurkan keseluruhan eksistensi bangsa itu sendiri.  
  Pada umumnya menurut teori keadilan, keadilan itu  dibedakan 
atas dua yakni : Teori keadilan prosedural keadilan dalam arti bahwa 
hukum itu berlaku secara umum, keadilan yang hanya terbatas pada 
tataran keadilan formal yang tunduk kekerasan teks prosedural. Teori 
keadilan ini mengedepankan keadilan yang termaktub dalam teks 
peraturan dan begitu kaku dalam melihat isi teks sebagai tujuannya.  
  Yang kedua, keadilan subtantif adalah teori keadilan yang mana 
keadilan dalam arti bahwa setiap hukum harus selalu sesuai dengan 
keadilan. keadilan yang tidak terpaku melihat hukum sebagai sebuah 
tujuan akan tetpi menurut teori keadilan ini sukma hukum adalah keadilan 
maka yang menjadi tujuan sebenarnya dari hukum adalah mencapai 
keadilan itu ketika tidak bisa dicapai dengan cara yang prosedural atau 
formalitas maka bisa diwujudkan dengan menggali nilai-nilai keadilan itu 
spenjang berada dalam koridor justice social.  
  Namun keadilan yang dimaksud adalah  keadilan yang idiil yang 
dapat digapai secara konkrit adalah keadilan berdasaran Konstitusi atau 
keadilan Konstitusional, dengan berpijak kepada sistem keadilan atau 
kehendak mengenai sesuatu yang adil berdasarkan konstitusi dapat 
dimaknai sebagai keadilan konstitusional. 
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   keadilan Konstitusional sulit didapatkan apabila hanya 
berpangku kepada suatu mekanisme yang kaku dalam melihat konstitusi. 
Keadilan Konstitusional yang lebih berat ke keadilan subtantif namun tidak 
melupakan keadilan korektif, retributif, distributif, dan prosedural harus 
menjadikan salah satu opsi utama hakim(khususnya hakim konstitusi ) 
dalam berpikir untuk menjatuhkan suatu putusan yang secara tidak 
langsung akan berdampak kepada seluruh warga negara   bahkan 
linkungan wilayah tersebut. 
  Dengan lahirnya putusan ini maka Mahkamah  Konstitusi telah 
menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk 
menegakkan hukum dan keadilan. menegakkan keadilan tidak selalu 
berjalan pararel dalam penegakan hukum karena akan ada suatu kasus 
konkret dimana suatu keadilan hanya  dapat  ditegakkan ketika seorang 
hakim mengeyampingkan  undang-undang. Sebab  undang-undang 
bukanlah suatu konsep final yang di dalamnya sudah terdapat suatu 
keadilan yang yang diinginkan oleh para yustisiabelen.  
 
4. Hakim memiliki kebebasan ( Diskresi ) dalam memutus suatu 
perkara. 
  Jaminan kebebasan hakim dalam proses penyelenggaraan 
kewenangannya dalam negara  hukum modern (welfare state) dilekati 
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dengan kebebasan (diskresi) yang terdiri dari : (i) kebebasan interpretasi 
(interpretative verijheid), kebebasan mempertimbangkan  (beoordelings 
verijheid) dan kebebasan mengambil kebijakan (beleid verijheid).  Maka 
dengan demikian kebebasan yang dimiliki oleh hakim selama ini yang 
meliputi tiga bentuk kebebasan itulah yang kemudian lazim kita kenal 
dengan istilah diskresi.  
  Dalam negara  hukum modern diskresi tidak hanya melekat 
kepada ranah eksekutif saja, akan tetapi dalam ranah penegakan hukum 
pun sudah dikenal dengan adanya diskresi. Diskresi sering diambil 
sebagai langkah oleh Mahkamah  Konstitusi sebagai sebuah tindakan 
kebebasan ketika  undang-undang dianggap tidak mampu memberikan 
keadilan bagi masyarakat.. 
   Diskresipun merupakan bentuk kebebasan oleh Mahkamah  
Konstitusi  untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan 
kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap perkara yang menuntut 
Mahkamah  Konstitusi untuk mengedepankan keadilan substantif 
ketimbang keadilan prosedural.  
  Kebebasan hakim telah dijamin dalam  undang-undang maupun 
konstitusi, desain peradilan Indonesia pasca reformasi 1998 dan 
amandemen tahap keempat UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan 
itu. Maka dengan kebebasan tersebut Mahkamah  Konstitusi melekatkan 
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norma baru pada amar putusannya dalam rangka penegakan supremasi 
konstitusi dan perlindungan terhadap demokrasi. 
54
 
  Untuk menjamin keadilan bagi masyarakat, dapat terjamin jika 
kemerdekaan hakim untuk secara aktif menggali hukum, sebaliknya 
keadilan tidak akan terwujud ketika hanya hukum dibaca apa adanya 
secara tekstual. Sedangkan sukma hukum adalah keadilan, oleh karena 
itu hukum tidak selamanya dibaca kaku seperti ini, namun bila diperlukan 
hukum dapat ditafsir agar keadilan bagi masyarakat dapat terjamin.  
  Perlu digaris bawahi, adalah tidak mungkin untuk menyiapkan 
semacam buku panduan atau buku manual yang membuat detail teknis 
pelaksanaan diskresi secara umum. Situasi dan kondisi masyarakat yang 
majemuk dan beragamlah yang menjadi sebab utama. Daya baca, daya 
terjemahan serta tafsir dan daya pilih dari satu hakim ke hakim yang 
lainnya juga sangat bervariasi.  
                                                             
54 Hart Dworklin sebagaimana dikutip dari Martitah,Mahkamah  Konstittusi dari negative legislature 
menuju Positive legislature , Konstitusi press, Jakarta,2013. Hlm 172 “ hart berpegang pada 
pandangan bahwa dalam sebuah kasus yang berat, hakim memilki diskresi yang lebih luas sehingga 
hakim dapat membuat hukum.berbeda dengan blackstone dan dorwklin, hart berpandangan bahwa 
hakim tidak semudah itu menemukan dan melaksanakan hukum, apalagi mereka benar-benar 
membuatnya. Selanjutnya hart mengemukakan bahwa susunan terbuka  pada hukum mengabaikan 
ruang yang luas bagi para hakim untuk memperlihatkan aktivitasnya. Mereka diharuskan bertindak 
secara adil dan netral untuk menjaga dari kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait. Hakim dapat 
menggunakan prinsip-prisip umum  sebagai sebuah alasan dasar keputuan.    
 Selanjutnya, dorwklin menyangkal hakim membuat hukum karena sebuah legal sistem selau 
dibangun di atas dasar yang kuat. Oleh karenanya hakim tidak memiiliki diskresi yang begitu kuat jika 
peraturan-peraturan tersebut gagal dalam memberikan jwaban yang jelas, hakim tidak akan memiliki 
diskresi yang tidak dengan criteria hukum. Kebijakan hakim adalah untuk melaksanakan hak yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum standar-standar hukum, lain yang relevan.  
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Terkait dengan diskresi ini memang perlu ada batasan yang menjadi 
penjamin bagi Mahkamah  Konstitusi agar tidak terlalu jauh dalam 
menjalankan kewenangannya, batasan tersebut sebagimana yang telah 
ditentukan oleh Hans Kelsen  bahwa dalam menentukan norma individu 
maka ada dua batasan yang harus diperhatikan oleh cabang kekuasaan 
kehakiman yakni (i) sepanjang tidak ada norma yang mengatur hal 
tersebut, (ii) kalau peraturan yang ada tidak mampu untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak konstitusional seseorang, aturan yang ada 
dipandang tidak akan memberikan keadilan bagi warga negara     .   
  Sehingga dengan batasan tersebut akan lebih terukur lagi 
sejauh mana batasan diskresi yang bisa dilakukan oleh Mahkamah  
kosntitusi. Kalau kita cermati batasan di atas maka memang diskresi yang 
diambil oleh Mahkamah  Konstitusi ini telah terpenuhi, sebab aturan yang 
ada tidak akan mampu memberikan keadilan dan juga terkait dengan hak 
konstitusional warga negara.  
  Baik ketika dibuat maupun ketika digunakan, hukum tidak dapat 
terlepas dari apa yang dilakukan oleh manusia maupun masyarakat 
terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai 
atau kosntruksi ide para pembuat maupun para penggunanya. 
  Karena pembuatan, penerapan, atau penegakan hukum yang 
betul-betul terbebas dari campur tangan rasa, suasana batin, dan 
pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin. 
202 
 
Sulit pula membayangkan hukum yang sungguh-sungguh steril, murni dan 
bersih dari segala bentuk penerjemahan atau penafsiran oleh para 
penegak hukum sebagai bagian dari masyarakat yang diberi mandat 
untuk itu ketika mereka menegakkannya.  
  Sebab hal ini bukanlah semata-mata keterampilan cocok 
mencocokkan, tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang terhadap kasus 
yang ada atau perkara yang ada dengan seluruh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
  Menurut Satjipto Rahardjo Hukum itu sendiri bukan 
merupakan tujuan akhir. Hukum hanya merupakan alat untuk mencapai 
tujuan akhir yang lebih baik dalam kehidupan manusia, seperti keamanan 
dan ketertiban masyarakat, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh 
masyarakat. Hukum adalah kontrol sosial yang sangat dibutuhkan, hukum 
menjadi hidup melalui upaya masyarakat untuk menafsirkan dan 
memahaminya, dan melalui cara apa mereka menggunakan sekaligus 
menegakannya.  
  Hukum tidak dapat mencakup seluruh situasi dan kondisi yang 
harus dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. 
Secara umum bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum atau 
pembuatan hukum agaknya memang tidak dimaksudkan untuk bisa 
mengatasi atau menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh anak 
manusia. 
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  Dari suatu waktu ke waktu yang lain dan dari suatu tempat ke 
tempat yang lain, ada saja persoalan yang tidak tercakup oleh hukum 
yang berlaku.  
Penegakan seluruh hukum yang adapun hanya dapat menjawab sebagian 
permasalahan umat manusia itu, dapat dikatakan sangat sulit, bahkan 
tidak mungkin dilakukan. Kuantitas dan barangkali juga kualitas 
sumberdaya yakni para penegak hukum yang seringali terbatas, 
merupakan salah satu alasannya.  
  Ketika seorang penegak hukum berhadapan dengan suatu 
kasus atau masalah yang ada di tengah masyarakat, kemerdekaan dan 
otoritas atau kewenangan yang melekat pada dirnya memungkinkannya 
untuk mampu melakukan sekaligus berbagai pekerjaan yang berbeda 
secara bijaksana dan penuh pertimbangan. Dua di antara pekerjaan 
tersebut yang paling penting adalah membuat suatu keputusan atau 
kesimpulan dan atau mengambil tindakan atau langkah tertentu. 
  Dalam hal penegakan hukum, keputusan yang telah dibuat dan 
atau tindakan yang telah diambil tersebut bisa saja bermuara pada 
diterapkannya hukum tertentu. Akhirnya, yang perlu ditekankan adalah 
bagaimanapun juga, berbagai pekerjaan yang beragam tersebut 
melibatkan akuntabilitas dari individu penegak hukum yang bersangkutan 
terhadap organisasinya maupun terhadap masyarakat yang dilayaninya.  
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Dengan demikian, bagi seorang penegak hukum, di dalam pelaksanaan 
tugasnya, keputusan yang dibuat atau langkah apapun yang diambil pada 
dasarnya telah melalui suatu pertimbangan yang professional, yang relatif 
ketat. Keseluruhan rangkain proses yang berlangsung di dalam suatu 
ruang gerak cukup luas inilah yang dikatakan sebagai diskresi.  
  Pembuatan Putusan dan pengambilan tindakan di atas pada 
dasarnya merupakan ujung dari suatu rangkaian proses yang sebenarnya 
panjang, walaupun pada kenyataanya bisa saja berlangsung hanya dalam 
sekejap. Proses dimaksud, sebagaimana telah disinggung  sebelumnya, 
melibatkan curahan kebijaksanaan yang dalam hal ini termuat pula kehati-
hatian yang berpijak pada intelektualitas atau kecendekiawanan yang 
memadai.  
  Proses tersebut juga melibatkan pertimbangan atau penilaian 
dari segala sudut pandang secara adil. Barulah kemudian sampai kepada 
pilihan yang berkenaan dengan pembuatan keputusan dan/atau 
pengambilan tindakan tertentu. Dalam hal penegkan hukum.  
 
5. Jaminan independensi dan implikasi dari pembagian kekuasaan 
di Indonesia  
  Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak mutlak harus 
ada dalam setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, 
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hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapun juga, baik karena kepentingan 
jabatan politik ataupun karena faktor ekonomi.  
  Untuk menjamin keadilan dan juga kebenaran, tidak 
diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan 
keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif 
maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.  
Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada 
siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. hakim tidak 
hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan 
perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.  
  Memang telah lama diterima sebagai dogma bahwa pengadilan 
tidak boleh menolak untuk menerapkan suatu  undang-undang, meskipun  
undang-undang itu dinilai bertentangan dengan konstitusi. Namun, prinsip 
pemisahan kekuasaan memberikan jalan keluar yang sama sekali 
berbeda.  
  Ketika Mahkamah  Konstitusi menolak untuk melaksanakan 
atau menerapkan suatu  undang-undang karena alasan bahwa  undang-
undang itu bertentangan dengan konstitusi, tidaklah dapat dikatakan 
mencampuri urusan lembaga legislatif. Mahkamah  Konstitusi hanya 
mengabaikan atau mengeyampingkan berlakunya undang-undang itu 
terhadap kasus yang sedang diperiksa oleh hakim. 
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   Justru karena kekuasaan kehakiman berbeda dan independen 
dari dan terhadap kedua cabang kekuasaan kekuasaan lainnya, hakim 
tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan undang-undang yang dinilai 
sungguh-sungguh terbukti akan melanggar hak konstitusional warga 
negara atau dengan kata lain ketika hakim bertindak sesuai dengan teks 
undang-undang tersebut akan melangggar hak konstitusional warga 
negara atau bahkan Undang- Undang tersebut terbukti bertentangan 
dengan  konstitusi. 
   Maka menurut penulis bahwa, karena Mahkamah  Konstitusi 
atau kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh konstitusi tentang 
independensi ataupun kebebasan, maka kemudian setiap  undang-
undang yang dinilai tidak dapat memberikan keadilan atau mengebiri 
keadilan warga negara , maka adalah hal yang wajar  ketika hakim 
mengesampingkan berlakunya  undang-undang tersebut karena hal 
tersebut merupakan suatu bentuk independensi Mahkamah  Konstitusi 
dari cabang kekuasaan lain atau kekuasaan ekstra yudisal lainnya.  
  Kebebasan dan independensi tidak hanya dapat dinilai dari 
bebas dari pengaruh dan  intervensi secara langsung sebagaimana yang 
dipratekkan di era orde baru yang mencekam dunia peradilan saat itu di 
bawah kepemimpinan rezim yang otoriter, tetapi kebebasan dan 
independensi tersebut juga  dinilai dengan produk dari cabang kekuasaan 
ekstra yudisal lainnya termasuk  undang-undang.  
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  Karena pada dasarnya akan ada suatu kasus konkret yang 
hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur 
tangan dan pengaruh  undang-undang, mungkin kedengarannya aneh 
tetapi dalam praktiknya itulah yang dibutuhkan oleh seorang hakim 
berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum 
(undang-undang)atau mungkin saja terjadi pada saat ketentuan tekstual  
undang-undang tidak mampu memberikan keadilan.  
  Penolakan hakim untuk menerapkan suatu aturan undang-
undang adalah pemahaman yang sama sekali berbeda dengan persolan 
campur tangan cabang yudikatif atas kekuasaan legislatif. Oleh karena 
itu, beberapa sarjana mengemukakan bahwa telah lama menjadi dogma 
bahwa pengadilan yang tidak dapat menyatakan suatu undang-undang 
tidak konstitusional serta tidak boleh menolak untuk menerapkan sebuah 
undang-undang formal, meskipun mereka menyakini bahwa hal demikian 
tidak konstitusional  
  Prinsip pemisahan kekuasaan dalam persoalan ini memberikan 
penyelesaian yang sepenuhnya berbeda. Pengadilan yang menolak untuk 
menerapkan sebuah undang-undang atas dasar undang-undang yang 
dimaksud tidak Konstitusional, pada intinya tidak mencampuri 
pelaksanaan kekuasaan legislatif karena kekuasaan kehakiman itu 
berbeda dan secara mandiri sederajat terhadap dua cabang kekuasaan 
lainnya.  
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  Dengan demikian pengadilan tidak dapat didesak untuk tetap 
menerapkan sebuah undang-undang apabila pengadilan menganggap 
bahwa Undang-undang itu tidak konstitusional atau ketika diterapkan tidak 
memberikan keadilan, malah justru melanggar hak konstitusional warga 
negara     .  
  Maka, kemerdekaan yang sering kita dengar  selama ini 
merupakan sebuah otoritas untuk menafsir ketentuan hukum yang ada, 
lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap 
paling tepat. Dalam hal ini, otoritas untuk melakukan hal yang dimaksud 
terletak untuk menafsirkan secara bijaksana dan dengan penuh 
pertimbangan.  
 
6. Mendesaknya waktu bagi DPR maupun penyelenggara pemilu 
untuk membuat aturan dan melakukan pemuktahiran Daftar 
Pemilih Tetap 
  Sebagaimana  yang kita pahami secara bersama bahwa 
putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 diputus 2 (dua) hari menjelang Pilpres, 
sehingga sangat singkat waktu yang ada untuk melakukan pembenahan 
aturan dan juga pemuktahiran data pemilih, maka untuk menghidari chaos 
yang kemungkinan terjadi maka Mahkamah  Konstitusi memuat norma 
baru dalam putusannya. 
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  Dua hari menjelang Pilpres, bukan persoalan mudah bagi DPR 
dalam melakukan perubahan terhadap  undang-undang Pemilu tahun 
2008 tersebut, ataupun Perpu yang akan dikeluarkan oleh Presiden, 
sehingga dengan pertimbangan demikian maka Mahkamah  Konstitusi 
melekatkan  seperangkat norma dalam putusannya. 
  Memang ketika kita membandingkan dengan negara lain, 
beberapa Mahkamah  Konstitusi telah bersinergi dengan parlemen demi 
untuk menjaga tugas dan kelembagaan dari masing-masing cabang 
kekuasaan tersebut.  
  Persoalan lain adalah perkara yang diputus oleh Mahkamah  
Konstitusi ini merupakan persolan mendasar yakni terkait hak 
konstitusional warga negara     , sehingga kalau menunggu waktu hanya 
untuk melakukan perubahan  undang-undang, maka sama saja 
Mahkamah  Konstitusi telah membiarkan adanya pelanggaran terhadap 
hak konstitusional warga negara, sehingga sebagai pelindung terhadap 
hak konstitusional warga negara, maka langkah yang diambil oleh 
Mahkamah  Konstitusi ini merupakan sebuah langkah dalam rangka 
penyelamatan hak konstitusional warga negara. 
  Hal tersebut juga terjadi dalam kewenangan yang dijalankan 
oleh Mahkamah  Konstitusi Austria, dalam kewenangannya memang 
dapat melakukan penundaan akibat putusan sampai 18 bulan untuk 
memberikan waktu kepada parlemen untuk memperbaiki  undang-undang 
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yang telah dinyatakan tidak kosntitusional tersebut, tetapi pengeculian 
juga ada terkait kewenangan tersebut yakni ketika kasus  undang-undang 
atau pasal yang dipersoalkan adalah terkait dengan pelanggaran hak 
konstitusional warga negara , maka secara otomatis penundaan akibat 
putusan tersebut tidak berlaku, karena dipandang hak konstitusional 
penjaminannya tidak dapat di tunda-tunda. 
  Sehingga dengan kasus demikian, maka selayaknya memang 
Mahkamah  Konstitusi dapat menentukan suatu norma demi menjalankan 
hak kosntitusional warga negara. Bukan berarti hal tersebut telah 
mengintervensi kewenangan dari DPR namun hal tersebut merupakan 
bagian dari fungsi kekuasaan yudikatif dalam menegakkan keadilan dan 
perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.  
  Sehingga dalam hal ini kita perlu pahami, bahwa dalam 
mengambil langkah tersebut Mahkamah  Konstitusi telah menjadikan 
Konstitusi sebagai tolok ukur sehingga kadar konstitusionalnya tidak perlu 
diragukan lagi. 
   Konstitusi sendiri kita pahami sebagai  kontrak sosial yang di 
dalamnya terdapat hak-hak yang telah ditentukan, negarapun dalam hal 
ini menjamin terpenuhinya hak- hak tersebut. Sehingga putusan 
Mahkamah  kosntitusi ini tidak hanya sekedar menguji  undang-undang 
terhadap UUD  namun juga menentukan apakah kontrak tersebut telah 
sesuai dengan original intens, yakni apakah hak-hak tersebut telah 
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dipenuhi, kalau berpotensi melanggar maka wajib hukumnya bagi 
Mahkamah  Konstitusi sebagai pelindung terhadap hak konstitusional 
warga negara      menjamin hal tersebut.  
 
 
7. Mengedepankan unsur keadilan substansial  
  Langkah Mahkamah  Konstitusi dalam membuat putusan yang 
memuat norma baru merupakan sebuah langkah untuk mengali nilai 
keadialn substantif, dimana dalam putusan ini Mahkamah  Konstitusi lebih 
mengedepankan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural.  
Setiap kita  membaca putusan hakim maka selalu tertera kalimat “  demi 
keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa”  sebuah kalimat yang 
mengandung makna yang sangat dalam, karena frasa demi “keadilan”  
bermakna suatu perbuatan yang hanya ditujukan untuk tercapainya 
sebuah keadilan, sedangkan frasa berdasarkan “ ketuhanan yang maha 
esa”.  Memberikan makna bahwa tujuan pencapaian keadilan itu harus 
didasarkan pada nilai-nlai ketuhanan.  
  Kenapa kalimat irah-irah itu tidak berbunyi “  demi keadilan 
berdasarkan Undang-undang ?”   bukankah hakim dalam menjalankan 
fungsi dan tugasnya harus di dasarkan pada mekanisme  yang di gariskan 
oleh undang-undang ? inilah makna filosofis dari tugas dan fungsi hakim 
212 
 
yang sebenarnya, sehingga para hakim  tidak hanyut pada suatu 
paradigma yang keliru dengan memposisikan diri sebagai budak dari  
undang-undang walau tidak pula dibenarkan untuk menentukan sikap 
secara sewenang-wenang tanpa ada landasan hukumnya.  
  Berbicara mengenai hubungan antara keadilan dengan  
undang-undang, maka terpaksa kita menempatkan keduanya ke dalam 
makna posisi yang berbeda, undang-undang adalah sebuah instrument 
untuk mencapai keadilan, namun undang-undang tidak dapat dijadikan 
sebagai satu-satunya instrument untuk mencapai keadilan substantif. 
Karena kita tidak boleh menutup mata  bahwa tidak selamanya produk 
hukum berupa undang-undang yang lahir oleh sebuah proses politik  
selalu dapat memberikan keadilan dlam tatanan praktis.  
  Keadilan berada pada wilayah yang paling abstrak pada sebuah 
penerapan hukum, karena keadilan selalu bersemayam pada perasaaan 
setiap orang secara otonom, namun rasa keadilan sendiri tidak kedap 
oleh situasi-situasi yang ada, pandangan keadilan memang sangat 
beragam bahkan setiap orang memiliki arti dari keadilan masing-masing, 
sehingga keadilan mejadi tidak terdefenisikan dan semakin sulit untuk 
mencari batasannya.  
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8. Mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) 
  Dalam hal Mahkamah  Konstitusi tidak melekatkan seperangkat 
norma baru dalam putusannya maka sejak saat itu pula akan terjadi 
kekosongan hukum terkait kriteria dan persyaratan peserta pemilihan 
Umum, oleh karenanya Mahkamah  Konstitusi dalam aktivitas penemuan 
hukumnya (rechtvinding) melekatkan seperangkat norma tersebut dalam 
putusannya. Untuk menghindari kekosongan hukum dalam negara      
kita. 
  Memang pada dasarnya hal tersebut merupakan kewenangan 
dari legislatif  untuk menciptakan hukum, namun waktu dua hari tidaklah 
cukup untuk menentukan peraturan atau membuat suatu  undang-
undang.  
  Di beberapa negara - negara di dunia yang memiliki Mahkamah  
Konstitusi atau paradilan sejenisnya, terdapat hubungan atau sinergitas 
antara parlemen dan juga Mahkamah  Konstitusi, misalnya Mahkamah  
Konstitusi Hungaria dalam putusannya dapat menyatakan bahwa organ 
legislatif  telah menciptakan situasi yang tidak konstitusional dengan 
memperlihatkan kegagalan dalam menjalankan tugasnya membentuk  
undang-undang proses ini dapat dimohonkan oleh siapa saja. Atau secara 
ex officio oleh Mahkamah  Konstitusi sendiri.  
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  Dalam suatu perkara dimana kelalaian telah dinyatakan, organ 
legislatif  memiliki kewajiban untuk mematuhi tugasnya dalam membentuk  
undang-undang seperti dinyatakan dalam putusan Mahkamah  Konstitusi.  
Oleh karena itu,menurut  salah seorang pakar constirtusional review   
Alec Stone  cara demikian secara relatif memperlihatkan eksistensi 
sistem pengendalian terpusat terhadap proses pembentukan kebijakan. 
Koreksi yang dilakukan oleh organ konstitusi pada pokoknya tidak dapat 
dipisahkan dari strategi pembentukan hukum yang bersifat Konstitusional, 
dan secara teknis merupakan bentuk pengawasan terhadap aktivitas 
parlemen pada saat organ perwakilan rakyat itu menentukan kebijakan 
yang dituangkan dalam bentuk  undang-undang. 
  Bagi Mahkamah  Konstitusi Hungaria, Dalam kenyataannya 
organ ini menafsirkan kompetensi tersebut secara ekstensif. Dengan cara 
menetapkan kelalaian konstitusional tidak semata-mata berakibat dari 
persoalan bahwa legislatif  telah menbentuk  undang-undang tidak sesuai 
dengan konstitusi. Namun, Mahkamah  juga dapat menilai 
komprehensifitas sistem pengaturan yang telah diatur dalam undang-
undang tersebut. Karena itu, Mahkamah  akan memberi solusi 
konstitusional, dan pada saat yang bersamaan mewajibkan parlemen  
untuk bertindak sesuai petunjuk-petunjuk konstitusional sebagaimana 
telah dituangkan dalam putusan Mahkamah .  
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  Hal yang hampir sama dalam kewenangan Mahkamah  
Konstitusi Austria pun memberikan kesempatan kepada parlemen untuk 
memperbaiki norma atau aturan yang telah dianggap bertentangan 
dengan Konstitusi, sehingga potensi terjadinya kekosongan hukum 
semakin kecil. Di Austria Mahkamah  Konstitusi dapat membatalkan 
ketentuan undang-undang baik itu baik secara keseluruhan atau 
sebagian-sebagian ( konstitusional bersyarat) 
  Bila hal tersebut terjadi, suatu pasal, ayat ataupun keseluruhan 
dari  undang-undang  tersebut menjadi tidak berlaku setelah di umumkan 
di berita negara      atau berita daerah pada masing-masing negara  
bagian di Austria. Salah satu ciri kewenangan Mahkamah  Konstitusi 
Austria adalah memiliki kewenangan menunda akibat hukum dari suatu 
pembatalan hingga jangka waktu lebih dari 18 bulan.  
  Seperti Mahkamah  Konstitusi Hungaria, Mahkamah  Konstitusi 
Austria pun membuka kesempatan kepada parlemen untuk memperbaiki 
kesalahan seperti yang terdapat dlam suatu  undang-undang. Tetapi, 
perpanjangan waktu tidak dapat dilakukan bila  undang-undang yang 
dimaksud, dipandang telah melanggar hak-hak sipil atau Mahkamah  
menilai bahwa pembatalan suatu ketentuan merupakan persoalan yang 
tidak dapat di hindari.  
  Mahkamah  Konstitusi Austria memang masih memberikan 
margin of tolerance , supaya tidak timbul kekosongan hukum akibat dari 
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dibatalkannya peraturan perundang-undangan yang dimaksud,  
pembatalan atas ketentuan hukum tersebut dapat pula disertai dengan 
pemberlakuan ketentuan hukum lain yang pernah berlaku sebelumnya.  
 Maka dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa ketika hal tersebut 
merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara , 
maka memang Mahkamah  Konstitusi sendiri yang harus mengeluarkan 
norma, sebab ketika menunggu parlemen untuk bertindak maka sama 
saja Mahkamah  Konstitusi membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak 
konstitusional warga negara. Olehnya diperlukan secepatnya aturan yang 
melekat pada Putusan Mahkamah  Konstitusi, demi menghindari potensi 
kekosongan hukum.  
   Selain Pertimbangan di atas, penulis juga menambahkan 
bahwa Mahkamah  Konstitusi juga akan bertanggung jawab terhadap 
setiap langkah yang ditempuhnya, baik langkah tersebut berdasarkan 
koridor hukum maupun berada di luar koridor yang ditentukan oleh hukum 
itu sendiri.  
  sebab putusan itu akan menjadi dokumen yang paling hakiki 
baik bagi hakim, justisiabelen, bangsa dan negara  , hukum, masyarakat  
dan bahkan terhadap tuhan YME, karena hakim dalam menjatuhkan 
putusan tidak hanya mengetok palu dan dan dicatatkan dalam berita 
negara , dan kemudian  habis perkara atau dengan kata lain bahwa justru 
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pertanggung jawaban seorang hakim barulah dimulai ketika putusan itu 
selesai diucapkan dan dimuat dalam berita negara     . 
   Sebagaimana yang dikemukakan oleh Darmoko Yuti Witanto 
dan Arya Putra Negara Kutawaringin seorang hakim setidaknya 
memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu 
perkara yaitu : tanggung jawab terhadap tuhan YME, tanggung jawab 
kepada bangsa dan negara  , tanggung jawab terhadap diri sendiri, 
tanggung jawab terhadap hukum, tanggung jawab terhadap pihak yang 
berperkara, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.  
  Dari uraian di atas dapat kita konklusikan betapa  berat 
pekerjaan seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 
karena akan bertanggung jawab tidak hanya kepada pihak yang 
berperkara namun bertanggung jawab kepada masyarakat. Di mana 
putusan Mahkamah  Konstitusi  yang baik adalah putusan yang mampu 
merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke 
arah yang lebih baik, dan bahkan putusan tersebut mampu mencegah 
perilaku-perilaku yang melanggar hukum , maka putusan dapat dikatakan 
menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di 
masyarakat (law as a tool of social engeenering).  
  Bentuk dari terciptanya ketertiban hukum dalam putusan 
tersebut adalah karena Mahkamah  Konstitusi telah memenuhi rasa 
keadilan di tengah-tengah masyarakat yang mampu mewujudkan nilai 
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persamaan di depan hukum dan pemerintahan kepada setiap bangsa dan 
negara      walaupun hal tersebut tidak sejalan dengan  undang-undang 
atau kewenangannya. Maka lahirnya putusan ini disambut baik dan penuh 
apresiasi oleh masyarakat Indonesia karena telah menyelamatkan jutaan 
hak warga negara. Maka inilah pertanggung jawaban yang sesungguhnya 
yang dilakukan oleh Mahkamah  Konstitusi,  
   selain itu, Mahkamah  Konstitusi telah menjadikan dirinya 
sebagai jalan untuk mencapai social justice. Sebagaimana yang di 
utarakan oleh Hendra Nur Cahyo bahwa dalam negara demokrasi 
modern terdapat dua jalan bagi warga negara      untuk mencari dan 
mencapai keadilan social (social justice)  yaitu; (i) melalui lembaga 
perwakilan rakyat (ii) lembaga pro yustisia. Maka sejalan dengan apa 
yang dikemukakan oleh Hendra Nur Cahyo   Mahkamah  Konstitusi telah 
menjadikan dirinya dengan putusannya menjadi lembaga untuk mencari 
dan mencapai keadilan sosial (social justice ).  
  Bukti keadilan sosial itu telah terpenuhi dengan putusan 
Mahkamah  Konstitusi tersebut adalah karena didasarkan pada 
pertimbangan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara   
yang akan dibatasi oleh aturan-aturan yang sifatnya admistratif semata.   
Mahkamah  Konstitusi mewujudkan bentuk pertanggungjawabannya 
kepada masyarakat selaku warga negara  karena mampu merefleksikan 
putusannya ke arah yang lebih bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat 
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saat itu, selain itu juga mampu bertanggung jawab kepada bangsa dan 
negara, karena ketika putusan ini lahir sebagaimana putusan Mahkamah  
Konstitusi pada umumnya, maka potensi kekacauan dalam pemungutan 
suara dan bahkan pemilu presiden 2009 akan kacau balau.  
  Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa dalam skala 
yang sempit putusan adalah media untuk menyelesaikan perkara yang 
disidangkan, namun dalam arti yang luas pertimbangan putusan itu akan 
terpolarisasi menjadi suatu kaidah yang berlaku umum di masyarakat 
karena mengandung nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan masyarakat.  
Pertanggungjawaban terhadap masyarakat tidaklah cukup namun 
terhadap bangsa dan negara karena putusan hakim dapat kita anggap 
sebagai tindakan negara      yang termanifestasi dalam putusan, karena 
hakim memutus oleh karena ada kewenangan yang dimiliki baik secara 
atributif maupun delegasi, dan kewenangan tersebut diberikan oleh 
negara  sebagai organisasi kekuasaan. Maka putusan yang tidak 
mencermikan nilai keadilan, sama saja negara  telah mendzolimi 
justisiabelen pada khususnya dan masyarakat pada umunya.  
  Charles E. Meriam menyebutkan lima (5) fungsi negara   yaitu; 
keamanan ekstern, keamanan intern, kesejahteraan umum, kebebasan 
dan keadilan. dimana fungsi untuk menegakkan keadilan dilakukan 
melalui badan-badan peradilan yang ada dalam suatu negara, maka 
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putusan Mahkamah  Konstitusi merupakan tindakan negara    yang 
termanifestasi dari putusan Mahkamah  Konstitusi.  
  Sebagaimana yang dikemukan oleh filsuf diera abad 
pertengahan J.J Rosseau bahwa alasan seseorang untuk bergabung 
dengan suatu korps politik tidak untuk mengurangi hak asasinya, dan juga 
tidak untuk menambah hak asasinya akan tetapi  untuk memperkuat hak 
asasinya, pernyataan Rosseau  ini menyiratkan makna bahwa betapa 
pentingnya hak itu dilindungi oleh negara, salah satu bentuk 
perlindungannya adalah melalui putusan hakim yang memenuhi rasa 
keadilan untuk masyarakat.  
  Hakim juga bertanggung jawab kepada hukum, titel 
pertanggung jawaban hakim kepada hukum dapat kita lihat dalam 
pertimbangan hukumnya dimana tolok ukurnya dapat kita lihat dari 
seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar 
pertimbangan putusan. Sebagai contoh pertimbangan hukum yang 
berkualitas adalah saat menentukan KTP dan Paspor sebagai 
persyaratan dalam hal ikut memilih, tentu saja Mahkamah  Konstitusi tidak 
hanya sekedar menetukan KTP dan Paspor akan tetapi melalui 
pertimbangan dan perdebatan yang panjang di antara para hakim 
konstitusi. Penentuan KTP maupun Paspor mempunyai dasar tersendiri 
yakni hal ini telah diterapkan di negara-negara   lain sebagai persyaratan 
dalam setiap keikutsertaannya dalam menggunakan hak pilih.  
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  Ungkapan bahwa hakim merupakan wakil tuhan yang ada di 
bumi bukanlah sesuatu yang berlebihan sebab ditangan hakimlah 
seseorang dapat dirampas hak hidupnya, karena ditangan hakimlah  
seseorang dapat hilang hak-hak politiknya, maka menurut penulis 
pertanggung jawaban yang paling hakiki adalah pertanggung jawaban 
terhadap tuhan YME.  
  Dari gambaran di atas bagaimana kemudian seorang hakim 
harus betul-betul menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan 
amanat Konstitusi dan cita hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Gustav Radbruch. Menentukan suatu putusan tidaklah begitu mudah 
bagi seorang hakim tidak hanya cukup dengan melihat teks  undang-
undang yang begitu kaku namun hakim haruslah dituntut untuk berbuat 
lebih dari hanya sekedar melihat kekakuan suatu  undang-undang.  
Sebab tak ada jaminan hakim akan melahirkan suatu putusan yang 
berkeadilan ketika hakim terkunkung pada pola pemikiran yang terlalu 
Positivistik legalistik.  
  Selain itu, mari melihat dasar filosofi pembentukan dari 
Mahkamah  Konstitusi di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara      Kutawaringin yaitu : 
(i) paham Konstitusionalisme (ii) mekanisme check and balance (iii) 
penyelengaraan pemerintahan yang bersih (iii) perlindungan terhadap 
hak-hak Konstitusional warga Negara.  Dari empat alasan di atas jelas 
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bahwa latar belakang dibentuknya Mahkamah  Konstitusi di Indonesia 
salah satunya adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga 
negara( the guardian of constitusional rights ) maka fungsi tersebut harus 
dijaga dan dijalankan oleh Mahkamah  Konstitusi, ketika diperhadapkan 
pada persoalan memilih untuk menegakkan  undang-undang yang 
notabene dalam  undang-undang tersebut ketika ditegakkan akan 
mengebiri hak-hak konstitusional warga negara , yang sudah barang tentu 
bertentangan dengan nilai fundamental dan latar belakang pembentukan 
Mahkamah  Konstitusi di tanah air.  
  Maka sudah seyogyanya sebagai insan yuris dan warga negara  
yang baik haruslah menyambut dengan baik dan penuh apresiasi 
terhadap putusan Mahkamah  Konstitusi yang lebih mengedepankan hak-
hak konstitusional dibanding bertindak sebagai corong  undang-undang.  
Jimmly Asshiddiqie pernah mengatakan dalam bukunya Konstitusi dan 
Konstitusionalisme di Indonesia bahwa : 
  “Kenyataan bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang 
melanggar prinsip konstitusionalisme,  terutama melanggar HAM, selalu 
bisa dibenarkan secara formal konstitusional, karena diberi baju hukum 
berupa  undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, 
telah menyebabkan terjadinya pergeseran prinsip dan konsepsi dari 
negara hukum  menjadi negara undang-undang. Inilah yang banyak 
terjadi di Indonesia, yakni berubahnya negara  hukum menjadi negara 
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undang-undang yang meletakkan undang-undang yang dibuat oleh 
pemerintah sebagai ukuran kebenaran. Di dalam negara  undang-undang 
yang sepeti ini, ukuran-ukuran kebenaran bukan lagi rasa keadilan dan 
kepatutan dengan sukma etika yang yang tinggi, melainkan kalimat-
kalimat undang-undang yang pembuatannya dilakukan melalui rekayasa 
bagi kepentingan pemerintah.  
  Di dalam negara   undang-undang yang seperti ini, setiap 
tindakan pemerintah yang tidak adil diberi pembenaran dengan 
pembuatan  undang-undang melalui penggunaan atribusi kewenangan, 
sehingga alat justifikasi dengan watak positivis-instrumentalistik”.  Selain 
itu, meskipun Indonesia memiliki konstitusi yang dalam bentuk  tertulisnya 
adalah UUD 1945, rekaman sejarah poltik dan hukum negeri ini telah 
memancing timbulnya pertayaan ada atau tidaknya pemerintahan yang 
konstitusional.  
  Pemerintahan konstitusional itu bukan hanya pemerintahan 
yang didasarkan pada konstitusi atau bukan diukur dari ada atua tidaknya 
konstitusi dari negara yang bersangkutan, melainkan pertama-tama harus 
diukur dari ada atau tidaknya essensi konstitusionalisme di dalam 
konstitusi atau undang-undang dasar yang dipergunakan, untuk kemudian 
diukur lagi implemntasinya di dalam praktik pemerintahan. Pemerintahan 
konstitusional adalah pemerintahan di suatu negara      yang memiliki 
konstitusi yang baik dan pemrintahannya melaksanakan konstitusi yang 
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baik dalam praktik pemerintahannya. Suatu pemerintahan yang 
berdasarkan pada konstitusi, tetapi konstitusinya tidak memuat essensi 
konstiotusionalisme, dalam arti tidak memberi jaminan yang 
sesungguhnya atas perlindunga HAM melalui distribusi kekuasaan yang 
seimbang dan demokratis, bukanlah pemerintahan yang konstitusional. 
Suatu negara      yang memiliki undang-undang dasar, tetapi undang-
undang dasar tersebut membuka peluang bagi terjadinya sistem politik 
yang tidak demokratis melalui penafsiran-penafsiran sepihak oleh 
penguasa bukanlah pemerintahan yang konstitusional.  
  Jadi meskipun pemerintahan telah dilaksanakan berdasarkan 
dengan konstitusi yang ada, pemerintahan tersebut bukanlah 
pemerintahan  yang konstitusional karena konstitusi tidak sejalan dengan 
prinsip konstitusionalisme. Oleh karena negara yang memiliki konstitusi 
belum tentu melahirkan pemerintahan yang konstitusional. 
  Dalam konteks inilah terlihat, bahwa  pemerintahan yang 
konstitusional tidak muncul dengan baik, sebab berlakunya UUD NRI 
1945 pemerintahan konstitusional tidak muncul dan pelanggaran HAM 
terjadi secara masif. Memang benar bahwa dengan UUD NRI 1945 
Indonesia secara formal adalah negara konstitusional, tetapi karena UUD 
NRI 945 tidak mengelaborasi konstitusionalisme yang secara ketak dan 
mudah dimanipulasi melalui formalitas-formalitas maka yang muncul 
bukanlah pemerintahan yang konstitusinal”. 
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  Namun, yang menjadi permasalahan utama bangsa ini adalah 
kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tentunya disebabkan oleh 
minimnya pendidikan hukum di negara ini, sehingga ketika ada putusan 
Mahkamah  Konstitusi yang mengeyampingkan  undang-undang atau 
bertindak  di luar kewenangannya dinilai sebagai sesuatu yang salah dengan 
alasan yang sangat sederhana, karena hal tersebut tidak termasuk 
kewenangan dari Mahkamah  Konstitusi. 
   Padahal hal tersebut ditempuh oleh Mahkamah  Konstitusi 
dengan penuh pertimbangan hukum dan dengan mengedepankan hak-hak 
konstitusional warga Negara, anehnya lagi sebagian besar dari  kalangan 
yang menghujat langkah yang diambil oleh Mahkamah  Konstitusi tersebut 
sama sekali tidak membaca isi putusan atau dasar pertimbangan hukum 
yang diambil oleh hakim konstitusi.  
 Dalam konsep penegakan hukum setidaknya ada 3 (tiga) komponen 
penting yang saling berkaitan antara lain : (i) komponen norma hukum dan 
perundang-undang  (ii) komponen aparat penegak hukum dan, (iii) komponen 
kesadaran hukum masyarakat, namun Barda Nawawi Arif menambahkan 
satu komponen lagi sebagaimana yang dikutip dari Darmoko Yuti Witanto 
dan Arya Putra Negara Kutawaringin yaitu komponen pendidikan hukum.  
 Komponen yang terakhir sangat penting karena dengan adanya pendidikan 
hukum (law education ) akan mampu mempengaruhi kesadaran hukum 
masyarakat yang selama ini sering salah kaprah dalam menilai suatu putusan 
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hanya karena hakim dalam memutus suatu perkara di luar rel yang 
ditentutakan oleh  undang-undang.  
 Padahal ketika merujuk dan sedikit bernostalgia dengan sejarah 
pembentukan Mahkamah  Konstitusi pertama di dunia sebagaimana yang 
disampaikan oleh Anshori Ilyas akademisi Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin bahwa Mahkamah  Konstitusi Lahir oleh karena terilhami  dari 
putusan  kasus Marbury vs Madison yang dipimpin oleh Chief  justice  Jhon 
Marshall, putusan yang di keluarkan Mahkamah  Agung Amerika Serikat 
justru mengenyampingkan  undang-undang, bahkan kemudian tidak terdapat 
kewenangan hakim pada saat itu, tetapi dengan alasan perlindungan 
terhadap Konstitusi    ( the guardian of constitusion ), inilah putusan yang 
mengemparkan dunia hukum dan bahkan dari putusan inilah mengilhami 
Hans Kelsen untuk menbentuk Mahkamah  Konstitusi.55 
                                                             
55 Dengan Putusan itu, maka meskipun dalam pertimbangannya membenarkan bahwa hak Marbury 
dan kawan-kawan adalah sah menurut hukum, tetapi gugatan Marbury dan kawan-kawan ditolak 
karena Mahkamah  Agung menyatakan tidak berwenangmengeluarkan ‘writs of Mandamus’ seperti 
yang diminta namun demikian, yang lebih penting lagi Putusan ini justru membatalkan undang-
undang yang mengatur tentang ‘writ of mandamus’ yang dinilai bertentangan dengan undang-
undang dasar yaitu tepatnya bertentangan dengan ketentuan section 2 Article III Amerika Serikat.  
Kewenangan untuk membatalkan undang-undang ini sama sekali tidak termaktub dalam UNDANG-
UNDANGD, karena itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru dan bahkan dalam sejarah hukum di 
dunia. Yang ada sebelumnya barulah kewenangan untuk menilai, tetapi tidak sampai untuk 
membatalkan sebagaimana dilakukan oleh Jhon Marshall. Sebelumnya, jika suatu undangg-undang 
dinilai bertentangan dengan Konstitusi, maka hakim memang biasa dipahami mempunyai 
kewenangan tradisonal untuk mengenyampingkan berlakunya undang-undang bersangkutan  dengan 
cara tidak menjadiannya referensi dalam perkara yang sedang diperiksa. Hal semacam ini sebenarnya 
mirip dengan ‘judicial review’ juga.  
 Jimmly Asshiddiqie,model-model pengujian Konstitusional di berbagai Negara,Konstitusi 
press,Jakarta, 2006.hlm 20-21 
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 Lebih lanjut Anshori Ilyas mengemukakan   bahwa Judicial review 
pertamapun  lahir bukan karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh 
Mahkamah  Agung Amerika Serikat pada saat itu, akan   tetapi dengan 
pertimbangan  dasar untuk menjaga hak-hak konstitusional dan kemurnian 
konstitusi sebagai hukum dasar maka Mahkamah  Agung Amerika Serikat 
pada saat itu yang dipimpin oleh Jhon Marshall mengeluarkan suatu 
putusan yang diluar kewenangan yang ditentukan oleh  undang-undang. 
  Maka seyogyanya masyarakat Indonesiapun dapat menilai bahwa 
putusan Mahkamah  Konstitusi yang mengeyampingkan  undang-undang 
atau memutus suatu perkara diluar batas rel kewenangan yang ditentukan 
oleh  undang-undang demi untuk menjaga hak-hak konstitusional warga 
negara  dan menjaga kemurnian konstitusi  adalah hal yang wajar dan sah-
sah saja, oleh karena Mahkamah  Konstitusi adalah the guardian of 
constitusion dan the guardian of constitusional rights. 
 Berpijak pada kenyakinan dirinya sendiri bahwa apa yang ditentukan 
itu lebih adil dari sekedar melaksanakan  undang-undang secara membabi 
buta.  
 Selain itu juga bahwa study komparasi yang dilakukan oleh Hakim-
hakim Konstitusi telah menjadi inspirasi dari Putusan Mahkamah  Konstitusi 
yang bersifat positive legislature , sebagai contoh negara-negara    yang 
menerapkan putusan yang bersifat positive legislature  adalah negara  
Amerika Serikat dan negara  - negara  Amerika latin lainnya seperti 
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Argentina, Bahamas,  Barbados, Belize, Bolivia, Dominica, Grenada, 
Guyana, Haiti, Jamaica, Mexico, St. Crhistoper/ Nevis, Trinidad dan Tobago. 
56  selain di negara  – negara      Amerika Putusan Mahkamah  Konstitusi 
yang memuat norma baru yang sifatnya mengatur juga dipraktekkan di 
negara      Jerman dan Korea selatan, di negara- negara tersebut Mahkamah  
Konstitusi biasa membuat putusan yang mengatur dengan pertimbangan 
rasa keadilan dan kemanfaatan yang dituntut oleh warga negaranya, 
terutama dalam hal terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) oleh karena 
terdapat pasal dalam  undang-undang yang dibatalkan57.   
                                                             
56 Dari segi kelembagaannya, sistem pengujian Konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah  Agung 
Amerika serikat ini jelas berbeda pula dari tradisi yang sama di Austria. Dari sistem Amerika Serikat 
yang menganut sistem “Common Law”  peranan hakim penting dalam proses pembentukan hukum 
menurut asas ‘Precedent’. Bahkan hukum dalam sistem common law itu biasa disebut sebagai judgje 
made law atau hukum buatan para hakim. Oleh karena ketika Jhon Marshal memprakarsai praktek 
pengujian Konstitusional Undang-undang oleh Mahkamah  Agung dan bahwa sejak masa-masa 
sebelumnya pun para hakim disemua tingkatan di Amerika Serikat telah mewarisi tradisi pengujian 
tantangan dengan atau mengesampingkan berlakunya suatu undang-undang yang dinilai 
bertentangan dengan cita keadilan dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapkan kepada 
mereka,tergambar bahwa peranan hakim di Amerika Serikat begitu besar dan memang seharusnya 
demikian.  
Lagipula jumlah undang-undang dalam sistem demikian tidak sebanyak dengan yang terdapat dalam 
tradsi civil law dieropa continental yang dari waktu ke waktu lembaga-lembaga parlemenya terus 
menproduksi peraturan-peraturan tertulis. Karean itu, penerapan sistem judicial review atau 
constitusional review itu tidak memerlukan lemabga baru, melainkan cukup dikaitkan dengan fungsi 
Mahkamah  Agung yang sudah ada. Mahkamah  agung itulah yang selanjutnya bertindak dan 
berperan sebagai pengawal ataupun pelindung Undang- Udang Dasar (the guardian or the protector 
of the constitution)lihat Jimmly Asshiddiqie, model-model pengujian Konstitusional diberbagai Nagari     
,Konstitusi Press,Jakarta,2006. Hlm  48-49 
57 Menurut Mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar  yang dikutip dari Martitah “Karena belum 
tersedianya undang-undang yang baru pasca suatu  undang-undangdibatalkan, bisa saja timbul implikasi 
dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, meskipun ad yang mengatakan sebenarnya 
pembentukan perpu bisa ditempuh untuk mengatasi kekosongan hukum,  akan tetapi, bukankah 
Perpu diterbitkan hanya pada saat keadaan darurat, kalau setiap pembatalan norma dalam  undang-
undang direspon dengan menerbitkan Perpu maka bukan tidak mungkin perpu ini akan menjadi alat 
kesewenang-wenangan. Belum lagi mungkin Perpu sangat mungkin tida mendapat persetujuan oleh 
DPR dalam masa persidangan berikutnya, yang artinya problem kekosongan hukum belum berakhir. 
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 Dalam putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut telah banyak kalangan 
yang telah memberikan solusi atau gagasan terbarukan sebagai bentuk sikap 
kontra mereka terhadap langkah yang telah diambil oleh Mahkamah  
Konstitusi, salah satu solusi yang paling banyak diajukan diantaranya oleh 
kalangan Mahasiswa yang berkompetisi dalam sebuah ajang tahunan yang 
digelar  Oleh Mahkamah  Konstitusi, yaitu mengedepankan solusi pemerintah 
selayaknya mengeluarkan Perpu terkait permasalahan ini, namun solusi 
tersebut banyak ditentang oleh banyak kalangan karena dinilai bahwa Perpu 
hanya mungkin lahir ketika ada keadaan yang genting dan mendesak dalam 
suatu negara, yang mana keadaan tersebut hanya dapat ditafsirkan oleh 
Presiden, semakin tidak mungkin disebabkan pada saat itu Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono  ikut bersaing dalam 
putaran Pilpres 2009.  
 Selain itu, kalau dalam setiap putusan serupa maka bukan tidak 
mungkin Perpu akan selalu muncul dalam setiap putusan Mahkamah  
Konstitusi. Mahkamah  Konstitusi pun telah menjawab solusi tersebut dalam 
putusannya yaitu: 
 “sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya 
                                                                                                                                                                             
Untuk itu MK membuat Putusan dengan syarat tertentu yang kemudian disebut dengan Putusan 
Konstitusional bersyarat dan Putusan tidak Konstitusional bersyarat. 
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dibatalkan melalui legislatif  review pada saat pembahasan dalam masa 
sidang DPR berikutnya;  
 Potensi kekosongan hukum akan tetap terjadi manakala solusi yang 
diterapkan adalah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
(Perpu) sebab ketika Perpu ditolak dalam sidang DPR yang akan datang, 
maka Perpu tersebut harus dicabut. 
 Dalam Pilpres 2009 silam, potensi timbulnya kekacauan dalam 
masyarakat sangat besar terlebih lagi adanya pernyataan yang berupa 
ancaman dari dua kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
mengancam akan mengundurkan diri ketika DPT masih kacau balau dalam 
waktu 2x 24 jam.  
 Dasar hakim Mahkamah  Konstitusi membuat putusan adalah adanya 
tuntutan masyarakat untuk menyelesaikan problem hukum yang dialami 
dengan cara menafsir UUD NRI 1945, oleh karena itu putusan Mahkamah  
Konstitusi bukan persoalan benar atau salah, akan tetapi lebih cenderung 
kepada mewujudkan keadilan dan kemanfaatan  dalam masyarakat, selain itu 
putusan tersebut dapat dijadikan dasar dan alasan bagi KPU dalam bertindak 
nantinya, sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan fakta dan 
hukum putusan tersebut yang berbunyi :  
 “….Menimbang bahwa sebelum memberikan putusan tentang 
konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak 
tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara  dan di lain 
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pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, Mahkamah  perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi 
warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman 
sebagai berikut: 
1. warga negara  Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat 
menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) yang masih berlaku atau  Paspor yang masih berlaku bagi warga 
negara Indonesia yang berada di luar negeri; 
2. Bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi 
dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 
3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan 
KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan 
alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan 
paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat 
persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN 
setempat; 
4. Bagi warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di 
atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan 
diri pada KPPS setempat; 
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5.  Bagi warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya 
dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya 
pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.58 
 Pedoman tersebut di atas  yang dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan 
umum (KPU) untuk mengeluarkan sebuah surat edaran kepada Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/kota,yaitu surat edaran Nomor 
1232/KPU/VII/2009 terkait teknis penggunaan KTP  Atau Paspor untuk 
mencontreng, panduan  teknis  tersebut terdiri dari Sembilan (9) point utama, 
selengkapnya sebagai berikut : 
1. Pemilih dengan KTP hanya akan dilayani jika membawa kartu keluarga 
atau data sejenis.  
2. Pelaksanaan hak pilih dengan KTP hanya dapat dilakukan di tempat 
pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW sesuai alamat KTP.  
3. Pemilih dengan KTP harus mendaftarkan diri kepada petugas.  
4. Pelaksanaan hak pilih dengan KTP hanya akan dilayani pada satu jam 
sebelum penutupan TPS yaitu antara pukul 12.00-13.00.  
5. Pemilih dengan KTP menggunakan surat suara sisa dari pemilih yang 
tidak menggunakan suaranya dan surat suara cadangan.  
6. Jika surat suara sesuai DPT dan cadangan habis, para pemilih dengan 
KTP dapat dialihkan ke TPS terdekat. 
                                                             
58 Lihat Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 
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7. Jika tetap kekurangan surat suara, petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS) bisa mendapatkan surat suara dari TPS lain 
dalam satu desa atau kelurahan.  
8. Proses pengalihan surat suara harus menggunakan berita acara 
penyerahan dan penerimaan dengan format yang dibuat sendiri oleh 
petugas KPPS.  
9. Pemilih dengan paspor harus mendapat persetujuan dari panitia 
pemilihan setempat atau panitia pemilihan luar negeri.  59 
 Merujuk kepada surat edaran di atas, bahwa putusan Mahkamah  
Konstitusi dalam rangka menyelamatkan hak konstitusional warga negara, 
juga telah memberikan kemudahan bagi KPU untuk memberikan jalan bagi 
warga negara yang selama ini belum masuk dalam DPT, karena keribetan 
administrasi yang dijalankan KPU, memang pada hakikatnya hal tersebut 
menjadi tanggung jawab bagi KPU untuk mendaftarkan WNI sebagai Daftar 
pemilih tetap (DPT) pada Pilpres 2009, namun dalam waktu yang tersisa dua 
(2) hari menuju perhelatan demokrasi sejak putusan tersebut dibacakan, 
nampaknya memang bukan waktunya untuk menyalahkan KPU terhadap 
kinerjanya selama ini, oleh karena itu Mahkamah  Konstitusi memerintahkan 
KPU untuk membuat aturan terkait teknis dan pedoman bagi warga negara      
yang tidak terdaftar dalam DPT namun  ingin menyalurkan hak pilihnya. 
                                                             
59 Lihat surat edaran KPU No.1232/KPU/VII/2009 
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 selain KPU dampak positif dari putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut juga 
dirasakan oleh kandidat Capres dan Cawapres peserta pemilu 2009, dimana 
sebelum lahirnya putusan ini tentu para Capres dan Cawapres berpotensi 
kehilangan suaranya ketika pendukung mereka tidak bisa memberikan 
suaranya dalam Pilpres tersebut. 
  Maka penulis berpendapat putusan ini betul-betul telah mewakili rasa 
keadilan untuk sebagian besar pihak yang akan terlibat dalam Pilpres 
tersebut, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan secara Struktural 
(komisi Pemilihan Umum, baik pusat,provinsi dan kabupaten/kota), secara 
individual (warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT), secara cultural 
(memberikan hak bagi yang tidak terdaftar dalam DPT) maupun para 
kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan ikut dalam perhelatan 
demokrasi tahun 2009 silam.  
 Namun, sebagaimanapun Mahkamah  Konstitusi menjalankan 
fungsinya sebagai the guardian of constitusional rights namun tetap terdapat 
kekurangan yang melekat pada putusan tersebut, misalnya kenapa hanya 
KTP dan Paspor saja yang dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk ikut 
serta memilih, lantas bagaimana dengan seorang pelajar yang tidak 
mempunyai KTP dimana pelajar tersebut melanjutkan studinya, seharusnya 
dalam syarat tersebut dilekatkan pula dengan adanya surat keterangan 
domisili, jadi selain KTP dan Paspor bagi Pelajar yang berada diluar kota 
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tempat tinggalnya dapat mendaftarkan diri dan menggunakan haknya dengan 
menunjukkan surat keterangan domisili yang dimiliki.  
 
 Selain itu, mengingat Indonesia adalah negara  demokrasi, konsepsi 
demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan 
berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi 
menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal 
dengan kedaulatan rakyat.  
 Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap 
manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, 
tapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi 
tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual dan 
siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan 
menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya.  
 Sehingga hal yang sangat tepat dalam rangka penyelamatan dan 
memenuhi nilai eksistensial dari demokrasi yaitu persamaan dan 
kesederajatan bagi setiap warga negara, yang menjadi dasar utama Putusan 
MK No 102/PUU-VII/2009.  Inilah fungsi Mahkamah  Konstitusi serta nafas 
dari pembentukan Mahkamah  Konstitusi sebagai pelindung hak-hak 
Konstitusional warga negara, selain merupakan implemtasi dari nafas 
demokrasi yang mengedapankan adanya persamaan hak untuk semua 
warga negara tanpa ada kecualinya. negara demokrasi adalah negara      
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yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah sehingga 
mencederai hak-hak konstitusional warga negara      sama dengan 
mencederai demokrasi.     
C. Legalitas dan Legitimasi Putusan Mahkamah  Konstitusi yang 
bersifat Positif Legislature  
 Dalam negara demokrasi legalitas dan legitimasi merupakan hal yang 
sangat essensial dimiliki oleh pemerintah atau pemangku jabatan, legitimasi 
merupakan pengakuan dan kepatuhan sementara legalitas adalah 
transformasi pengakuan tersebut kedalam hukum positif atau peraturan 
perundang-undangan.   
 Janedri M. Gaffar mengatakan legalitas dan legitimasi adalah dasar 
bagi kepatuhan. Suatu putusan yang legal dan memiliki legitimasi kuat 
dengan sendirinya akan mendatangkan kepatuhan. Kepatuhan adalah 
kesediaan untuk menerima dan menjalankan Putusan, tidak selalu terkait 
dengan persetujuan, apalagi kepuasan. 
 
 Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa Mahkamah  
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final. Sifat final dalam putusan Mahkamah  Konstitusi 
mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, 
putusan  Mahkamah  Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak 
diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.  
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 Putusan  Mahkamah  Konstitusi wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Ini 
adalah perintah konstitusi sebagai wujud kesepakatan bersama segenap 
warga negara     . 
 
  Desain putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat final dan mengikat 
tentu tidak dapat dilepaskan dari hakikat keberadaan Mahkamah  Konstitusi 
dalam konteks negara      hukum yang demokratis dan negara demokrasi 
berdasarkan hukum. Mahkamah  Konstitusi adalah pengadilan konstitusi 
yang memeriksa, mengadili, dan memutus obyek sengketa atau perkara 
dengan ukuran konstitusionalitas.  
 Pada posisi ini Mahkamah  Konstitusi menjadi penafsir akhir konstitusi 
yang harus menghindari ambiguitas atau pertentangan tafsir demi 
berjalannya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional. 
Karena itu, diperlukan satu otoritas akhir di tangan hakim konstitusi yang 
ketika menjatuhkan putusan akan menghilangkan semua perbedaan. 
  Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah  Konstitusi berlaku untuk 
semua pengujian termasuk dalam pengujian undang-undang. Putusan 
Mahkamah  Konstitusi Final dan mengikat jadi secara materil putusan 
Mahkamah  Konstitusi setara dengan undang-undang,  karena itu putusan 
Mahkamah  Konstitusi bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu 
perubahan undang-undang,  oleh karena baik undang-undang  maupun 
putusan keduanya diarsipkan dalam dokumnen negara, undang-undang  
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dalam lembaran negara    sedangkan putusan Mahkamah  Konstitusi dalam 
berita negara     .  
 Sehubungan dengan legitimasi putusan Mahkamah  Konstitusi dalam 
hal ini yang sifatnya positive legislature, maka kemudian penulis mengacu 
kepada teori yang dipopulerkan oleh Robert B Seidmen dan William J. 
Chambliss yaitu teori bekerjanya hukum dalam masyarakat bahwa 
berlakunya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan 
personel,ekonomi, sosial, budaya, dan politik, salah satu kekuatan sosial 
yang dimaksud adalah jaringan sosial.  
 Secara umum jaringan dapat dipahami sebagai organisasi formal, 
dapat pula jaringan dipahami sebagai hubungan yang informal di antara 
berbagai organisasi  yang masing-masing bersifat hirarki, tetapi 
berhubungan satu dengan yang lain.     
 Jaringan sosial dimaksudkan sebagai hubungan sosial antara seorang 
manusia dengan manusia lainnya. Anggota dan jaringan sosial ini bisa 
berupa sekumpulan orang yang mewakili titik-titik hubungan sosial. Satu 
titik, atau pelaku hubungan sosial tidak harus diwakili dengan satu orang, 
seperti organisasi, instansi, pemerintah atau negara     .  
 Menurut Van Zanden hubungan sosial atau saling keterhubungan 
merupakan interaksi sosial yang saling berkelanjutan relatif lama atau 
permanen yang akhirnya di antara mereka, terikat satu sama lain dengan 
atau oleh seperangkat harapan yang masih stabil. Perhatian utama teori 
239 
 
jaringan adalah relasi sosial atau pola objektif dari ikatan yang menyatukan 
anggota masyarakat (individual dan kolektif).  
 Aktor jaringan itu bisa individu bisa juga kelompok dan masyarakat. 
Mengacu kepada pendapat tersebut maka KPU dapat dikatakan sebagai 
organisasi atau instansi yang di dalamnya ada jaringan sosial.  
 Teori jaringan sosial ini lebih menekankan kepada tindakan seseorang 
atau kelompok masyarakat yang mendapat penguatan dari kelompok lain 
atau individu lain secara kuat. Terkait dengan hal tersebut dan 
hubungannya dengan Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 maka jaringan 
sosial yang dimaksud adalah putusan Mahkamah  Konstitusi yang 
mendapat penguatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga 
masyarakat.  
 Meskipun pada umumnya banyak kalangan yang menilai putusan 
tersebut kontroversial karena tidak termasuk ke dalam kewenangan yang 
disebutkan oleh undang-undang,  namun hal tersebut tetap berlaku dengan 
legitimasi kuat didasarkan kepada putusan tersebut mendapat dukungan 
dari berbagai pihak yaitu dari penyelenggra Pemilu, masyarakat Indonesia, 
maupun kepada calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi kandidat 
pada Pemilu 2009 silam.   
  Bukti dukungan terhadap putusan tersebut adalah langkah sigap yang 
diambil oleh KPU untuk mebuat pedoman teknis tentang persyaratan dan 
kriteria pemilu yang dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan 
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menggunakan KTP dan Paspor. Selain itu, sebagaimana yang telah kami 
jelaskan sebelumnya bahwa lahirnya putusan ini merupakan sebuah 
bantuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebab hal tersebut memang 
menjadi kewenangan dari KPU mendaftarkan seluruh warga negara yang 
telah memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan Presiden dan wakil 
presiden tahun 2009. 
  namun karena tidak maksimalnya kinerja KPU sehingga banyak warga 
negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih tidak masuk dalam 
Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga lahirnya putusan Mahkamah  
Konstitusi ini telah mempermudah kewajiban bagi KPU dan terlebih lagi hal 
tersebut dilakukan demi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara  
 Memang hal tersebut merupakan sebuah tamparan keras bagi KPU 
sendiri, tidak maksimalnya kinerja yang dimiliki berpotensi membatasi hak 
konstitusional warga negara  untuk ikut memilih yang jumlahnya tidak 
sedikit. Maka menjadi sebuah keharusan bagi KPU untuk menghormati dan 
melaksanakan putusan tersebut karena di sisi lain memang kita kenal sifat 
putusan Mahkamah  Konstitusi adalah final dan mengikat sebagaimana 
yang telah kami paparkan sebelumnya.  
 Selain penyelenggara Pemilu, masyarakat pun menyambut dengan 
penuh rasa bangga, menyambut  lahirnya putusan yang menyelamatkan 
hak konstitusional warga negara, hal tersebut terbukti tidak adanya Chaos 
yang terjadi dalam pemungutan suara yang menpersoalkan putusan 
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Mahkamah  Konstitusi tersebut, hal ini berarti putusan tersebut memang 
diterima oleh segenap warga negara      Indonesia, karena memang pada 
dasarnya tidak ada implikasi ketika putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut 
dijalankan, namun sebaliknya dampak yang sangat luar biasa yang 
berpotensi terjadi ketika putusan tersebut tidak lahir.   
  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi bersifat final dan mengikat. Demikian 
ketentuan yang ada dalam UUD NRI 1945 maupun undang-undang  MK 
sendiri, bahkan kemudian putusan Mahkamah  Konstitusi memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno  terbuka 
untuk umum.  
 Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah  Konstitusi itu mencakup 
semua pengujian undang-undang, sehingga secara materil putusan 
Mahkamah  Konstitusi itu setara dengan undang-undang,  oleh karenanya 
putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dilaksanakan tanpa harus 
menunggu perubahan undang-undang. Idealnya putusan Mahkamah 
Konstitusi ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang dengan 
pembentuk undang-undang. 
  Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kasus konkret yang terjadi 
saat Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan sebuah putusan yang isi putusan 
tersebut sebagai pengganti undang-undang,  sebab rentang waktu 2 (dua) 
hari untuk menindaklanjuti putusan tersebut merupakan hal yang mustahil 
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bagi pembuat undang-undang,  maka ideal masyarakat harus patuh terhadap 
putusan tersebut. Namun bukan berarti putusan tersebut tidak boleh 
ditindaknlanjuti, misalnya dalam hal ini pasca pemilu 2009 DPR seharusnya 
menindaklanjuti putusan tersebut.  
 Memang tentang tata cara pelaksanaan putusan Mahkamah  
Konstitusi tidak diatur secara  khusus dalam undang-undang  Mahkamah  
Konstitusi. Meskipun demikian, mengenai tara cara pelaksanaan putusan 
Mahkamah  Konstitusi dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal dalam 
undang-undang  Mahkamah  Konstitusi maupun dari prinsip-prinsip eksekusi 
putusan pengadilan pada umumnya terutama dalam eksekusi putusan 
pengadilan administrasi. 
 Seperti diketahui bahwa hukum acara Mahkamah  Konstitusi hendak 
melaksanakam hukum materil dari Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat 
hukum publik. Oleh karena itu, termasuk mengenai tata cara eksekusi atau 
pelaksanaan putusan juga hampir sama dengan hukum  acara peradilan 
administrasi.  
 Sebagaimana peradilan administrasi pada umumnya, putusan 
Mahkamah  Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat erga omes untuk 
melaksanakan putusan Mahkamah  Konstitusi tidak diperlukan lagi keputusan 
pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan yang 
mengatur lain. 
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 Demikian pula cara pelaksanaan putusan Mahkamah  Konstitusi 
adalah pelaksanaan putusan yang bersifat otomatis, yaitu sejak putusan 
Mahkamah  Konstitusi dibacakan  dalam persidangan atau dalam tenggang 
waktu tertentu termohon tidak memenuhi Putusan Mahkamah  Konstitusi 
tersebut langsung mengikat dan mempunyai akibat hukum.  
 Oleh  karena itu tidak perlu ada tindakan-tindakan lain atau upaya-
upaya lain dari Mahkamah  Konstitusi, misalnya surat peringatan dan 
sebagainya. Selain itu, yang khas dari hukum acara Mahkamah  Konstitusi 
adalah tidak dikenalnya lembaga pengeksekusi. Dengan demikian, putusan 
Mahkamah  Konstitusi langsung dapat dilaksanakan serta mengikat tanpa 
harus ada lembaga pengeksekusi. Jadi cara eksekusi putusan Mahkamah  
Konstitusi sering disebut sebagai eksekusi otomatis.  
 Pada dasarnya eksekusi putusan Mahkamah  Konstitusi lebih 
menekankan self respect  dan kesadaran hukum bagi semua pihak untuk 
melaksanakan Putusan secara sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan 
yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak Mahkamah  
Konstitusi terhadap pihak-pihak lain yang bersangkutan.  
 Meskipun demikian, tata cara pelaksanaan putusan seperti ini 
mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan karena normativisasi 
hukum tidak cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan. Di balik 
larangan, terutamanya harus ada kekuatan sanksi atas ketidakpatuhan. 
Sanksi hukum sampai saat ini masih dianggap masih merupakan alat yang 
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paling ampuh untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar 
setiap orang patuh terhadap hukum.  Ketidak patuhan segala pihak yang 
terkait dengan putusan Mahkamah  Konstitusi untuk melaksanakan putusan 
tersebut  sedikit banyak mempengaruhi kewibawaan Mahkamah  Konstitusi, 
pelecehan terhadap Mahkamah  Konstitusi, dan bukan mustahil jika 
ketdakpatuhan itu terjadi berulang-ulang. Masyarakat semakin tidak percaya 
kepada Mahkamah  Konstitusi, dan apabila masyarakat cenderung 
melanggar hukum, bukanlah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri.  
 Dalam kaitan ini misalnya, KPU bersikukuh menolak putusan 
Mahkamah  Konstitusi untuk melaksanakan mengenai perintah Mahkamah  
Konstitusi dalam membuat kriteria dan persyaratan mengenai pemilih pada 
Pilpres 2009, dan hanya menjalankan perintah sesuai dengan undang-
undang.  
 Oleh karena itu,  beberapa Mahkamah  Konstitusi di dunia telah 
melekatkan adanya sanksi yang tegas ketika Putusan Mahkamah  Konstitusi 
tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, seperti yang diterapkan 
oleh Mahkamah  Konstitusi Rusia dalam kaitannnya dengan akibat putusan, 
maka ketika ada Putusan Mahkamah  Konstitusi yang tidak dipatuhi oleh 
lembaga lain yang secara eksplisit ditujukan kepadanya, Maka Mahkamah  
dapat melakukan pemakzulan terhadap ketua dari lembaga tersebut.  
 Selain Mahkamah  Konstitusi Indonesia, hal serupa juga pernah 
dialami oleh dewan Konstitusi Prancis, dictum pasal 62 konstitusi Republik 
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kelima Prancis (1958) menyatakan bahwa ketentuan hukum yang telah 
dinyatakan tidak konstitusional oleh dewan Konstitusi, selanjutnya ketentuan 
tersebut tidak dapat berlaku atau diimplelmentasikan.  
 Putusan Dewan Konstitusi Prancis memilki aspek yang secara efektif 
mengikat rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden, maupun 
terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah. Begitu pula 
persoalnnya dengan rancangan undang-undang  yang telah diusulkan oleh 
pemerintah sebagai pelaksana mandat  dari parlemen.  
 Secara Konstitusional putusan dewan Konstitusi juga berkekuatan final 
dan mengikat atas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh 
pemerintah itu. putusan konstitusionalitas rancangan undang-undang  itu, 
selanjutnya memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh 
kewenangan administratif dan organ peradilan umum. Maka bila tujuan awal 
uji konstitusionalitas adalah untuk memperoleh putusan authoritative atas 
seluruh aspek undang-undang  sebab itu menjadi penting di sini untuk 
mengatakan, bahwa putusan yang dimaksud seharusnya diikuti oleh 
peradilan umum.  
 Akan tetapi sistem peradilan umum yang berkembang dan beridak 
berlaku di Perancis tidak menganut doktrin formal tere dicises  sehingga 
asumsi –asumsi empiris menjelaskan semula meraka memang enggan untuk 
mematuhi putusan dalam pandangan abstrak sebagai karakteristik putusan 
yang bermakna otoritatif.  
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 Namun, dalam perkembangan selanjutnya, gagasan ini tahap demi 
tahap mengalami perubahan ke arah yang menguatkan posisi dewan 
Konstitusi. Sebab, putusan Dewan memiliki kekuatan hukum final dan 
mengikat organ-organ negara      lainya.  
 Mengenai hakikat dan akibat hukum putusan Dewan Konstitusi, dapat 
dikemukakan hal-hal berikut. Pada pokoknya semua putusan dewan 
Konstitusi diambil menurut ketentuan formal yang salah. Putusan selalu berisi 
persetujuan atas dasar ketentuan hukum materil yang berlaku dan prosedur 
hukum formal menurut tahap-tahap prosedural yang berlaku.  
 Analis dalil-dalil hukum dari semua pihak terkait, dan perumusan 
prinsip-prinsip yang berlaku terhadap perkara terkait untuk menjawab 
permintaaan yang diajukan oleh pemohon. Yang terakhir adalah bagian yang 
berisfat mengikat, atau amar putusan yang terbagi dalam rumusan Pasal-
Pasal yang menentukan solusi atau penyelesaian perkara yang ditetapkan.  
 Sedangkan akibat putusan dapat dikemukakan bahwa putusan Dewan 
Konstitusi Prancis mengikat semua lembaga negara yang memilki 
kewenangan publik dan semua badan-badan administrasi  negara serta 
lembaga-lembaga peradilan. Tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk 
menolak daya ikat putusan Dewan Konstitusi. yang dianggap daya ikat dari 
putusan Dewan Konstitusi bukan hanya amarnya akan tetapi juga pada 
bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan mendukung bagian 
amar putusan tersebut. Hanya saja dalam praktek Dewan Konstitusi dapat 
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mengizinkan dan bahkan pernah menerima permohonan yang berkaitan 
dengan kesalahan redaksi.   
 Lain hal dengan Mahkamah  Konstitusi di Jerman, putusan hakim 
dalam penafsiran atas suatu perkara adalah putusan yang konstitusional. 
Akibatnya, putusan hakim secara mendasar selalu mengandung perintah-
perintah agar organ lain mengimplentasikan putusan Mahkamah . 
  Kondisi ini adalah implikasi langsung dari peran sebagai organ 
penentu arah kebijakan. Jika Mahkamah  memutus bahwa suatu instrument 
hukum tidak konstitusional, maka organ pelindung hak asasi manusia 
tersebut menyatakan bahwa instrument hukum tersebut batal dan tidak dapat 
diberlakukan. 
 Dengan demikian, akibat hukum putusan Mahkamah  Konstitusi 
adalah persoalan utama dari kewenangannya. Karena itu, putusan 
Mahkamah  Konstitusi federal tidak dapat dibanding dan berlaku sebagai 
hukum formal.  
 Di samping memilki akibat hukum secara substantif, putusan atas 
pihak-pihak yang berperkara tidak dapat untuk di uji ulang. Karena itu 
putusan Mahkamah  secara otoritatif adalah putusan final. Jika amar putusan 
menyatakan sebuah undang-undang  bertentangan dengan basic law  atau 
terhdap undang-undang federal, maka produk yang dimaksud akan 
dinyatakan batal dan tidak berlaku.  
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 Putusan mengenai kadar konstitusionalitas suatu undang-undang  
memiliki kekuatan sebagai hukum positif. Sebab itu, putusan Mahkamah  
tidak hanya mengikat pihak –pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat 
seluruh organ-organ negara tingkat pusat dan negara bagian, atau 
dengan kata lain putusan Mahkamah  mengikat secara umum. Dengan 
demikian, putusan Mahkamah  harus diumumkan seperti produk legislasi 
diumumkan.  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi Jerman harus diikuti oleh parlemen 
maupun pihak lain. Karena putusan Mahkamah  baik secara internal 
maupun eksternal berlaku sebagai hukum positif. Akibat adanya 
ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah  adalah hukum 
positif maka fakta tersebut menguatkan dugaan kami terhadap peran 
Mahkamah  Konstitusi di sejumlah negara  telah bertindak sebagai 
legislator spesipik.  
 Sebenarnya baik di Jerman ataupun negara  mana saja tidak ada 
masalah dengan pelaksanaan putusan Mahkamah  Konstitusi. Lembaga-
lembaga penyelenggara kekuasaan negara  biasanya secara suka rela 
menghormati, tunduk dan memenuhi apa yang menjadi isi putusan-
putusan organ pengawal Konstitusi ini. Akan tetapi, dalam tradisi Jerman, 
pengadilan selalu menentukan dalam putusannya lembaga negara   yang 
mana yang diperintahkan untuk melaksanakan putusannya itu, dan 
dengan cara bagaimana putusan tersebut harus dilaksanakan.  
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 Salah satu teori yang  relevan untuk membahas penguatan legitimasi 
putusan Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive legislature  dan 
dikaitkan dengan  fungsi jaringan sosial ialah teori cybernetic 
sebagaimana yang dikemukan oleh Weiner.  Inti teori ini adalah 
merupakan pesan searah, yaitu proses komunikasi (atau sistem 
komunikasi), antar pemberi pesan dengan penerima pesan. Pemberi 
pesan merupakan pihak pertama   sementara penerima pesan merupakan 
pihak kedua, yang mengakibatkan timbulnya reaksi pada pihak kedua 
(penerima pesan ) untuk memberikan informasi pada pihak pertama.  
 Tanpa adanya pesan dari pihak pertama, pihak kedua tidak akan 
memberikan reaksi kepada pihak pertama. Pihak pertama melalui pesan 
yang diberikannya, juga berkedudukan sebagai pusat energy yang 
mendorong pihak kedua untuk bereaksi dan sebagai pengendali ( 
Controller ) yang mengakibatkan pihak kedua hanya melakukan kegiatan 
(reaksi) sejumlah kehendak pihak pertama, karenanya teori ini disebut 
sebagai teori energi searah atau teori kontrol searah.  
 Hakikat suatu sistem komunikasi adalah sistem perintah searah dan 
sistem pengendalian searah. Sistem komunikasi itu merupakan proses 
hubungan antara pemberi pesan yaitu Mahkamah  Konstitusi dengan 
penerima Pesan yaitu anggota jaringan sosial lainnya. Jaringan sosial 
dalam hal ini adalah KPU dan diteruskan kepada jaringan sosial lain yaitu 
KPUD-KPUD, selanjutnya kejaringan sosial berikutnya yaitu PPK, dan 
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yang paling rendah pada tingkat KPPS, serta didukung oleh warga negara      
Indonesia.  
 Jawaban (pesan balik) dari jaringan sosial  semata-semata dianggap 
sebagai reaksi (akibat yang disebabkan oleh adanya aksi (pemberian 
pesan) dari MK untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan.  
Berfungsinya jaringan sosial dalam pelaksanaan putusan Mahkamah  
Konstitusi ini ditujukan oleh jaringan sosial dalam hal ini KPU, hal tersebut 
terlihat semenjak dikeluarkannya putusan tersebut KPU dan KPUD-KPUD 
bahu membahu mensosialisasikan putusan tersebut kepada masyarakat.  
 Dalam hal ini dapat kita tarik sebuah konklusi terkait dari penjelasan di 
atas bahwa kepatuhan segenap unsur lembaga negara      dan juga 
masyarakat bahkan dalam hal ini kandidat Presiden dan wakil Presiden 
tersebut menunjukkan adanya legitimasi yang kuat yang ditujukan oleh 
segenap pihak-pihak yang terkait dalam pesta demokrasi tersebut. 
 Terlebih memang putusan tersebut telah menunjukkan eksitensi dari 
Mahkamah  Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.     
.  
  Dasar legitimasi yang kuat juga ditujukan dengan respon yang begitu 
mengapresiasi putusan Mahkamah  Konstitusi ini salah satunya  bukti 
respon dan apreasiasi tersebut ditujukan oleh masyarakat Indonesia yang 
berada di luar negeri yang sempat pesimis tidak dapat menggunakan 
haknya dalam pemilihan umum tahun 2009 lalu, namun dengan adanya 
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putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut membuat harapan mereka untuk 
menggunakan  hak pilihnya kembali menggelora.  
 Buktinya adalah warga negara  Indonesia yang berada di Inggris 
Sebayak 116 pemilih yang datang ke TPS London bukan berasal dari 
daftar pemilih tetap Luar Negeri dan bahkan di antaranya adalah 
wisatawan Indonesia yang tengah berkunjung ke London,  
 Sekretaris Satu KBRI London yang juga Sekretaris panitia Pelaksana 
Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Novan Ivanhoe, menyebutkan, putusan 
Mahkamah Konstitusi tersebut melegakan PPLN, Waslu LN, dan 
masyarakat Indonesia yang belum terdaftar pada DPTLN. 
 
 Upaya PPLN yang dilakukan selama ini untuk menjaring sebanyak-
banyaknya calon pemilih di Inggris dan Irlandia, sangat terbantu dengan 
putusan tersebut,ujarnya60.  
selain dari jumlah di atas berikut data tentang rekapitulasi jumlah pemilih 
yang menggunakan KTP dalam Pilpres Tingkat Nasional tahun 2009 
                                                             
60 Karawang news.com tgl, 5 desember 2014 
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No 
 
 
Provinsi 
Jumlah 
Pemilih Dalam 
Daftar Pemilih 
Tetap 
Jumlah 
Pemilih Dalam 
DPT Yang 
Menggunakan 
Hak Pilih 
Jumlah Pemilih 
Yang 
Menggunakan  
KTP 
1 Nangroe Aceh  3.008.235 2.309.256 50.060 
2 Sumatra Utara 10. 472.577 6.058.836 24.494 
3 Sumatra Barat  3.321. 507 2.341797 12. 754 
4 Riau 3.647. 420 2.414.969 2.675 
5 Jambi 2.198. 902 1.621. 858 3.428 
6 Sumatra 
Selatan 
5.314.087 3.969.388 7.228 
7 Bengkulu 1.273.212 88.922 1.173 
8 Lampung 5.496.836  4.127.993 2.012 
9 Bangka Belitung    833.096     572.737 1.662 
10 Kepulauan Riau 1.243. 586 760. 629 6.013 
11 DKI Jakarta  7.668.058 5.178.575 60.453 
12 Jawa Barat  30.124.175 23.079. 427 50.395 
13 Jawa Tengah 26.323.595 18.630.444 35.994 
14 D.I Yogyakarta 2.780.987 2.101.357 3.606 
15 Jawa Timur 29.770.268 20.922.324 49.010 
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16 Banten 7.152.428 5.308.663 34.399 
17 Bali 2.696.817 1.990.901 9356 
18 NTB 3.242.086 2.441.809 7.121 
19 NTT 2.813.603 2.230.681 4.887 
20 Kalimantan 
Barat 
3.217.953 2.364.248 3.039 
21 Kalimantan 
Tengah  
1.607.949 1.052.557 3.113 
22 Kalimantan 
Selatan 
2.593.599 1.817.122 4.185 
23 Kalimantan 
Timur 
2.474.351 1.652.264 10.430 
24 Sulawesi Utara 1.743.009 1.303.089 1.993 
25 Sulawesi 
Tengah  
1.760.709 1.374.758 3.407 
26 Sulawesi 
Selatan 
5.834.408 4.324.844 20.294 
27 Sulawesi 
Tenggara  
1.558.299 1.131.362 3.176 
28 Gorontalo 7.10.097 577.859 1.146 
29 Sulawesi Barat  786.556 595.060 791 
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30 Maluku 1.062.380 807.991 0 
31 Maluku Utara  739.218 567.298 240 
32 Papua 2.184.177 1.870.090 0 
33 Papua Barat  573.356 429.287 0 
34 Luar Negeri 1.147.660 351.640 - 
Total 176.375.196 127.163.035 382.540 
Tabel 1.3 Sumber. Berita Acara KPU No. 129/BA/KPU/VII/2009 
 
 Dari tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa jumlah pemilih yang 
menggunakan KTP dalam Pilpres 2009 mencapai 382.540 orang atau 
sebanyak 3 % pemilih dari total jumlah pemilih nasional. Hal tersebut 
sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dan melaksanakan 
putusan Mahkamah  Konstitusi, dari dukungan tesebut menunjukkan bahwa 
legitimasi putusan tersebut sangat kuat oleh masyarakat karena kepatuhan 
setiap unsur yang terlibat dalam Pilpres 2009 lalu.  
 Kepatuhan adalah dasar dari legitimasi sehingga adanya kepatuhan 
tersebut telah menunjukkan legitimasi yang kuat dari masyarakat dan 
lembaga terkait dengan putusan Mahkamah  Konstitusi. 
Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi 
pertama terbanyak warga yang menggunakan KTP pada Pilpres 2009 yaitu 
sebanyak 60.453 pemilih dari total pemilih yang menggunakan hak pilihnya 
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adalah 5.178.575 pemilih.  Maka dari Jakarta saja sebanyak 60.453 warga 
negara yang terselamatkan hak konstitusional, bisa dibayangkan betapa 
kemudian negara melanggar hak  konstitusional warga negaranya ketika 
putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut tidak lahir dua hari menjelang Pilpres 
tahun 2009.  
 Selain Jakarta, di urutan kedua disusul Jawa Barat dengan jumlah 
pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 50.395 pemilih, dan di ururutan 
ketiga disusul Nangroe Aceh Darussalam dengan jumlah pemilih yang 
menggunakan KTP sebanyak 50. 060 pemilih. Namun di beberapa provinsi 
memang terlihat data yang tidak ada satupun  warga negara yang 
menggunakan KTP yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku  ketiga provinsi 
tersebut menurut data di atas sama sekali tidak menggunakan KTP dalam 
Pemilu Pilpres tahun 2009.   
  Pada intinya adalah putusan tersebut direspon dan diapresiasi oleh 
pihak-pihak yang terkait sehingga tidak ada Chaos yang terjadi dalam 
pelaksanaan putusan tersebut.  
 Terkait dengan teori jaringan sosial, teori ini lebih melihat  lebih 
kepada  sisi kemanfaatan putusan yang memang dirasakan sesuai dengan 
niali-nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat.  
 Karena itulah jaringan sosial setuju dengan adanya putusan 
Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive legislature  tersebut, terutama 
untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan masyarakat.  
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Apabila dilihat dari kacamata formal Putusan Mahkamah  Konstitusi yang 
bersifat Positive legislature  memang tidak berdasar hukum atau melanggar 
hukum. Akan tetapi, kalau dilihat dari kacamata keadilan subatantif, maka 
Putusan yang bersifat mengatur sangat penting untuk dilakukan terlebih lagi 
memang kekuasaan kehakiman tidak hanya didesain untuk memutus suatu 
perkara berdasarkan benar atau salah akan tetapi harus merujuk pada 
sukma hukum yaitu keadilan. bahkan putusan tersebut tidak bisa dikatakan 
melanggar hukum.  
 Sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, bahwa Salah 
satu dasar Mahkamah  Konstitusi membuat putusan yang bersifat positive 
legislature  ialah untuk mengisi kekosongan hukum, terutama yang terjadi 
setelah Mahkamah  Konstitusi membatalkan suatu norma dalam undang-
undang. Jika Mahkamah  Konstitusi tidak bertindak demikan hanya sangat 
mungkin akan terjadi kekosongan hukum.  
 Sehingga putusan Mahkamah Kosntitusi yang bersifat positive 
legislature  sesungguhnya merespon keinginan masyarakat dalam rangka 
melaksanakan check and balance antar lemabaga negara, namun demikian 
perlu dibatasi dan diatur agar tidak kebablasan.  
 Dan memang sudah saatnya Mahkamah  Konstitusi membuat putusan 
yang merespon dan mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai keadilan 
yang hakiki hidup dalam masyarakat.Terlebih lagi dalam perspektif 
implementatif terdapat keberhasilan pelaksanaan putusan Mahkamah   yang 
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bersifat positive legislature , dengan adanya dukungan dari masyarakat dan 
KPU serta KPUD.  
 Putusan tersebut memang bernilai kontoversial namun ketika kita 
mengamati dari segi kekuatan hukum putusan tersebut, memang selayaknya 
putusan pengadilan melahirkan norma khusus yang harus dianggap valid, 
dan oleh sebab itu legal, selama Putusan pengadilan itu belum dibatalkan 
menurut cara yang ditetapkan oleh hukum.  
  Dari sudut pandang dinamis, putusan Mahkamah  Konstitusi 
merupakan putusan yang lahir dari kebijaksanaan dan penggalian hukum 
yang dilakukan melalui penafsiran para hakim Konstitusi.  
Plato dalam bukunya ideal State  pun sudah mengamini bahwa para hakim 
atau pengadilan menjalankan kekuasaannnya yang nyaris tak terbatas 
terutama menjadi pembuat undang-undan. Dari pandangan Plato tersebut 
sudah menjadi sebuah prediksi yang terjadi dalam dunia peradilan di mana 
hakim seharusnya memang tidak dibatasi kekuasannya oleh undang-undang.  
Karena ketika hakim hanya akan bertindak berdasarkan undang-undang 
maka yakin dan pasti hal tersebut hanya akan membelenggu hakim dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan keadilan itu 
sendiri.  
 Senada dengan Plato ,  Hans Kelsen pun  mengakui hal demikian 
pencetus pertama Mahkamah  Konstitusi ini pun mengakui bahwa dunia 
peradilan akan berperan sebagai legislator spesifik, hal tersebut memang 
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sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri akan hadir sifat mengatur dalam 
putusan pengadilan tersebut, dan  selayaknya memang tidak perlu dibatasi 
sebab, menurut penulis sendiri pembatasan yang meberikan batasan Kepada 
Mahkamah  Konstitusi untuk membuat norma baru hanya akan 
membelenggu hakim dalam menegakkan keadilan.  
 Akan tetapi, kebebasan yang diberikan oleh Mahkamah  Konstitusi 
juga  perlu ditekankan hanya sebatas menentukan kadar konstitusionalitas 
undang-undang, serta ketika terjadi kekosongan hukum dan aturan yang ada 
akan tidak adil jika diterapkan, sebagimana Kelsen  telah memberikan 
batasan tersebut.  
 Jadi, pada dasarnya pelaksanaan putusan Mahkamah  Konstitusi 
hanya terbatas pelaksanaan hukum acara semata, ketika dalam proses 
beracara menemukan hukum yang dibuat oleh DPR tidak akan memberikan 
keadilan maka dalam hal ini pengadilan dapat di otoritasi untuk membuat 
norma dalam menegakkan hukum dan juga keadilan. 
 Selain itu, hakim tidak diperbolehkan mengatakan bahwa hukum tidak 
jelas, dan karena itu mengabaikan tindakan. Masalah penafsiran menjadi 
salah satu pembenaran dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur legalitas 
putusan pengadilan itu sendiri. Penafsiran sering digunakan oleh hakim 
sebagai langkah dan solusi terkait dengan produk legislatif  tidak jelas. 
  Dalam hal inilah sering dipandang hakim bertindak sebagai legislatif  
namun tentu saja hal demikian bukanlah aktivitas legislasi sebab aktivitas 
259 
 
legislasi merupakan suatu rangkain yang tersusun secara sistematis dan 
teratur yang dilakukan oleh badan legislatif  dan pemerintah, namun langkah 
yang ditempuh oleh pengadilan dalam membuat norma baru dalam setiap 
putusannya hanya sebatas penafsiran yang merupakan suatu judicial 
activism.  
 Menafsirkan undang-undang  berarti memperjelas makna sebenarnya 
berdasarkan kata-kata sesuai atau yang berhubungan dengan niat legislatif , 
undang-undang  harus diterapkan sesuai dengan arti yang jelas maka hakim 
harus melihat maksud legislatif  dalam membuat undang-undang  tersebut. 
Hakim mengartikan apa yang dimaksudkan legislator ketika menggunakan 
kata-kata tersebut. Makna yang diberikan oleh legislator mungkin bisa 
membantu pada beberapa kasus, namun proses rekonstruksi sejarah 
membentuk dan mengekspresikan maksud perwakilan legislatif  adalah 
usaha yang sangat beresiko.  
 Masalah interpretasi yang paling sulit untuk dipecahkan secara 
konsisten antara supremasi legislatif  dan pemisahan kekuasaan adalah 
penafsiran evolutif.  
 Hukum itu berfungsi memandu dan melayani masyarakat karena itu 
diperlukan keseimbangan antara statis dan dinamika, antara peraturan dan 
jalan yang terbuka. Pengadilan tidak dipersepsikan sebagai robot, akan tetapi 
sebagai lembaga yang harus kreatif dalam tugasnya memberikan keadilan 
bagi masyarakat.  
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 Tugas tersebut dapat dilaksanakan apabila hakim diberi kebebasan 
untuk memberi panafsiran terhadap hukum tertulis, sebab proses 
menafsirkan itu sendiri merupakan bagian dari tugas untuk menegakkan 
hukum dan keadilan yang merupakan amanat dari Konstitusi kita UUD NRI 
1945.  
 Penafsiran hukum pada dasarnya dapat dikatakan sebagai jembatan 
antara undang-undang yang statis dan  kaku dengan masa kini dan masa 
depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat ketika mampu 
menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarkat.  
 Perlu pula kita pahami bahwa kebebasan pengadilan merupakan hal 
yang essensial dalam masyarakat demokratis, pembatasan lebih lanjut 
diadakan  jika pengadilan menjadi penerjemah tertinggi dari konstitusi.  
 Maka dasar legalitas dari putusan Mahkamah  Konstitusi yang bersifat 
positive legislature  adalah adanya kebebasan kekuasaan kehakiman dan 
juga penafsiran yang dilakukan oleh hakim untuk mewujudkan nilai-nilai 
keadilan tersebut.  
 Dalam ilmu hukum dan Konstitusi, interpretasi adalah penemuan 
hukum(rechtvinding) manakala peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk 
dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah 
berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum.  
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 Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan putusan 
yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu 
keadaan tertentu.  
 Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan 
Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive legislature  adalah hal yang 
legitim dan juga legal serta valid untuk diterapkan dan dipatuhi.  
Walaupun validitas dan keberlakuan adalah konsep yang berbeda, namun  
terdapat hubungan yang penting antara keduanya. Suatu norma dikatakan 
valid hanya dalam hal menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara 
keseluruhan berlaku. Maka keberlakauan adalah suatu kondisi yang valid.  
Dengan diucapakannya putusan MK No.102/PUU-VII/2009 maka hal tersebut 
merupakan suatu bentuk keberlakuan yang tentu saja mewujudkan sifat 
putusan Mahkamah  Konstitusi yang terakhir dan Mengikat.  
 Memang pada dasarnya potensi untuk menyalahgunakan kewenangan 
oleh hakim dengan adanya kewenangan yang dimiliki tersebut sangat 
berpotensi, namun hal tersebut tidaklah menjadi alasan utama bagi para 
hakim untuk terus menjadi lembaga yang kreatif dalam rangka menemukan 
jalan keadilan dan penegakan hukum itu sendiri.  
 Putusan Mahakamah Konstitusi yang bersifat positive legislature  
dalam masa kini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia karena masih 
sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat, artinya putusan 
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Mahkamah  Konstitusi yang bersifat positive legislature  telah 
merefresentasikan keinginan masyarakat Indonesia saat ini. 
 Namun, kedepannya potensi untuk menolak putusan Mahkamah  Konstitusi 
yang bersifat positive legislature  juga besar kemungkinan tidak mendapat 
dukungan dari masyarakat. Sebab putusan tersebut mengatur perilaku 
manusia, dan perilaku manusia berada pada waktu dan ruang tertentu, maka 
suatu putusan akan valid atau mendapatkan legitimasi dan juga legalitas 
hanya pada waktu btertentu dan ruang tertentu.  
 Validitas suatu norma akan berawal pada waktu tertentu dan berakhir 
pula pada waktu tertentu. Artinya secara sederhana suatu putusan yang 
bersifat positive legislature  hari ini dapat diterima sebagai bagian dari sistem 
norma namun tidak ada jaminan kedepannya putusan Mahkamah  Konstitusi 
tersebut bernilai sama yakni diterima. Karena hal tersebut bersandarkan 
pada tiga hal utama yakni berlaku pada waktu tertentu, ruang tertentu dan 
juga kondisi sosial tertentu.  
 Hal tersebut dapat kita nilai dengan kembali memperhatikan konsep 
jaringan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Apakah putusan tersebut 
mendapat reaksi atau sambutan yang hangat dari masyarakat sebagaimana 
apreasiasi yang telah ditujukan dengan lahirnya putusan MK No.102/PUU-
VII/2009.  
263 
 
 Pelaksanaan putusan berarti mengharuskan atau membolehkan atau 
melarang seseorang bertindak sebagaimana yang ada dalam putusan 
sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma.  
Ketika hukum digambarkan sebagai perintah atau ekspresi kehendak 
legislator dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan 
dan kehendak negara  maka  seharusnya menjalankan putusan Mahkamah 
Konstitusi adalah suatu keharusan bagi setiap individu sebab, putusan juga 
merupakan suatu sistem norma yang kemudian secara materil sama dengan 
undang-undang  yang merupakan produk dari legislator.  
 Dapat pula dikatakan bahwa putusan merupakan tindakan negara 
yang termanifestasikan dalam badan pengadilan, karena negara yang telah 
memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk bertindak. 
 Apapun fakta yang terdapat dalam pengambilan putusan oleh 
Mahkamah  Konstitusi berdasarkan penilaian kita, tetapi seharusnya hal 
tersebut sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menaatinya.  
 Namun yang selalu menjadi kendala dalam hal ini bagi sebagian orang 
adalah sudah tepatkah Mahkamah  Konstitusi mengambil langkah tersebut ? 
terkait dengan hal tersebut, maka ketika kita merujuk pada teori legitimasi 
etis. Legitimasi etis dimaksud adalah pembenaran atau pengabsahan 
wewenang negara  berdasarkan prinsip-prinsip moral, maka legalitas 
menyangkut fungsi-fungsi kekuasaan negara  dan menuntut agar fungsi-
fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.  
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Namun legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis 
dikarenakan, legalitas hanya memakai hukum yang berlaku sebagai kriteria 
keabsahan, Mempersoalkan keabsahan wewenang    kekuasaan politik dari 
segi norma-norma moral. Setiap tindakan negara  (eksekutif atau legislatif  
maupun yudikatif )dapat harus dipertanyakan dari segi norma-norma moral.  
Legitimasi etis yang menjadi pokok bahasan etika politik tidak menyangkut 
masing-masing kebijaksanaan dari kekuasaan politik, melainkan 
dasar kekuatan politis itu sendiri.  
 Maka berdasarkan konsep legitimasi etis di atas bahwa kriteria  terkait 
legitimasi tidak hanya cukup ketika bersandarkan pada ketentuan tertulis 
semata namun, yang paling penting adalah adanya unsur sosiologis yang 
mendasarinya sehingga hal tersebut dikatakan legitim. Keabsahan 
wewenang Mahkamah  Konstitusi akan terjawab bahwa secara moral, 
kekuasaan kehakiman memang sejak awal didesain untuk menegakkan 
hukum dan keadilan, maka atas dasar tugas yang berat tersebut membuat 
hakim melakukan penafsiran serta penemuan hukum untuk mencapainya. 
  Oleh karena itu putusan Mahkamah  Konstutisi yang bersifat positive 
legislature  merupakan buah dari penafsiran hukum atau penemuan hukum 
sehingga hal tersebut tidak dapat disandingkan dengan produk dari legislator, 
tetapi tetap dalam bingkai putusan yang berkeadilan. Apalagi ketika kita 
mengatakan bahwa Mahkamah  konstitusi telah merambah menjadi 
legislator.  
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 Sama hal dengan ketika kita mengacu pada teori kedaulatan, yang 
pada dasarnya mempertanyakan hak moral apakah yang dijadikan legitimasi 
bagi setiap orang atau sekelompok orang atau kekuasaan yang dimilikinya, 
sehingga hak untuk memegang dan mepergunakan kekuasaan tersebut 
diperoleh, sehingga menuntut adanya kepatutan atas kekuasaan dan otoritas 
yang dimilikinya.   
 Merujuk pada teori legitimasi ada tiga unsur sesuatu itu dikatakan 
legitim yaitu unsur sosiologis, unsur yuridis dan unsur filosofi.  
Unsur sosiologis adalah pengakuan masyarakat dan kepatuhan masyarakat 
dalam menjalankan putusan Mahkamah  Konstitusi tersebut, secara umum 
dapat dikatakan bahwa masyarakat menerima putusan tersebut.  
 Memang pada dasarnya ketika kita melihat realita yang terjadi 
masyarakat menerima putusan tersebut karena putusan tersebut 
menyelamatkan hak konstitusional warga negara dalam memilih yang telah 
dijamin dalam konstitusi dan bahkan dunia internasional, masyarakat pun 
menerima putusan tersebut dengan alasan bahwa hal tersebut sangat 
membantu perkembangan demokrasi di Indonesia dimana salah satu point 
utamanya dalam menilai suatu negara menjalankan demokrasi dengan baik 
adalah dengan kualitas dan kuantitas pemilih yang ada dalam negara  
tersebut. 
 Dalam hal penyelenggara negara, hal tersebut diterima karena 
lahirnya putusan tersebut sekaligus membantu tugas mereka untuk 
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menetapkan DPT, hampir dipastikan bahwa KPU akan menjadi lembaga 
yang akan membatasi hak konstitusional warga negara ketika putusan 
tersebut tdk dikeluarkan oleh Mahkamah  Konstitusi.  Oleh sebab itu salah 
satu dasar pertimbangan Mahkamah  dalam putusan tersebut bahwa tidak 
mungkin hanya persoalan administrasi semata sehingga hal tersebut 
membatasi warga negara   dalam menyampaikan hak pada Pemilu 2009 lalu.  
 Unsur yuridis adalah, bahwa hal tersebut telah diakui oleh oleh 
undang-undang  yang memberikan kebebasan bagi kekuasan kehakiman 
untuk menegakkan hukum dan keadilan tersebut. Terlebih lagi hal tersebut 
diakui dunia internasional sebagaimana yang telah disepakati oleh 
international commission of yurist yang merupakan suatu organisasi ahli 
hukum internasional dalam konfrensinya di Bangkok tahun 1965, menyatakan 
syarat-syarat dasar  terselengaranya pemerintah yang demokratis dalam 
negara hukum adalah salah satunya yaitu badan kehakiman yang bebas dan 
tidak memihak ( independent dan impartial tribunal ), selengkapnya syarat 
tersebut adalah  sebagai berikut :  
1. Perlindungan Konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin 
hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk 
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ( independent dan 
impartial tribunals ). 
3. Pemilihan umum yang bebas.  
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4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.  
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. 
6. Pendidikan kewarganegaraan (civic education). 
  
 Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dunia 
internasioanl pun menyakini adanya kebebasan yang dimiliki oleh kekuasaan 
kehakiman, maka dalil tersebut atau dasar tersebutlah yang menjadi pijakan 
Mahkamah Konstitusi untuk berkreasi mengeluarkan putusan yang mampu 
memenuhi rasa keadilan bagi segenap bangsa Indonesia. 
 Dalam doktrin trias politika  baik yang diartikan sebagai pemisahan 
kekuasaan maupum sebagai pemabagian kekuasaan, khusus untuk cabang 
kekuasaan yudiatif, prinsip yang tetap dipegang ialah bahwa dalam tiap 
negara  hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan cabang 
kekuasaan lain. 
  Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara 
sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak 
asasi manusia, sehingga pertimbangan tersebutlah yang mendasari 
Mahkamah  Konstitusi untuk memutus suatu perkara yang bersifat positive 
legislature  .  
 Sebab hanya dengan asas kebebasan yang dimiliki oleh badan 
peradilanlah dapat diharapakan bahwa putusan yang diambil oleh kekuasaan 
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yudikatif tersebut dalam suatu perkara betul-betul memutus berdasarkan 
nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum. 
 Baik dalam perlindungan konstitusional maupun dalam hukum 
administrasi, perlindungan yang utama terhadap individu tergantung pada 
kekuasaan kehakiman yang tegas, bebas, berani, dan dihormati.  
 Pada pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia memandang kebebasan 
dan tidak memihaknya badan-badan peradilan ( independent and impartial 
tribunals)  di setiap negara      sebagai suatu hal yang essensial.  
 Badan yudikatif yang bebas adalah syarat mutlak dalam suatu 
masyarakat yang bebas dalam bingkai negara hukum. Kebebasan tersebut 
meliputi kebebasan dari campur tangan cabang kekuasaan lain termasuk 
produk dari cabang kekuasaan tersebut di dalam menjalankan tugas 
yudikatifnya. 
  Tetapi jelas dalam hal itu tidaklah berarti hakim boleh bertindak secara 
serampangan saja.  Kewajibannya adalah untuk menafsirkan hukum serta 
prinsip-prinsip fundamental dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan 
hal itu berdasarkan rasa keadilan serta hati nuraninya.  
 Unsur filosofi dari teori legitimasi tersebut adalah nilai-nilai moral yang 
terkandung di dalamnya. Terkait dengan moral tersebut, dalam menafsir 
konstitusi pun tidak hanya sebagai apa yang diistilahkan  oleh Jimmly 
Asssiddiqie sebagai constitusion reading , tetapi perlu dipahami roh atau 
spririt dari hukum tersebut inilah yang diistilahkan oleh Jimmly Assiddiqie 
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sebagai moral reading, atau dalam pandangan Baron de Monstesquieu De 
I’esprit de Lois (The Spirit of the law). Yang pada intinya adalah konstitusi 
harus dipandang secara kacamata moral bukan hanya secara tekstual yang 
kaku namun perlu meniti makna dibalik huruf-huruf baku yang terdapat dalam 
konstitusi tersebut.  
  Sehingga pada pasal 24C UUD NRI 1945 mengenai kewenangan 
Mahkamah  Konstitusi tidak bisa hanya bisa dibaca sebagai hanya 
menafsirkan undang-undang terhadap UUD NRI 1945 namun, apa makna 
dibalik dari pengujian suatu undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut 
yang pada muaranya adalah menjaga hak –hak konstitusional  warga negara 
dan menjaga konsistensi norma.  
 Dalam ranah kontemporer, filosofi moralitas yang berkembang saat ini, 
membenarkan introduksi gagasan claim moralitas untuk menyatakan produk 
hukum tidak konstitusional. Artinya, apabila masyarakat merasa bahwa hak-
hak moralnya seperti tercantum dalam konstitusi diabaikan oleh pembuat 
hukum, maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah  
Konstitusi ataupun pengadilan yang memiliki kewenangan yang sama 
dengan organ tersebut.  
 Gagasan tersebut pertama-tama diusulkan oleh  Ronald Dworkin 
seperti dikutip dari buku  Jimmly Asshiddiqie peradilan etik dan etika 
Konstitusi  proposal Dworkin menjelaskan jika undang-undang atau hukum 
(produk hukum ) termasuk putusan pengadilan, melanggar hak-hak moral 
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masyarakat. Karena itu mereka memiliki kewajiban moral untuk tidak 
mematuhi hukum. Dengan kata lain, bila hukum melanggar hak-hak moral 
maka kepatuhan terhadap hukum tidak akan pernah menjadi tanggung jawab 
moral dari  masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, teori hukum 
dominan dan dalam praktek saat ini menghendaki validitas norma hukum 
tertinggi sangat bergantung dengan norma- norma moral.  
 Dworkin  juga membenarkan kebijakan peradilan aktif ( judicial 
activism) demi untuk mencapai putusan yang berkeadilan dan sesuai dengan 
norma moral, meskipun pada sisi lain ia menolak diskresi yang berlebihan 
yang dimiliki oleh hakim. Karena itu  judicial activism  mensyarakat sejumlah 
objektivitas prinsip-prinsip moral atas negara     Seperti hak-hak moral untuk 
memperoleh pengakuan yang sama di pemerintahan dan penegakan hukum.  
Namun di satu sisi segelintir kalangan yang skeptik terhadap pandangan 
 Dworklin  di atas, paham ini secara terang benderang menolak 
gagasan kontroversial peradilan aktiv (judicial activism) . aliran ini menyakini 
bahwa kenyataanya perorangan tidak memiliki hak moral atas negara, maka 
peradilan dalam menjalankan aktivitasnya hanya dibenarkan menafsir secara 
gramatikal (semantik ) hak berdasarkan hukum (legal rights) sebagaimana 
yang telah ditentukan oleh konstitusi. 
  Padahal kegiatan penafsiran hak-hak dasar tidak bisa ditafsir melalui 
bahasa tekstual. Hak-hak alamiah justru menghendaki penafsiran futuristik, 
271 
 
sebab nilai-nilai fundamental mencakup keyakinan abstrak dan subyektif 
yang terkait dengan segi moralitas dan prinsip-prinsip esensial keadilan.  
Dalam konteks ini bahwa kita tidak sedang meninggikan hukum daripada 
etika itu sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh  Jimmly 
Asshiddiqie  bahwa 90 % sarjana hukum di Indonesia dewasa ini memiliki 
cara pandang atau beranggapan bahwa hukum itu memang lebih tinggi 
kedudukannya dibanding etika. Hubungan antara hukum dan etika di zaman 
sekarang mengalami transformasi, jika dahulu sistem norma agama, norma 
etika, dan norma hukum cenderung terpisah dan dipisahkan, sekarang 
kebutuhan praktik di seluruh dunia menunjukkan gejala yang sebalikknya, 
ketiganya mulai saling bergantung dan mebutuhkan hubungan komplementer 
yang bersifat sinergi antara satu dengan yang lain.  
 Mantan ketua Mahkamah  Agung Amerika serikat Earl Warren  pernah 
mengatakan bahwa hukum mengapung di atas samudera etika. Hukum tidak 
dapat tegak, jika air samudera etika itu tidak mengalir. Jika kehidupan sosial 
tidak beretika, mana mungkin kita menegakkan hukum yang berkeadilan, 
artinya ada hubungan atau sinergi antara hukum dan etika itu.  Etika 
lingkupnya lebih luas daripada hukum. Karena itu sesuatu yang melanggar 
etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melanggar 
hukum dapat juga dikatakan melanggar etika.  
 Karena itu, kita dapat lagi mengatakan bahwa hukum itu lebih tinggi 
daripada etika, bahkan etika juga tidak perlu dikatakan lebih tinggi daripada 
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hukum. Untuk itu, para sarjana hukum perlu menghayati dengan benar soal-
soal etika dan nilai- nilai moral yang terkandung dalam hukum dan konstitusi. 
Para sarjana hukum, apalagi yang biasa terdidik dalam tradisi hukum civil 
(civil law) yang lebih mengutamakan statutory daripada hukum buatan hakim 
seperti tradisi common law pada umumnya selalu berpikir tekstualis dalam 
memahami hukum. Padahal, hukum itu bukan hanya menyangkut persoalan 
tekstual, tetapi juga kontekstual, yang dalam setiap perumusan teks selalu 
terkandung ide dan nilai-nilai yang menjadi roh dan spirit.   
 Jika konstitusi hanya dipandang sebagai seperangkat aturan hukum, 
maka menurut Keith E. Whittiingtong, sebagaimana dikutip dari Jimmly 
Asshiddiqie  dapat timbul setidaknya tiga kesulitan. Ketiganya meliputi; (i) 
the problem of fidelity, (ii) the problem of propriety, dan (iii) the problem of 
discretion.  
 Pertama, soal keaslian ide dan nilai (fidelity, ) dalam tafsir konstitusi. 
Yang harus dipersoalkan, bukan hanya soal apa makna atau apa tafsir atas 
aturan kosntitusi yang ada, tetapi bagaimana penafsiran itu dilakukan oleh 
setiap orang yang menafsirkan. Selama ini cenderung hanya mempersoalkan 
mengenai isi dari aturan yang berlaku dalam permainan, tanpa tidak 
mempersoalakan dengan sunguh-sungguh mengenai bagaimana 
permaianan itu di mainkan.  
 Kebanyakan memang teori kontemporer selalu menganggap penting 
aturan Konstitusi, dengan asumsi aturan tersebut akan ditaati. Akan tetapi, 
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teori-teori yang ada kurang memperhatikan mengenai bagaimana dan sejauh 
mana aturan tersebut di tafsirkan dalam praktik. Bagaimanapun ketaatan 
terhadap aturan konstitusi tidak mungkin diasumsikan. Sebagaimana yang 
tercermin dibanyak praktik negara-negara di dunia.  
 Berkenaan dengan  constitusional fidelity  ini, perlu disadari bahwa 
undang-undang dasar memang selalu berisi hal-hal yang besifat garis besar, 
sehingga tidak semua hal yang penting harus dimuat di dalamnya. Karena 
itu, penting atau tidaknya suatu kebijakan kenegaraan tidak dapat ditentukan 
dengan kenyataan bahwa hal itu dimuat atau tidak dimuat dalam teks 
undang-undang dasar.  
 Ketika kelak dalam pelaksanaan praktik norma-norma aturan dalam 
teks konstitusi dijalankan tentu akan banyak sekali pelajaran yang dapat 
dipetik, yang semuanya memperkaya kandungan pengertian yang terdapat 
dalam teks konstitusi dijalankan.  
 Kedua soal sikap korek, yaitu perilkaku yang dipandang tepat atau 
korek ( propriety)  dalam menjalankan kekuasaan konstitusional. Sikap korek 
tidak selalu dapat dilembagakan menjadi aturan hukum yang formal.  
Ketiga, persolan kemampuan untuk membuat putusan konstitusional yang 
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam situasi tertentu. Oleh karena 
konstitusi tidak memuat semua hal yang dianggap penting, maka di samping 
pentingnya praktik-praktik ketatanegaraan yang kelak dikembangkan, juga 
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perlu disadari terbukanya ruang untuk pengambilan putusan yang tidak 
tergantung hanya pada teks formal.  
 Para hakim Konstitusi diberi hak untuk menafsirkan kosntitusi yang 
dengan itu, pelbagai nilai dan pengertian baru mungkin saja ditambahkan ke 
dalam kandungan normatif yang terdapat dalam teks formal di kemudian hari.  
putusan-putusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan berkenaan 
dengan hal-hal tersebut menjadi persoalan tersendiri yang berkaitan tidak 
saja dengan substansi tafsirnya tetapi juga mengenai bagaimana penafsiran 
itu dilakukan, yang artinya berhubungan erat dengan etika pada para 
hakimnya juga dalam membuat putusan yang tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan.   
 Namun bagaimana cara mengukur sehingga legitimasi tersebut 
sesungguhnya adalah legitimasi yang etis ? cara yang paling tepat adalah 
dengan melihat bentuk legitimasi yang bisa didapatkan oleh suatu kekuasaan 
lain, dalam hal ini bahwa legitimasi dapat pula diperoleh berdasarkan 
legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter, ataupun legitimasi pragmatis. 
Namun pengakuan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut dengan 
sendirinya mengingkari adanya kepatuhan oleh suatau kekuasaan juga akan 
menekan warga negara     .  
 Maka dapat dikatakan legitimasi dari putusan Mahkamah  Konstitusi 
yang bersifat positive legislature  tersebut adalah legitimasi yang etis 
berdasarkan kewenangan Mahkamah  Konstitusi, karena dapat diterima dan 
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dipatuhi oleh segenap warga negara, penyelenggara pemilu, dan juga para 
kandidat Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2009 lalu.  
Selain itu ketika hakim melakukan interpretasi yang merupakan sebuah 
keharusan sekaligus sebagai dasar legalitas dari setiap putusannya termasuk 
putusan yang bersifat positive legislature  adalah guna untuk menyelaraskan 
dengan konstitusi dan perlindungan terhadap hak konstitusional.  
 Putusan hakim melalui suatu penafsiran atas suatu perkara adalah 
putusan yang konstitusional. Akibatnya, secara mendasar putusan-putusan 
tersebut secara mendasar selalu mengandung perintah-perintah agar organ 
lain mengimplementasikan putusan Mahkamah  Konstitusi.  
Seperti hal Mahkamah  Konstitusi Jerman, dimana Mahkamah  Konstitusi 
 Jerman juga berperan sebagai penentu arah kebijakan dalam artian 
bahwa putusannya dapat memuat perintah kepada lembaga lain untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi 
putusannya, maka putusannya dapat berbentuk menyerupai sebuah 
kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau ranah eksekutif.  
Jika Mahkamah  Konstitusi Jerman Memutus bahwa suatu instrument hukum 
tidak konstitusional, maka organ pelindung HAM tersebut menyatakan bahwa 
instrument hukum tersebut batal dan tidak diberlakukan.  
 Putusan Mahkamah  Konstitusi Jerman harus di ikuti oleh parlemen 
maupun pihak lain, karena putusan Mahkamah  Konstitusi Jerman seperti hal 
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putusan Mahkamah  Konstitusi di dunia juga baik eksternal maupun internal 
berlaku sebagai hukum positif.  
 Jadi putusan Mahkamah  Konstitusi yang telah diucapakan dapat 
disejajarkan dengan produk legislasi, sehingga keberlakuannya pun harus 
didukung oleh senmua pihak, karena putusan Mahkamah  Konstitusi juga 
merupakan hukum positif.  
 Dalam konteks pemikiran teoritis, negara- negara yang memiliki 
konstitusi menempatkan konstitusi sebagai sumber utama legitimasi dan 
legalitas politik hukum. Dalam artian setiap putusan Mahkamah  Konstitusi 
sebenarnya sudah dapat dikatakan memiliki legitimasi dan legalitas yang 
tinggi sebab, Mahkamah  Konstitusi memutus dengan menjadikan Konstitusi 
sebagai tolok ukur utama.  
 Sementara kita pahami bahwa konstitusi itu merupakan resultante 
(kesepakatan) antara pemerintah dengan masyarakat, serta menjadikan 
Konstitusi tersebut sebagai legitimasi serta legalitas tertinggi dalam 
kehidupan berbangsa bernegara maupun bermasyarakat.  
Sekarang kita tahu mengapa Hans Kelsen menyakini konstitusi adalah tata 
urutan tertinggi dari suatu tatanan norma hukum, sebab menurut pakar 
hukum berkebangsaan Austria ini Konstitusi identik dengan kehendak rakyat 
yang berdaulat. Sebab konstitusi merupakan sumber utama hukum positif 
dan sumber umum dari seluruh legitimasi norma hukum yang letaknya di 
bawah konstitusi. Apalagi norma hukum yang dihasilkan oleh lembaga 
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penafsir konstitusi itu sendiri, bisa dijamin sesuai dengan konstitusi, maka 
dapat dipastikan hal tersebut   legal serta legitim.  
 Aristoteles pernah menyatakan bahwa  Hukum akan legitimet hanya 
jika ia bekerja untuk kebaikan dan kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk 
memenuhi kepentingan diri penguasa. Hal demikian pun tercermin dalam 
Putusan MK No.102/PUU-VII/2009, yang telah melindungi hak konstituisional 
warga negara, dan hal tersebut berdasarkan kehendak rakyat, kehendak 
rakyat yang tidak terdaftar dalam DPT sebelum putusan ini dikeluarkan 
terpenuhi, senada dengan hal tersebut Rousseau pernah mengatakan 
pemerintah legitimate jika didasarkan oleh kehendak atau kemauan seluruh 
masyarakat (general will).  
 Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin 
peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehinggga 
setiap peraturan perundang-undangan yang diterapakan dan ditegakkan 
benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.  
 Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh 
ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan hanya untuk kepentingan 
penguasa. Hal bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak 
dimaksudkan untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, 
melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan 
demikian negara hukum yang dikembangkan bukan negara hukum absolut, 
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melainkan negara  hukum yang demokratis dan negara      demokrasi 
berdasarkan hukum.  
 Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan 
kedua UUD NRI 1945, ketentuan mengenai hak- hak asasi manusia telah 
mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD NRI 1945. 
Sebagian besar materi UUD NRI 1945 sebenarnya sebagian besar berasal 
dari rumusan undang-un dang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu 
undang-undang  tentang Hak Asasi Manusia.  
 Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsikan ke 
dalam rumusan UUD NRI 1945 mencakup 27 materi sebagai berikut :  
1. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan 
kehidupannya  
2. Setiap oaring berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah  
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.  
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.  
5. Setiap orang berhak memeluk agama  dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidkan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
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memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal  di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.  
6. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyakini kepercayaan,  
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.  
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat  
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak 
mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia.  
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. 
Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan 
hak asasi. 
10. Setiap orang berhak untuk bebasa dari penyiksaan dan perlakuan 
yang  merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 
memperoleh suaka politik dari negara      lain.  
11. Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan 
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12. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk meperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. 
13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat 
14. Setiap orang berhak untuk memilih hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun  
15.  Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan 
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 
kesejahteraan umat manusia. 
16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negara     . 
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum .  
18. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
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19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan  
20. Negara dalam keadaan apapun tidak dapat mengurangi, hak setiap 
orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakuai sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk ditidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan 
tingkat peradaban bangsa.  
22. Negara  menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan 
yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agamanya. 
23. Perlindungan, pemajuan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara  terutama pemerintah. 
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanna hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan 
25. Setiap orang berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara     . 
26. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap  orang wajib 
tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
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dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.   
 Melihat penjelasan di atas, maka pada dasarnya hak sipil dan politik 
itu sangat diakui oleh negara bahkan dalam hal ini Negara      yang kemudian 
bertindak sebagai penjamin Hak asasi manusia setiap warga Negara     . 
Oleh karena demikian maka, Mahkamah  kosntitusi lahir sebagai pelindung 
hak Konstitusional warga negara      sudah tepat mengambil langkah dalam 
melekatkan seperangkat norma dalam putusannya, demi mewujudkan hal 
perlindungan terhadap hak Konstitusional warga negara.     .  
 Konsep  konstitusi memang pada dasarnya kita yakini sebagai kontrak 
antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat pada dasarnya hanya 
menginginkan pengakuan pengakuan terhadap hak-hak konstitusionalnya. 
Artinya senada dengan apa yang disampaikan oleh J.J Rosseau  bahwa 
tujuan masyarakat untuk bergabung dengan korps politk tidak untuk 
menambah hak asasinya, juga tidak untuk mengurangi hak asasinya tetapi 
untuk memperkuat hak asasinya.  Hak –hak warga negara yang terkandung 
dalam konstitusi tersebut harus dijamin oleh negara, dan melalui Mahkamah  
Konstitusilah hal tersebut akan terwujud. 
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 Menurut Abdul Mukhti,  konstitusi sebagai hukum tertinggi, 
pelaksanaannya akan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat 
(konstitusi untuk rakyat bukan rakyat untuk konstitusi), dan cita-cita 
demokrasi, yakni kebebasan dan persamaan (keadilan).  
 Dengan demikian konstitusi adalah, sebuah kontrak politik yang 
mengikat antara rakyat dan negara Sebab kedaulatan ada ditangan rakyat 
dan kedaulatan rakyat tersebut diorganisasikan ke dalam lembaga-lembaga 
negara. Akan tetapi lembaga-lembaga negara  pada tahap pelaksanaan 
kedaulatan rakyat, bukan tidak mungkin menyimpan dari kesepakatan-
kesepakatan rakyat seperti yang telah digariskan dalam konstitusi.  
 Penyimpangan itu biasanya dapat dilihat dari produk hukum yang 
diciptakannya, jadi fungsi primer interpretasi konstitusi dan pengujian 
undang-undang adalah untuk menilai apakah kesepakatan-kesepakatan yang 
dituangkan dalam konstitusi tersebut sudah dijalankan secara baik dan benar 
oleh masing-masing insan bernegara     .  
 Senada dengan itu, Prof Attamini  pun memaklumi apabila dalam 
negara  hukum yang modern terjadi banjir peraturan –peraturan yang tidak 
selalu baik dan benar. Banjir peraturan tersebut, tidak dapat dibendung tetapi 
hanya dapat ditertibkan dan diperbaiki, dan beberapa ahli hukum tidak 
membiarkan hal tersebut berlangsung terus.  
 Produk hukum bisa saja memuat isi yang keluar dari batas 
proporsional muatan materi yang ditentukan, baik karena ketidak tahuan 
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maupun karena kepentingan kelompok politik yang sifatnya jangka pendek, 
judicial review merupakan instrument hukum yang dapat mengawal isi 
peraturan perundang-undangan melalui uji materi.  
 Jika politik hukum diartikan sebagai arahan atau arah kebijakan hukum 
yang harus dijadikan pedoman untuk membangun atau menegakkan sistem 
hukum yang diinginkan, maka judicial review dapat dipandang sebagai salah 
satu instrument dalam menjamin ketepatan arah itu atau sebagai pengawal 
isi peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial yang dapat diberi 
pengertian spesifik kedalam judicial review atau constitusional review. 
 Pada intinya, proses peradilan tata negara dilakukan sebisa mungkin 
untuk memenuhi keadilan substantif sehingga jika diperlukan, lompatan 
hukum atau terobosan hukum (rule breaking)  dapat dilakukan agar putusan 
mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Konstruksi 
rule breaking tersebut, selain didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan 
keadilan substatif juga sangat sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU 
No. 48 tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
 Pada konteks Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Kosntitusi 
membuat putusan yang bersifat positive legislature  sebagai perwujudan dari 
diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap 
ranah legislatif. Namun demikian, di sisi lain, membiarkan diskresi tanpa 
batas dan aturan membuka celah kemungkinan hakim akan melakukan 
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sebebas-bebasnya yang itu sangat berbahaya, karena bukan tidak mungkin, 
hakim akan mengambil alih fungsi legislasi.  
 Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa ada 
beberapa hal menjadi pertimbangan Hakim MK membuat putusan yang 
bersifat positive legislature, seyogyanya hal tersebt bisa dijadikan sebagai  
rambu atau batasan bagi Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan 
yang bersifat positive legislature  tersebut yang memang seharusnya di atur 
dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mengatur antara lain : (i) 
hakim berpandangan masalah tersebut waktunya mendesak; (ii) terjadi 
kekosongan hukum jika tidak dibuat putusan yang bersifat positive legislature  
(iii) perlindungan terhadap hak konstitusional (iv) putusan Mahkamah 
Konstitusi yang bersifat positive legislature  dilaksanakan hanya untuk satu 
kali dan/ atau sampai pembentuk undang-undang, membuat penggantinya. 
 Hakim Konstitusi membuat putusan yang bersifat positive legislature   
dalam pengujian undang-undang, didasarkan atas pertimbangan dan 
argumentasi hukum. Dalam pengambilan putusan, hakim menggunakan 
beberapa penafsiran sebagai metode penemuan hukum. Mengingat hakim 
memiliki kebebasan untuk menafsirkan, maka judicial activism  penting 
dilakukan semata-mata agar tujuan hukum tercapai dan tidak dilarang oleh 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hakim melihat praktik dibeberapa 
negara lain, seperti Jerman, Austria, Amerika, dimana di negara-negara 
tersebut hakim biasa membuat putusan yang bersifat positive legislature  
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oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat 
mengatur dengan pertimbangan perlindungan terhadap hak konstitusional 
warga negara, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
 Sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada pembahasan 
sebelumnya bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, 
Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan pada bunyi undang-
undang semata, tetapi lebih mengutamakan untuk mewujudkan cita hukum 
yaitu, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Namun yang menjadi dasar 
pertimbangan hukum yang paling utama dalam membuat putusan yang 
bersifat positive legislature  yaitu : 
a) Melindungi hak konustitusional warga negara; 
b) Meweujudkan persamaan kedudukan hukum dalam pemerintahan;  
c) Melindungi dan menjamin hak asasi manusia dan warga negara; 
d) Memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir; 
e) Memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapamn hukum; 
f) Norma yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah norma yang dalam 
kondisi mendesak untuk segera dilaksanakan, karena adanya ancaman 
politik dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden untuk 
mengundurkan diri dari Pemilu.  
g) Adanya kekosongan hukum (rechtvacuum), dabn dibutuhkan oleh KPU 
sebagai dasar hukum untuk melkasanakan Pemilu dan perhitungan suara. 
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 Jika dalam waktu yang relatif pendek tidak mungkin DPR dapat 
menerbitkan pengaturan tersebut, dan jika tidak diatur dimungkinkan akan 
terjadi chaos  dalam masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan  
1. Dasar pertimbangan hukum hakim yang menjadi landasan Mahkamah  
Konstitusi dalam memutus Putusan yang bersifat Positive legislature  
adalah sebebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga 
negara yang berpotensi  kehilangan hak pilihnya dalam Pilpres 2009, juga 
sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi, untuk menghindari 
chaos saat pilpres 2009, perlu juga dipahami bahwa Mahkamah  
Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menegakkan 
keadilan, pun kita pahami bersama bahwa hakim dalam menjalankan 
kewenangannya dilengkapi dengan diskresi (kebebasan) yang dijamin 
dalam  oleh undang-undang. Selain jaminan kebebasan, hakim juga di 
berikan jaminan independensi, yang dijadikan sebagai dasar untuk 
mengeyampingkan undang-undang ketika akan membelenggu hakim 
dalam menegakkan keadilan. Putusan tersebut jua lahir karena 
mendesaknya waktu, yang mustahil bagi cabang kekuasaan lain untuk 
mebuat aturan, karena pada saat itu sudah terjadi kekosongan hukum, 
sehinnga putusan ini lahir dengan mengedepankan unsurkeadilan 
subtantif 
2. Legitimasi putusan MK No.102/PUU-VII/2009 dapat dilihat dengan 
sambutan masyarakat yang mengapresiasi putusan tersebut, karena 
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putusan tersebut telah menyelamatkan hak-hak rakyat, yakni hak untuk 
memilih yang telah dijamin oleh Konstitusi dan dunia internasional, 
pundalam hal ini tidak ada chaos yang terjadi pada pemungutan suara 
Pilpres 2009, selain masyarakat, organ pelaksana pemilu lain juga 
mendukung putusan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
dikeluarkannya surat edaran KPU yang berisi criteria dan persyaratan 
pemilih, serta kandidat presiden dan wakil presiden Pilpres 2009, artinya 
segenap warga negara patuh terghadap putusan tersebut. Legalitas 
putusan ini disebabkan karena adanya kebebsan interpretasi oleh hakim 
dalam memutus suatu perkara, serta adanya jaminan kebebasan yang 
dimiliki oleh hakim  untuk menegakkan hukum dan keadilan. 
B. Saran  
1. Diperlukan adanya batasan terhadap putusan Mahkamah  Konstitusi 
yang bersifat positive legislature yakni ketika akan terjadi kekosongan 
hukum, dan ketika undang-undang yang ada tidak mampu 
memberikan keadilan. dalam artian ketika undang-undang berpotensi 
untuk melanggar hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah  
Konstitusi dapat menambahkan norma baru yang sifatnya mengatur 
sebagai bagian dari fungsi perlindungan terhadap hak-hak 
konstitusional warga negara yang merupakan salah satu nafas 
pembentukan Mahkamah  Konstitusi di Indonesia.  
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2. Mahkamah  Konstitusi dalam membuat putusan yang di dalamnya  
melekat seperangkat norma yang sifatnya mengatur tidak ditempatkan 
pada bagian amar putusan atau konklusi, tetapi ditempatkan pada 
bagian pertimbangan karena baik amar putusan maupun pada bagian 
pertimbangan hukum memiliki derajat yang sama untuk mengikat. 
Serta dalam putusan tersebut seharusnya surat keterangan domisili 
juga dimasukkan sebagai bagian dari syarat untuk memilih.   
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